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KATA PENGANTAR
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Dengan perasaan lega serta bantuan dan_bimbingan‘-dari

dari s=emus pihsk terutana pembimbing tesis, maka . segala
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» Belajarlah .....
Karena tidaklah manusia dilahirkan dalam keadaan berilmu
Dan tidaklah orang berilmu itu seperti orang bodoh |
Maka sesungguhnya seorang pemimpin yang tidak berilmu
(dipé.ndang) remeh oleh lingkungan masyarakat dimana dia berada
* Jlmu dapat menjadi orang hidup menjadi mudah
| Seni dapat menjadi otang hidup menjadi indah
Agzdma dapat menjadi orang hidup menjadi terarah
¢ DBarang siapa banyak ketawa, maka berkurang wibawanya
Barang siapa banyak omongannya, maka akan banyak kesalahannya
Barang siapa berkurang rasa malunya, makj‘a berkuranglah taqwanya

Barang siapa berkurang taqwanya, sesungguhnya matilah hatinya




vii
RINGKASAN '

Pada gaat sekarang ini, kejahztan yvang ‘dilakukan oleh
perusahaan (korporasi) yang menyangkut kejahatan pencemaran
lingkungan (pencemaran kabut asap) vang terjadi di wilayah
Sumatera (khusus Propinsi Jambi) dan Kalimantan masih tetap
nenarik untuk dibicarakarn. Oleh karena dampak kerugian vang

ditimbulkan oleh kejanztan korporasi ini luar biasa
besarnya. Kerugian vyang ditimbulkan oleh kejahatan ini
meliputi ¢ kerugian di bidang perekonomian, politik,

kesehatan, jiwa serta kerugian di bidang nilai-nilai sosial
dan moral. Belum lagi kerugian Jjangka panjang vang
diakibatkan oleh perilaku perusahaan. o ’

Adapun luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di
Wilayah Sumatera dan Kalimantan dalam kRurun waktu April s/d
November 1997 mencapai 1.714.000 hektar vyang meliputi
570.000 hektar hutan produksi, 45.000 hektar kawasan
konservasi, 798.000 hektar perksbunan, 280 .000 proyek lahan
gambut, 30,000 hektar pembukaan areal transmigrisi dan 1000
hektar daerah perdagangan.

Kebaka:an hucan cdan lahan merupskan peristiwz lingkungan

yvang cuklkup runit. Jika dalam perncemnaran lingkungan
{pencemarar industri) akan bisa dilaczk irdustri atau
fegiatan mana yvang menjadi biangnya sehingga prinsgsip
membayar seketika {(polluters pay principles) bisa

diterapkan. Dalawm kebakaran hutan dan lahan, meskipun telsh
diidentifikasi dengan memakai sistem penginderazn jarak Jjauh
dengan NOAA sejumlah perusahaan vang melakukar. pembakaran
hutan tetapi amat sulit untuk membuktikannya.

Gangguan kabut asap di Propinsi Jambi yang terjadi awal
Agustus sampai dengan akhir november 1997, c¢ukup meluas
sehinggsa menganggu aktivitas masyarakat, l1alu lintas,
penerbangan, anghutan jalan rava dan sungai serta
menyvebabkan meningkatnya penyvakit yang berhubungan dengan
szluran pernspasan dan paru-parun, gangguan asap tersebut
telah menjadi issue nasional bahkan masalah internasional.

Penegakan Hukum lingkungan yang berkaitan dengan kagsus

pencemaran kabut di Propinsi Jambi helum sepenuhnya
diterapkan/dilaksanakan dari ketentuan hukum lingkungan (UU
Nomor 23 Tahun 1987) . Dalam penerapannva peraturan
tersebut, baru sanksi administrasi sajs vang telah

diterapkan sedangkan sanksil hukum perdata dan sanksi hukun
pidana belum diterapkan sebagaimana yang diharapkan dalam
ketentuan hukum lingkungan. -Belum diterapkannya sanksi
perdata dan sanksi pidana karena tidak adanya laporan
{keengganan) masyarakat (korban) untuk melakukan
penuntutan/gugatan terhadap para pelaku (perusahaan) vang
melakukan pencemaran kabut asap.

Penegakan hukum lingkungan khususnya terhadap pencemaran
kabut asap di Propinsi Jambi | belum sepenuhnya

"™
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: _ viii
diterapkan/dilaksanakan karena dizgebabkan berbagai faktor

kendala vyakni : lemahnya penerapan penegakan hukum (law
enforcement) aleh aparat hukum (birokrasi), kurangnysa
kegadaran hukum pengusaha (korporasi) terhadap bahaya

pencemaran kabut asap, lemahnya kesadaran hukun masyarakat
(korban), kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai, serta
terlalu lenturnya peraturan hukum lingkungan (UU Nomor 23
Tahun 1987). ,

Masalah penegakan hukum lingkungan vang berkaitan dengan
kasus pencemaran kabut asap telah diatur dalam UU Nomor 23
Tahun 1997 (dahulu UU No. “d Tahun 1982) baik vang
nenyangkut sanksi pidananya (diatur dalam Pasal 41 s/d 48),
sanksi Administrasi (Pasal 25 s/d 27), dan sanksi perdata
(Pagal 30 s/d 34). '

Selain ketentuan pidana dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun
1997 ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan- hidup
dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

dan/atau : ‘ ‘ :
b. penutupan seluruhnysa .atan sebagian perusahaan; dan/atau
c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
d. mewajibkan mengerjakan apa Vang dilalaikan tanpa hak;
dan/atau
e. meniadakan apa vang dilalaikan tanpa hak; dan/atan
£f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3
tahun. ' .

Dewass ini pengaturan hukum pidana ternadap korban
kejahatan belum menampakan pola yang jelas, yvang sampal saat
sekarang ini belum dapat diselesaikan secara tuntas baik
peraturan perundang-undangan pidana materiil maupun formil.

Dalam hal perlindungan terhadap korban pencemaran
lingkungan (pencemaran kabut asap), gistemn penberian
restitusi dan kompensasi (ganti rugi) terhadap korban dapat
dilakukan melalul
1. Ganti rugi (kompensasi) vang bersifat keperdataan,

diberikan melalui proses perdata. 1 '
2. Restitusi vang bersifat perdata dan bercampur dengan
sifat pidana, diberikan melalui proses pldana. "

Dalam maszalah pencemarazn kabut asap di  Propinsi Jambi
ini, masalah perlindungan terhadap Korban {(masyarakat)
merupakan maszalah vyang penting dan perlu mendapatkan
perhatian dari pemerintah. Dalam hal Perlindungan - hukum
terhadap korban (masyarakat) sesual dengan ketentuan UU
Nomor 23 Tahun 1997 dan hukum lainnya, masyarakat (korban)
dapat melzkukan penuntutan/gugatan ganti rugi (kompensasi)
terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan
lahan melalui upsya hukum perdata dan upaya huokunm pidansa
serta dapat dikenakzan sanksi administrasi.




ix
Berdassrkan kenyataan tersebut di atas, maks peneliti
nmerasa perlu untuk mengkaji mengenal penegakan hukum
lingkungan dalam rangka memberikan perlindungan hukum
terhadap korban {(masyarakat) pencemaran kabut asap baik
melalui sank=i administrasi, perdata maupun pidana terhadap
verusahaan (korporasi) yang melakukan kejshatan lingkungan
(pencemaran kabut asap).



BAB I | |

PENDAHULUAR

A. Latar Belakang Masalsah

Derap pembangunan® di Indonesia dewasa inil berjalan
dengan pesat di segala bidang. Pembangunan.inaaional yahg
bertujuan untuk mencapal masyarakat adil dan ﬁakmur; tidak
terlepas dari upaya mengolah sumbsr-sumber alan éeﬁingga-
mengubah lingkungan. Pembangunan menimbulkan ungur-unsur
perubahan hesar, sepertil perubsahan struktur:ekon:mi; sbsial,

figik wilavah, pola konzumsil, sumbsr alam dan lingkungan

-

hidup, teknologi, sistem nilai dan kebudayaan.l
Dalam Garis-Garis Besar Halnan Hegara: (GBRN) 1@93
ditegaskan bahwa : Hakikat pembangunan nasional adaiah

pembangunan manusgia VIndonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indcocnesia seluruhnya, dengan sgsaran

terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat
Indonesia vang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan
sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyﬁrakat,
bangsa, dan negara yvang berdasarkan Pancasila dalam suasana
kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan
selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dan

masyarakat, manusia dengan alam lingkungannya serta manusia

1 Emil Salim, “Lingkungan Hidup dan Pembangunan, "Cetakan ke _IV,
Mutiara, Jakarta, 18983.

| ﬂ.%f?ji' LT’SL%K‘H,HEP |



dengan Tuhan Yang Haha Esa. 2

Kebijaksanaan vyang telah diambil dalam GBHN tersebut
selanjutnya dituangkan dalam kebijaksanaan pembangunan lima
tahun ke enam. Diantaranyva adalah bahwa : pembangunan
lingkungan hidup bertujuan meningkatkan mutu, memanfaatkan
sumber daya alam secarsa berkelanjutan, merehabilitasi
kerusakan l%ngkungan, mengendalikan peﬁcemaran dan
meningkatkan kualitas lingkungan.

Lingkungan hidup vang rusak atau terganggu
keseimbangannys perlu direhabilitasi agar kemba:i berfungsi
sebagail penvangga kehidupan dan memberi manfaat bagi
kesejahteraan masyarakat, karena itu pembinaan dan penegakan
hukum untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan
perlu ditingkatkan. Isu masalah lingkungan hidup bukan sajs
monopoli dalan negara vang berkembang (developping
countries) tetapi Jjuga negara-negara maju (Jndustrialist
Countries).3 : |

Indonesia termasuk salah satu nééara vang ikut
menanggapi masalah lingkungan hidup pada tanggal 11 Ma}et'
1982 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982, tentangd
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hﬁdup. Hal
ini bukan berarti sebelum undang;undang . ‘tersebut
diberlakukan, negara Indonesia tidak punya peraﬁuran hukum

yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Bahkan : pada zaman

2 Lihat TAP WMPR No. II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis ﬁBeséf Haluan
Negara.

3 Faulus Efendi Lotulung, ‘'Penegaksn Hukum Lingkungan Oleh Hakim
Perdata, "PT.Citra Aditya Bakci, 1993,hal. 5. - ‘

]



Hindia Belandsapun sudah ada sejumlah produk hukum vyang
berhubungan dengan lingkungan hidup. 4 |

Demikian Jjuga sesudah berlakunys undang-undang nomo% 4
tahun 1982 yang disingkat UULH banyak sekgli prodﬁk hukuin
vang dikeluarkan pemerintah. Sehingga kalau digambarkan
peraturan hukum tentang linghkungan di Indoneéia baik sebélum
maupun berlakunya UULH sebagai piramida peraturan lingkuﬂéan
hidup.

Selama berlakunya Undang-undang nomor -4 tahun 1882 ini
walaupun telsah banvak hasilnya terhadap pelestarian
lingkungan hidup, namun ada berbagai kendala vang sempsat

terangkum sebagai berikut

1. Masih 1lemahnya penegakan hukum lingkungan dalam praktek
penegakan hukum (Law enforcement).

pengawasan Amdal yang wasih kurang

Belum diterapkannya sanksi pidana sepenuhnya

Masih lemahnya pembuktian dalam pemeriksasn perkars di
Pengadilan terhadap _ kasus pencemaran dar perusakan |
lingkungan hidup ini.

2. Belum adarya =zebagian aturan pelaksanaan dari berbagai
ketentuan dalam ‘UULH ini;

3. Lemahnya kessadaran hukum masyarakat (termasuk pengussha
industri).

4, Kemampuan profesional pengelola lingkungan seperti

5.

6.

Oleh karena Undang-undang nomor 4 tahun 1982 ini banysak

kendalanya, dirasakan Rurang lengkap dan tidak memadai dslam

4 Djumadi, "Penegakan Hukum lingkungan Sebagai Upays Mengantisipasi
Rrisis Lingkungan Hidup Dalam Era globslisasi, "Mzjalah Ilmish Dinamiks
Hukum Bomor 3 Tahun 1997, hal. 1

5 Koesnadi Hardjosocemantri, “Hukum Tata Lingkungan," Gajahmada
University press, Yogvakarta, 1986.

'8 M.Arief HNurdu’'a dan Nursyam B. Sudharscno,"Hukom ILingkungsn
Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah dalam Penegakannya, 1993, hal.
2-4.




mengatur masalah lingkungan hidup, sehingga banyak kasus-
kasus pencemaran lingkungan belum dapat diselessikan secara
tuntas. Berdasarkan keadaan tersebut maka dikeluarkaﬁlah
Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan HIdup (UUPLH) yang baru
vakni Undang-undang Nomor 23 tahun 1997.7 Dengan telah
diundangkannya Undang-undang Ho. 23 Tahun 1897 yang kalangan
masyarakat dianggap jauh lebih maju dari UULH yang lama (UU
No.4 tahun 1982), baik substansi maupun cakupannya. Térmasuk
di dalamnya mengenai sanksi pidana bagil peiaku Penéemaran
dan perusakan lingkungan yang semakin berat dan dends yang
kian besar.

Térdapat beperapa kemajuan denggn ‘ dicaﬁtumkannya
beberapa ketentuan baru dalam UU No. 23 Tahun . 1997 :ini
seperti : hak masyarékatA untuk melaporkan permasalahan
lingkungan hidup, diﬁerapkannya prinsip 'fanggung jéwab
seketika/mutlak (strict lighility) iterhadap, pelaku
pencemnsrar, penyelesaian senéketa di lgar _peﬁgadilan
(alternatif dispute resolution).

Penegakan . hukum lingkungan yang berkaitan dengan kasus
lingkungan di Indonesia masih jﬁuhrdari harapan, akibatnya
aksi pengrusakan 1ingkungan,‘pencemaran limbah industri,
pencemaran udara dan sebagainya masih marak. Ironisnya lagi,
kasus lingkungan tersebut terjadi berulsng kali dan sungguh

memprihatinkan. Para pelaku kasus itupun seakan tidak Jera

7 Lihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.




untuk mengulangi perbuatannya, sehingga menambah panjang
catatan “hitam” kejahatan lingkungan. Apalagi selama ini
warga masyarakat baru menyvadari pentingnya masalah
lingkungan setelah merasskan dampak i'negatif ' vang
ditimbulkannya. Kafena itulah, tidak heran kalauw kemudian
setiap kasus lingkungan dipandang sebelah mata dibandingkan
jenis kejahatan lainnya.

Berbicara tentang penegakan hukum lingkungar maka tidak
terlepas dari membicarakan birokrasi dalam penyelengga:aan
pemerintahan, sering dikatakan birokrasi vyang berbelit-
belit. Yang dalam tulisan Peter Blau dalam bukunya
Bureaucracy in Modern Society” dikatakan bahwa birokrasi itu
bermuka dua. Di s=atu sisi mampu menangani masalah yang
dibutuhkan olehj nasyarakat modern atau membantu kita, di
sisi lain bisa melakukan kordinasi, melakukan pengawasan,
sehingga dapat mengancam'demokrasi.8

Birokrasi-birokrasi merupakan lembags vang sangat
berkuasa mempunyai kemampuan sangat besar untuk berbuat
kebaikan &atau keburukan, karena birokrasi adalah sarana
administrasi rasional yang netral dalam sekala besar.
Magsalah vang dihadapi masyarakat terutama dalam penegakan
hukum sefingkali mengalami be;ﬁagai hanbatan darn
keterlambatan dalam menjalanﬁan birokrasi

Heski awalnya birokrasgi diciptakan untuk melayani

8 Peter M. Blan dan Marhal W. Meyer, "Birokrasi Dulam Masyarakat
modern,Penerbit Universitas Indonesia, 1987, hal. 5.



kepentingan masyarakat luas, kenyataannya qutru masyarakat
yvang harus melayani dan cenderunsg menjadi birakrasi‘ vang
ambaudenda, vyang serba kuasa. Padahal menurut tipe ideal
Weberian, birokrasi pemerintah ybukan kekuatan politik,
tetapi instrumén politik. Artinys birokrasi harus’ berpéran
éebagai agent bukan master. Di ‘sampiné ciri lain dari
birokrasi kita !adalah= gifatnya vang cenderuﬂg' lamban.
Nampaknya kelambétan biorkrasi kita Jugs menjadi,salah satu
kritik yang bany;k dilontarkan atas keterlambaten pemerintah
dalam menangani masalah kabut asap.

Huokum Lingkungan wmemang berbeda dengan Jenis hukun
lainnysa, ia tidak =sja berada dalam’ lingkup ) hgkum
administrasi (karena menyangkut perizinan), tetapi Jjuga bisé
menyangkut hukum pidana dan hukum perdatai Luasnya éilihan
ini di satu pihak menimbulkan keleluasaan, tetapi di}ain
pihak jugs mengakibatkan kesulitan baik penegak hukum maupun
para pencari keadilan. Kesulitan yang dapat terjadi adalah,
pada setiap kasus harus diadakan pilihan aépek mana dart
aspek administrasi, pidana dan perdata yang akan merupakan
sarana paling efektif untuk menegakkan hukum lingkungan.g

Masalah penegakan hukum lingkungsn yang berkaitan dengan
kasus pencemaran lingkungan (pencemaran kabut asap) telah
diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1897 baik vyang

menyangkut sanksi pidananya (diatur dalam Pasal

9 Teguh Sumarsono, “Penataan Lingkungan dalam Penerapan FPolluter
pays Principles pada Sistem Hukom Lingkuangan, dalam Majslah Bhaysngkara,
Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian, hal, 3G. .



41 s/d 48), sanksi administrasi (diatur dalam Pasal 25 s/d
27), dan sanksi perdata/penyelesaian perselisihan (diatur
dalam Pasgal 30 =/d 34).

Mengenai sanksi pidananya dalam kasus pencemaran
lingkungan dalam Pasal 41 UU no. 23 Tahun 1897 vyang
berbunyi:

Ayat (1) : Barangsiapa vyang secara melawan hukum dengan
sengaja melakukan perbuatan vyang mengakibatkan
pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup,
diancam dengan pidana penjara :paling lama 10
tahun dan dends paling banyak Rp 500. Juta.

Ayat (2) : Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan orang mati atau 1luka berat,
pelakn tindak pidana diancam derngan pidana
penjarsd paling lama 15 Tahun dan denda maksimal
Rp 750. juta.

Dalam UUPLH vang baru ini jugs diatur mengenai sanksi
Perdata (Ganti Rugi) dalam Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1987
disebutkan : terhadap pengusaha vang melakukun perbuatan
melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan
hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan
penanggung Jjawab usaha (perusahaan) untuk membayar ganti
rugi atau melakukan tindakan tertentu.

Terhadap ganti kerugian ini dikenal . juga dengan agas
Tanggung Jawab Mutlak ( Striet 1liability) vyang artinya
perusahaan bertanggung Jjawab secara mutlak atas Kkerugian
vang ditimbulkan, dengan kewajiban’ meﬁbayar gantl rugil
secara langsung dan seketiks pada ssat terjadinya pencemaran
lingkungan. Perusahaan hanya dapat dibebaskdn dari kewajiban

membavar ganti rugi jikas perusahaan yang bersangkutan dapat

membuktikan bahwa pencemaran lingkungan 'hidupf disebabkan




salah satu alasan

a., adanyas bencana alam stau peperangan

b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manuéiafétau

c. adanya tindaﬁybihak ketiga yang menyebébkan terjadinya
pencemaran_lingkungan.

Selain 1itu Jjuga diatur meﬁgenai sanksl administrasi
terhadap perusghaan yang melakukan pencemaran lingkungan.
Sanksl administrasi yang dijatuhkan oleh pemerintah da%rah
terhadap perusahaan vang melakukan pelanggaran’ atau

pencemaran linghkungan dapat dijatuhi sanksi berupa

pencabutan izin usaha atau kegiatan.

Sebagai penunjang nuokum administragi, berlakunvsa
ketentuan sanksi pidana tetap memperhatikan asas
subsidiaritas, vaitu bahwa hukum pidansa hendaknya

dipergunakan apsabilla sanksi bidang hukum lain, seperti
sanksi administrasi dan sanksi pérdata,‘ dan alternatif
penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif ataun
tingkat kesalahan pelaku relatif berat skibat perbusatannya
menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam UUPLH yang baru ini juga diatur mengenal hak-hak
masyarakat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ke
pengadilan atan melaporkan ke penegak hukum menggnai
berbagai masalah lingkungan hidup yvang neruglkan
perikehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan kasus kejahatan lingkungsn maka kasus
vang masih hangat dibicarakan rsaat ini adalah kasus

pencemaran asap akibat kebakaran hutan vyang terjadi di
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Wilayah Sumatera dan Kalimantan bahkan merambat ke negara-
hegara tetanggs. Malavsia, Singapurs, dan Pilipina.
Pencemaran asap kini telah mencapal level bencana vnasional.
Bahkan beberapa pakar ekologi menghitung fenomena tersebut
sebagal bencana ‘global mengingat kerugiannys vyang tidsak
terhingga bukan.'hanya di derita Indonesia tetapl. seluruh
dunis karena musnahnya bkeberapa potensi bilodiversity hutan
tropis.

Sebagaimana yang diberitakan berbagai mass media bahwa
akibat adanya asap ini, =sekitar 20 jutg nyawa terancan
kesehatannya, bahkan dapat dilihat dari béﬁérapa daerah vang
terdekat dengan titik api vang mengeluarkan agap cugup
tebal. Korban-korban mulai berjatuhan daﬁ sebagian sudah
dikirim ke Dbeberapa Rumah Sakit atau puskesmas-puskesmas
terdekat. Pads umumnya korban tersebut mengalami gangguén
pernapasan yang dimulal dari batuk-batuk kemudian lemas
hingga tidak sedikit pula yang mengalami pingsan, bahkan
menurut sumber media, kini korban dari gangguun asap -ini
sudah ada sampai'yané meninggélq.lo Yang perlu'dipeftanyakan
dalam hal ini adalah seberapa jauh perhatian penegak hukun
(birokrasi) dalam memberikan perlindungan terhadap korban
{masyarakat) 'yang secara langsung menderita akibat da@pak

pencemaran kabut asap tersebut.

10 Harian Suéra Merdeka, “Kebakaran Hutan 1997 Akibat Kemsrsu atan
Dosa Pelaku Bisnis 7 25 September 1897.




Dewasaza ini pengaturan perlindungan hukuﬁ:pidana terhgdap
korban kejahatan belum menampakan pola yvang Jjelas. Dari éegi
hukum pidana materiil dapat kita lihat antara lain ketentuan
vang berkaitan dendan pidana bersyarat sebagaimana yang
‘diatur dalam pasal 14 ¢ KUHP. Dalam Paszl tersebut
dinyatakan bahwé hakim dapat menjatuhkan pidana be:syarat
dengan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi
selama masa untuk mengganti segala atau sebagian kerugilan
vang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu.

Demikian 'pula yvang diatur dalam UU No. 7 Drt. Tahun
1955, Undang-undang ini memuat ketentuan yang memungk;nkan
penjatuhan tindakan tata tertib kepada terhukum berupa
kewaiiban ﬁengerjakan apa vyvang dilalaikan tanpa‘ hak,
meniadakan apa vang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-~
jasa untuk: memperbaikl akibat-akibat satu sama lain, semua
atas biaya terhukum, sekedar hakim tidak menentukan lain'.11

Dalam hal perlindungan terhadap korban (masyarakat) vang
menderita akibat perilaku perusahaan . yvang melakukan
pencemaran lLingkungan (dengan cara pembakaran hutan dan
lakan) maka dalam Undang-undang No. Z3 Tahgn 1897 pada Pasal
47 dinyatakan, terhada» pelaku tindak 'éidana lingkungan
hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa
a. perampasan keuntungan yang diperoieh dari tindak ,pidaﬁa;

dan/atan

b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau ' :

11 Muladi dan Barda Nawawli Arief, "Bunga Rampal Hukam Pidana,
Penerbit Alumni, Bandung, 1882, hal.87.
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d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
dan/atau
e. meniadakan aps vang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3

tahun.

Sistem peradilan pidana tidak ‘memungkinkan ‘adanysa
pemberian gantiiyugi bagi‘pihak korban mélélui suatu putusan
hakim. Apabila pihak korban ingin mendapatkan ganti rugil
maka 1ia harus.menuntut ganti kerugian melalul peradilan
perdata. Pada peradilan perdata pihak korban sebagéi pencari
keadilan tidak diwakili oleh pihak pengussa, penuntut umunm,
hakim, di sini dapat dikatakan bertindak sebagai wasit.
Pihak korban mempunyal lebih banyak kesempatan menyatékan
pendapat vang dapat mempengaruhi kuat putusan hakim. Pihak
korbarn dapsat sntara lain menuntut ganti ‘rﬁgi atas
penderitaannya vang ditimbulkan oleh ‘pihak pelaku. Hak
asasinva sebagai warga negara lebih dijaﬁin pelakéanaannya.
Hak untuk menuntut ganti kerugian dimungkinkan dan dapat
diperkusat oleh hakim cara penuntutan gantilkeruéian melalui
peradilan perdata akhirnya tidak akan menguntungkan bagi
para korban vang tidak mampu finansiil. Sedangkan me?eka
inilah. vang paling memerlukan bantuan setelah mengalami
musibah, menjadi korban (mental, fisik, sosial). Jadi dari
tidak dimungkinkannya mendapatkan ganti kerugian melaluil
peradilan pidana, kita melihat adanya suatu bengadaan
keadilan vyang tidak sempurna, tidak adil, bertentangan

dengan moral tertentu.l2

12 Arief 'Gosita; “Masalah korban Kejahatan, Penerbit Akademika
Presindo, Jakarta, 1983. hal. 58.




Ancamsn asap terhsdap keszehatan manusiz wmenimbulkan
dampak kesehatan yang sangat membahayvakan bahkan bisa
mengakibatkan kematisn. Adapun dampak kabut ssap terhadap
kesehatan adalah berakibat : kelemahan Jjantung, gangguan
otak dan mental, kerusakan dan gangguan fungsi paru/saluran
napas, kanker, memperburuk kondisi sakit, alergi, mata dan
kulit, radang paru.13

Masalah kabut asap sebagai akibat kebakaran hutan vang
melanda tanah alr, dampaknya Jjuga ke beberapa negara
tetangga, meski bukan masalsh lingkungan semsatas, namun
sepanjang menyvangkut masalah pengelolaan lingkungan hidup,
remberdayaan hukum dilakukan melzalui UU nowmor 23 tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai
penyempurnaan/pengganti UU nomor 4 tahun 1882. Seberapa jauh
kemampuan undang-undang vyang baru ini dalam melindungi
masyarakat terhadsp kerugian yang ditimbulkan oleh perusakan
lingkungan tentunya mwmasih perlu diuji melalui bekerjanva
hukum. DPi samping itu perlu dikaji pula seberapa Jauh
tingkat kecacatan undang-undang ini dalam arti apakah
undang-undang vang bersangkutan adil.14

Menyimak masalah kebakaran hutan di Indonesia vang agak

13  Antono  Suryoputro,"Bencana Assp dan Dampaknya  Terhadap
Kesehatan” Dalam Diskusi Panel Bencana Asap dari Berbagai Perspektif,
Undip, 3 Hovember 1997.

14 I.5. Susanto, "Pemberdayaan Hukum Dalam Melindungi Masyarakat
Terhadap Bencana Asap, Dalam Diskusi Ilmish Bencana Asap dalam Berbagai
Perspektif yang diselenggarakan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakst Undip
Semarang tanggal 3 Hovember 1997.




rutin, misalnya pada tahun 1987 memusnahkan 48.323 hektare
hutan, tahun 13991 seluas 118.881 hektare, dan tahun 1993
selnuas  161.798 ‘hektare, meshkl lima belas tahun vyang lalu
telaﬁ menghanguskan 3,8 Jjuta hektare hutan, pertanyaan yang
clapat diajukan .adalah seberapa Jjauh upaysa pemerintah
(birokrasi) dalam wmenghadapi masalah kebakaran hutan di
tanah air.;5 Menurut catatan WALHI (Wahano Lingkungan
Indonesia) vang dikutip Suara merdeksa (18 oktober 1887) luas
hutan vang terbakar dalam kurun waktu April-September 1887
mencapai 1.714.000 ' hektare yang meliputi &§70.000 hektare
hutan produksi, 451000 hektare hutan konservasi, 798.000
hektare perkebunan, 260.600 proyek lahan gambut, 30.000
hektare pembukaan areal transmigrasi dan 1000 hektare daerah
perdagangan.la

Kebakaran hutan merupakan peristiwa lingkungan vyang
cukup rumit. Jika délam pencemaran lingkungan akan bisa
dilacak industri atau kegiatan mana yang 1menjadi biangnysa
sehingga “"Polluters Pay FPrinciple” bisa diterapkan.: Dalam
kébakaran hutan, wmeskipun telah diidentifikasi sejumiah
perusahaan (terdapat 176 perusahaan) yang bergeyakl dibidang
kehutanan dan perkebunan memiliki potensi menimbulkan
kebakaran tetapi amat sulit membuktikannya. E1 Ninc memang

bisa pemicu terjadinya kebakaran, tetapi intervensi manusia

15 Ibid, hal. 9.

16 Sudharto P. Hadi, "Kebakaran Hutan dalam Perspekﬁif ‘Ekologis,
dalam Diskusi Bencana Asap Dari Berbagai Ferspektif, FEM, Undip Semarang
tanggal 3 November 1897, '




juga berperan untuk timbulnysa kebakaran.l7

Berdasarkan pengumuman dari Departemen kehutanan bahwa

ada 176 perusahaan yang dicurigal sebagal :pembakar nutan.

B
|

Sebagian besar_perhsahaan perkebunan kelapa sawit, Isebagian
lagi vang menggarap lahan tranémigrasi dan Hutan tanaman
industri. Sedangkan tindakan-tindakan vang baru dilakukan
oleh pemerintah berupa sanksi administratif yakni mencapdt
izin perusshaan sedangkan sanksi hukum perdata dan h@kum
pidana belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya.
Mengingat dampak yang diakibatkan terhadap ekonomi dan
keséhatan masyarakal, perekonomian negara,.dan citra bangsa
dan pemerintah Indonesia di mats luar negeri, waka dalam hal
ini pemerintah sehafusnya biga mengambil tindakan tegas atas

pelanggaran yvang dibuat pengusaha, bukar hanys berupa sanksi

administratif seperti pencabutan izin, tetapi Juga para
pengussaha (korporasi) tersebut harus digselesaikan ke
pengadilan, karena kediatan pengusaha vang melakukan

pembakaran hutan me:upakan kejahatan lingkungan.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka peneliti
merasa periu meneliti mengenai : penegakan hukum linghkungsan
Terhadap Pencemaran Kabu£ Asap Akibat Kebakaran Hutan balk
dari zanhsi pidans, sanksi perdata - mauapun | ganksi
administrasi. Juga diteliti mengenéi pernatian penedak hukum
(birokrasi) terhadap perlindungan korban (masyarakat) akibat

terjadinya pencemaran kabut asap di Propinsi Jawmbi.

17 Ibid, Sudharto P. Hadi.
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diajukan sebagsi berilkat
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Bégaimanakah pariegailan hukum lingkungan terhadap
pencemaran Kabut ssap akibat kebakaran hutan di  Propinsi
Jambi. .

Vi gini akan diteliti wasalabh psnegakan hukuw lingkungan
dilihat dari oirokrazil penegakan hukum ﬁang menvanghut
sanksi pidana. sanksi perdats dan sanﬁéi administraa'.
Dari ketiga sacksil tersebut yang diatpr 'dalam Undang-
undang  Momor 2% .Tahun 1397 (UUPFLH) ahkan diteliti sanksi

-y

manakeh yvang paling banyak dijacuhkan terhadap perussat

Fant

kKorporasiy vang dilketshui wmelakukan pewnbakaran . hptan

sehinggs mengakibathan terviadinya pencemaran kabuat azsap.

Bagaimanakah perhatian panegak hukum  (birokrasi) dalaw

memberilkan peviindungar terhadap Kovben pencemaran kabutl

eap akKibat hkebakaran fatan dan labhan 7

)
o

Di =ini akan diteliti wengenal perlinpdurgan terhadsap
korban  (wasyvsrakat) dalam  vangha  penegakan  Retentuan
hukum  linghungan, untuk melihst  bagaimana perhatisn
penegak bulkum dalsm menangani korban  (masyarakat) vang
mendsarita  akibat dampal pencemaran katut asap tersehut
clan ﬁpava apa saja vang telah dilakuﬁan oleh kofban
(masyvarakat terhaday perusahaan vang melakukan

guna

Ly

pembakaran utan dan Llahan (pencenaran kRabut asap

mendapabkan gantl rugtl.



Tujuan.ﬁenelitian
Untuk menislaskan tentang penegakan  hukum 1ingkungan
terhadsp pencemsran kabal azap akibat ebqquﬁn hutan.
Untuk wengetahul perhnatisn  penegak hmukum  (birokrasi)
terhadap perlindungsn korban pencemaran kabut s=ap akibat
kebakaran ﬁutan di Propinsi Jambi.
Eegunaan Penelitian

Hazil penslitian inl diharapkan dapat mempunyai
kegunean sebagal berikut

Kegunaan Teoritis

Ha=zil penelician ini ﬁ{;;a;y;;. dapat memberikan
sumbangan bhagi pengenbangan  pemikirvan 1limnu hukum

khususnya hukunm  lingkungan terutamz  berksitan cdengan

senegakan hulum  lingkungan terhadap pencamaran kabut

o

sap

Hanfaat Praktis
Da

[:'v

=gi praktis penelitian  ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan bagi penegak hukum (biroshkragi) dalam
rangksa menegakhkan hulum lingkungan terhadap DPeENCemaran

kabut asap akibat kebakaran hutan.

Kerangka Pemikiran
Kejahatan lingkungan adalah =alah satu jenis

1

kejahatan vang akhnir-skhir ini sangat menarik perhatian

dari pars shli khususnya shli  hukum tidak  hanva di

C - - - . St |
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besarnya dampak yang ditimbulkan, yang ;éulit‘ dipisahkan
dari keterkaitan dengan masalaﬁ pembangunan dgn
kesejahteraan manusisa.

Adanya hubungan yang erat ini, jelas ditunjukkan di
dalam laporan kongres PBB ke-7 vyang :menyatakan bahwa

kejahatan lingkungan (eeologiea]ﬁénvironmental3érime) itu

adalah . :
a. mengganggu kualitas hidup (impinged on the gquality of
life)

b. mengganggu pengaruh negatif terhaaap usaha-usaha
pembangunan bangsa (had. & negative Impact ‘on  the
development effort of nations); ' ‘ ‘

¢. menganggu kesejahteraan material geluruh masya gkat
(impined material well being of entire societes).

Indonesia sebagai negara berkembang dalam melaksanakan
pembangunan untuk mencapai gtujuan nasionsal sebagaimana
digariskan di dalam alenia ke empat pembukaan ULD 1945, Jjuga
tidak terlepas dari permasalahan-permasalahar lingkungan
ini.

Pembangunan telah membawa kemajuan yang besar, dengan
tujuannya yaitu :' meningkatkan kualitas fisik dan non fisik
manusia, meningkstkan kualitas lingkungan =alamn, tetapi
pembangunanr Jjuga menghasilkan produk sampingan seperti
limbah sampah dan buangan baik dalam ujud padat, cailr dan

gas, yang lambat laun akan merusak Kelestarian alam, Lkarena

menurunnya fupgsi‘:lingkungan hidup.

19 Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Lingkungan  hidup, "Bahan
Penataran Nasional Hukum Pidsna IV, Kerjasama Hukum Indonesia-Belands,
Fak. Hukum, Unsoed, Purwokerio, 1380, hal. 1. .



Rejahatan di bidang lingkungan khususnya pencemaran
kabut &assp vang disebabkan oleh pembakaran hutan oleh
perusahaan (korporasi) adalah bentuk kejahatan vyang biss
menimbulkan kerusakan (bahaya) dan kerugiannya sangat besar
dan mempunyai implikasi vyang luas. Kejahatan ini biasa
dilakukan oleh sekelompok orang (pengusaha) dengan status
sosial yang tinggi (pbwerfull).zo

Kejahatan yvang dilakukan oleh orang "terhormat” di atas
akan semsakin berkembang di Indonesisa karena beberapa hal,

menurut Mulsdi sering dengan meningkatnyd mobilitas baik

vertikal maupun horizontal, semakin kompleksnya  sikap
materialisme vang semakin bherkembang, dan kemajuan
21

teknologi.

Studi terhadap kejahatan korporasi semakin menyadarkan
para ilmuwan bahwasanys kerugian vyang ditimbulkan oleh
kejahatan ini luar biasa besarnya. Kerugian mana meliputi
kerugian-kerugian di bidang ekonomi, keééhatan dap Jiwa
serta kerugian di bidang nilai-nilai sosial dan moral.
"Sejalan dengan itu, kongres ke-3 tentang Pencegahan
Kejahatan dan Pembinaan pelanggar hukum yang diselenggaran
ocleh PBB pada bulan September 1975 di jenewa ,memberikén

rekomendasi dengan memperlusas pengertian kejaha:an terhadap

"tindak penyalahgunaan kekuasaan ekonomi @ secara melawan

20 Suara Merdeka, 25 November 19897.

21 Muladi, “Kejabatan orang-orsng Terhormat dan Permasalahannya
Ditinjan Dari Sudut Penegaksan Hukum Pidana, Penatarsn Hukum Pidana dan
Kriminologl, Semarang, 12-13 Januari 1993.




hukum" =seperti pencemaran lingkqngan.

Korpeorasi vyang pada awalnya diéiptakan: untuk mémbéntu
manusia berubah menjadi raksasa-raksassa vang sangat
mencemaskan Kehidupan masyarakat. Korporasi telah - merusak
sumber-sumnber kehtdupan, menggusur orang bukan saja déri
teﬁpat tinggalnya, tetapil juga dari akar kehidupannya-
déngan pengaruh buruknys seperti meningkatkaﬁ penganggu#an,
menciptakan kehidupan vyang —-=.7 s=gangat ‘bergantung gada
uang, dan menyebabkan institusi-institusi demokrasi menjadi
tidak berdaya. Akibastnya masyarakat semakin terbsgl antara
mereka vang meﬂikmati gelimang kemakmuraﬁ dan mereka yang
hidup dalam kemiskinan, perbudakan, dan’ ketidakﬁastian
ekonomi yang tidak manusiawi.22

Korporasl vang tujuaﬁ utamanya mencari kKeuntungan dan
untuk memperoleh keuntungan seringkali dilakukan dengan
tidak atau kurang memperhatikan, dan karenanya dapat
merugikan pihak lain seperti lingkungan hidup, konsumen,
buruh, masyarakat luas, bahkan negara. Namun karena tindak
vang merugikan tersebut dintegrasiksn dalam struktur bisnis
vang sah, sehingga tidak nampak dan karenanya masyarakat

kurang menyadari.

22 1.5, Susanto, Pemberdavaan hnkim dalam melindungl masyarskat
Terhadap Bencana Asap, Makalah dalam Diskusi Ilmiah Zencana Asap
dalsm Berbagai Perspektif" vang diselenggarakan oleh  BPM/Senat
Mahasiswa Fak. Kesehatan Masyarakat Undip, Semarang, 3 Novewher 1897.




Di Indonesia, penyelidikan terhadap kejahatan
korporasl (dan karenanyvsa Jjugsa akibatnyva) masih langka dan
bahkan hampir tidak pernah terdengar..Akan tetapi berita
mengenal hasll penelitian tentang pencemaran udara di
Gresik péda tahun 1887 vang telah meningkatksn gangguan
faal paru dan keguguran kandungan, berita mengenal biskuit
beracun dan penggelontoran sungai Surabayva yanz tercemar
limbah industri dapat memberi petunjﬁk bahwasgnya
kejahatan korporasi di Indohesisa sudah cakup serius.23‘

Penegakan hukum pada umumnysa adalah kewajiban wargs
negara, tujuannya untuk melindungi masyarakat dari
berbagai gangguan dan perbuatan kriminal ,Sehingga.
pembangunan berjalan lancar dan kemajuan atas
kesejahtersan masyvarakat dapat tercapal. \

Secara konseptual, 1inti dan arti penegakan hukun
terletak pada kegiatan wmenverasikan hubungan antarsa hilai—
nilai vang terjabar di dalam kaedah-kaedah, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan

24

hidup. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief bahﬁa

penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan daripada
pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hhkum, keadllan

dan perlindungan terhadsp harkat dan martabat manusia,

23 1.S. Susanto, dalam Harian Suara Merdeks, “Spektium Kejahatsn
Korporasi,"” tanggal 4 Mei 1880.

24 Soerjcono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengarviii Penegakan‘
Hukim, Pererbit Rajawali, Jakarta, 1988, hal. 8.



~ ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan

Undang-Undang Dasar 1945.%9
Penegakan hukum bidangnya luas sekali. tidék
bersangkut paut dgnéan telah adanya perbuatan melawan
hukum (tindakan refresif) akan tetapi Juga. menjaga
kemungkinan akan terjazdinya perbuatan melawan hukum
(tindakan preventif). |
Secara sosiologis dan filesofis dalam konteks

penegakan hukum ini‘perlu dipertan&akan_”apa vang akan
ditegakkan 7?%. Satjipto Rahardjo berpandangan penegakan
hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan—
keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud sebagai
keinginan—keinginan hukum di sini tidak leain adalah
pikiran-pikiran badan pemnbuat undang-undseng vang
~dirumuskan dalam peraturan -peraturan hukum‘ itu.4® pada
bagian lain tulisannya Satjipto Rahardjo mengemukakén
pandangannya:

"Penegakan hukuﬁ gselalu akan melibatkan manusia di

dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah

laku manusia Jjuga. Hukuom tidak bisa tegak dengan

sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan

sendiri Jjanji-janji serta kehendak-kehendak vyang
tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu".

25 Bardas Nawawi Arief, Polisi Sebagai Penegak Hukum, Makalah
Seminar Peningkatan Wibawa Penegak Hukum, Lampung, 1987, hal. 103.

26 Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum”, Suatu Tinjauan
Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 24.




Berdasarkan pendapat di atas, Satjipto Rahardjo telah
memposisikan manusia sebagai faktor kunci dalam penegakan
hukum, Kkarena memang penegakan hukum dimaksudkan sebagai
suatu proses untuk mewujudkan janji-janji ‘vang terdapat
dalam hukum,

Dilihat dari fase penegakan nekuw', ada beberapa
faktor yvang mempengaruhinyva vakni

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni pihak—pihak vang - akan
dibatasi pada undang-undangnya ssaja. .

2. Faktor penegak hukum, vakni pihak-pihak yang memnbentuk
maupun menerapkan hukum; T

3. Faktor sarana atau fasilitas vang mendukung petiegakan
hukum; _

4. Faktor masyarakat, vyakni lingkungan “dimana hukum
ter=zebut berlaku atau diterapkan; }

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagzai hasil karya, cipta dan
rasa yang didagerkan pada Karsa manusia di dalam
pergaulan hidup. ' i

Faktor-faktor di atas saling berkaitan erat di dalam
mempengaruhi pelaksanaan penegdakan hukum,

Selanjutnya menurut I1.S. Susanto, bahwa paling tidak
ada empat dimensi vyang dapat mempengaruhi kualitas
penegakan hukum, yaitu disamping . undang-undangnya, maka
penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar
hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, di

dalam <=suatu hubungan yvang bersifat galing mempengaruhi

dan- berlangsung dalaﬁ wadah struktur, politik, sogial,

27 Scerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Penerbit
Rajawali Jakarta, 1980, hal. &.
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; - . )
ekonomi dan budava pada suatu situasil terttﬂmtu.“8

-Mazalah perlindungan korban termssuk salah satu
masalah yang mendapat perhatian dunia internasicnal. Dalam
kongres PBB VII/1985 di Milan dikemukakan, bahia hak-hak
korban * seyogyanva dilihat sebagail bagian integral dari
‘keseluruhan sistem peradilan pidana ( "vietim right should
be perceived as an integral aspect of the total ecriminal
Justice system”).29 Demikian besar perhatian dunia
internasional terhadap masalah ini, sehingga Kongres .ke—7
mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban
ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian
menjadi Resolusi MU-PBB No. 40/34 tertanggal 28 November
1885 tentang "Declaration of Basie Prineciples of Justice
for Vietim of Crime and Abuse of Fower".

Dalam wmembicarakan t%entang perlindungan korban ini
maka tidak terlepas dari viktimologi. Viktimologi dapat
diartikan sebagal sustu studi yang mempelajarili masalah
korban serta permasalahannya sebagal suatu‘masalah manusia

vang merupakan suatu kenyataan sosial.so

28 I1.S5. Susanto, "Pemahaman EKritis Terhadap Realitas Sosial,
Dalem Majalah Maszlsli-Masalah Hukum Nomor 8 Undip Sem:rang, 1992,
hal. 17.

29  Lihat Dokumen kohgres PBB ke-7, HNo.  Kode : A/Conf.
121/C.2/C/L.14, hal. 14, atau dalam Report, Sevent Un Congres, New
York, 1988, hal. 147,

30 Op. cit. Arief Gosita, hal. 184.
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Sedangkan pengertian dan ruang lingkup korbaﬁ menurut
kesepakatan internasional yang dituangkan halam . Resolusi
Majelis Umum PBB 40/34 tertanggal 29 HNovenber ‘ 1985
dinyatakan, bahwa vang dimaksud dengan “"korban” 1ialah
orang-orang, baik secara individu=zl maupﬁn-kolektif, vang
menderita kerugian akibat perbuatan'(tidak berbuat) y&né
melanggar hukum pildanza vyvang berlaku di : suatu negara,
termasuk peraturan-peraturan yang melarang benyalahguna;n

31 Dalam bagian lain dinyatakan, khususnya

kekuasaan.
sewaktu menjelaskan "Vietims of Abuse of Power”, bahwa
dalam pengertiah “"korban” termasuk juga orang-orang vyang
menjadi korban dari perbuatan—perbuatan {tidalk berbust)
vang walaupun belum merupakan pelanggaran terhsdap hukunm
pidana nasional vang berliaku, tetapf- sudah merupakan
pelangdaran mengrut norma-norma HAM yang diakui secara
internasional.

Patut dicatat, ‘bahwa pengertian “kerugian" (harm)
menurut resolusi PBB tersebut, meliputi kerugian fisik
maupun mental ("physical <or mental injuryv"), penderitaén
emosional ( "emotional suffering’), kerugian ekonomi
("economic loss"), atau perusakan substansial dari hak-hak

asasi mereka {(Substansial Iimpairment of their fundamental

rights").

31 United Hationg, A Compilation Of Internasional Instrumen,
Volume I, New York, 1993, hal. 382. '



Dalam buku Stephen Schafer (“The Vietim and His

Criminal") dikemukakan adanya 5 (lima) =istem pemberian

restitusi dan kompensasi (ganti rugi) kepada korban

kejahatan ™ yaitu

1.

32

Ganti *ugi ("damages”) vang bersifat keperdataan
diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan
tuntutan ganti rugi korban dari proses pidan=a.
Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melszlui
proses pidana. Pemeriksaan tuntutan kompensasi yang
demikian dalam proses pidana di Jerman disebut istilah
"Adhasionprozess"

Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan
sifat pidana. Walaupun restitusi di =zini tetap bersifat
keperdataan. Namun tidak diragukan gsifat  pidana
("punitif”)nya. Salah satu bentuk restitusi menurut
gistem ini ialah “denda kompensasi' ( "compensatory
fine") vyang dikenal dengan istilah "Busse” (di Jerman
dan BSwiss). Denda ini merupakan "kewajiban vang
bernilai wuwang"” ( "monetery obligation") yvang dikenakan
kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti
rugi kepada korban di samping pidana vyang seharusnya
diberiksan. '

Kompensasi vang bersifat perdata, diberikan melalui
proses pidana disokong oleh sumber-sumber penghasilan
negara. D1 sinil kompensasi tidak mempunyai aspek pidana
apapun, walavpun diberikan dalam proses pidana. Jadi
tetap merupakan lembaga keperdatasan wmurni, tetapil
negara yang memenuhi/menanggung kewajiban ganti rugi
vang dibebankan pengadilan kepads pelaku. Hazl ini
merupakan pengakuan, bahwa negara  telah gagal
menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal
mencegah terjadinya kejahatan. Co ,
Kompensasi vyang bersifat netral, diberikan melslui
prosedur khusus. Sigtem ini berlakn di . -Swiss (sejak
1837), di New Zealand (=ejak 1983) dan di Inggris
(sejak 19B4). Sistem ini diterapkan dalam hal  korban
memerlukan ganti rugl kepada korban. Yang berkompeten
memeriksa bulkan pengadilan perdata atau pidana, tetapi
prosedur Khusus/tersendiri dan independen yang menuntut
campur tangan negara ates permintaan korban.

32 Stephen Schafer, The Vietim and His Criminal, Random House,

New York, 1968, hal. 108-108.
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Patut dicatat terlebih dahulu, bahwa menurut Stephen
Schafer, restitusi dan kompensasi merupsakan istilah-
istilah vang dalam penggunaannya sering dapat
dipertukarkan ( "interchangeable”). Namun Stephen Schafer
mengidentifikasikan perbedaan istilah itu sebagsi berikuﬁ:
- kompenszsasi bersifat keperdataan ( "eivil in character” ),

timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh
masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawabqn
masyarakat/negara;

- restitusi bersifat pidana (“penal in character"y,
timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh
terpidana atau wmerupakan wujud pertanggungiawaban
pidans.

Kebijakan perlindungan korban pada hakekatnys
merupakan bagian yvang integral dari kebijakan perlindungan
masyarakat secara keseluruhan yaitu dalam rangka mencapal
kesejahteraanl sosial. 33 Oleh karena itw, menurut J.E.
Sahetapy keterlibatan negara dan masyarakat umum dalan
menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya
negaralah vyang memiliki fagilitas-fasilitas pelayanan
umum, tetapi juga disertail dengan dasar pemikiran bahwa
negara berkewajiban untuk memelihara keselswmatan dan

meningkatkan Lkesejahteraan warganya. Terjadinya Korban

kejahatan dapat dianggap gagalnya negars dalam memberikan

33 Barda Nawswi Arief, Op. Cit., hal. 53



periindungan yang baik kepada ﬁarganya.34

Dalam masalah pencemaran asap akibat kebakaran hutan

ini diperlukan upaya penegakan hukum lingkungan vang
1 .

terpadu dari dewua pihak baik - aparat penegak hukum

(birokrasi) maupun masvarakat. Penegak_ hukum genestinya

konsisten dengan peraturan yvang berlaku’fUU No. 23 Tahun

1997y dan menindak tegas para pengusaha r&ang terbukti

melakukan pembakaran hutan sehingga mengakibatkan

terjadinya pencémaran kabut asap.
F. Hetode Penelitisan

1. Tahap Eenelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang telah dilakukan

adalah sebagai berikut
a. Tahap eksplorasi/orientasi yang bersifat meluas atau
menyeiuvruh. Pada tahap 'ini dilakukan pengamatan
terhadap penegakan hukum lingkungan daliam vrangka
memberikan pe}lindungan hukum korban (masyarakat)
terhadap pencemaran kabut asap. Pengamatan dilakukan
baik dengan cara menggalil informasi dari media massa
maupun melalui pengamatan langsung terhacdap dampak
pencemaran KkKabut asap akibat kebakaran hutan’ dan

34 J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bungs Rampai, Jakarta,
Pustaks Sinsr Hsrapan, 1987, hal. 37 .



1

lahan, Qeng&matan terhadap = proses bekerjanya
penegakan hukum lingkungan balk di bidang hukum
administrasl, pidana maupun bidang; hukum“perdaﬁé
serta mengenal perlindungan hukum terhadab korban
vang nmenderita penyakit akibat dampék pencemaraﬁ
kabut asap di Propinsi Jambi.

b. Tahap eksplorasil secara'terfokus atau teréeleksi

guna mencapai tingkat kedalaman dan kerincian
tertentu.
Sesuai dengan tujuan 'penelitian vang telah

~digariskan, maka pada tahap ini dilakpkan penggalian
data ﬁada informan yang telah ditentukan serta data
dari informan vang telah dipilih berdaSarkén
pengembangan- data dari informan awal. Keseleruhan
kegiatan penggalian dari informan sampail pada
tingkat kedalaman tertentun, yaitu dengan memakal
indikasi tidak adanya data/informasi baru yang dapat
dikembangkan dari informasi.
c¢. Tahap mengecek atau mengkonfirmasikan hasil/tenuan

35 Tanap ini dilaksanakdndengan tujuan

penelitian.
data vyang telah diperoleh cukup layak dan untuk
menpertimbangkan perlu tidaknya melengkapi data vang

telah tergali dari para informan.

35 Sanapiah Faisal, “Penelitian Kualitatif Daser-Dasar dan
Aflikasi, Penerbit Malang, Januari 1980, hal. 45.




2. HMetode Pendekatan

Menurut metode pendekatannya, peneliﬁian ini
termasuk dslam penelitian Yuridis Sosiologis (Soeial
Legal Approach).ss « Digunakannya pendekatan ini karens
permasaiahan vang dibahas berkaitan erst dengan
realitas s=ozial dan tingkah lakuw yang nyata dari
manusia itu =endiri, karena tingkah laku yang nyata itu
harus mengacu juga pada norma-norma soslal dan  hukum
vang ada dalam masyérakat vang bersangkutan. Pembaﬁasén
ini .dimaksudkan untuk menjelaskan dan mengungkapkan
hal-hal vang berkaitan deﬁgan penegauan hukum
lingkungan baik di bidang hukum administrasi, hukuom
pidana maupun hukum perdata. selain ita juga
menjelaskan tentang perlindungan hukum‘korban terhadap
pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan
di Propinsi Jambi. Jadi Jjelaslah pbndekatan vang
digunakan adalah mengacu pada norma hukum dan realitas
zosial dari masyarakat terhadap penegakan' hukum
lingkungan. Pendekatan yurldis Sosiolégis dimgksudkah
untu% menelaah hubungan sspek hukum dengan asbek—aspek
nﬁn—hukum di dalam bekerjanysa hukuﬁ di dalam

masyarakat.

36 Ronny Hanitijo Soemitro, “Perbandingan Antsra Penelitian
Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris, dalsm Hajalah
Hasalah-masalah Hukum Undip No. 9 Tahnn 1991, hal. 44.




Penelitian ini dilakukan dengarn menggunakan
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih
karena melalni - pendekatan ini diharapkan dapst
dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan darl orsng-orang dan perilaku yang dsapat
diasmati. Cara pendekatan ini dimaksudkan untuk dapat
memberikan gambaran tentang bagaimana sikap penegak
hukum (birokrasi) terhadap perusahaan (korporasi) vang
melahkukan kejahatan lingkungsn berups pembaksrsn hutan
hingga mengakibatkan terjadinya pencemaran kabut aszap
dalam menegakkan ketentuan hukum lingkungan baik di
bidang hukum administrasi, pidana msupun hukum perdata
khususnya terhadap pencemsran kabut asap dan seberapa
Jauh perlindungan hukum terhadap korban pencemaran
kabut asap dalam rangka penegakan hukum lingkungan.

Sebagaimana  ciri penelitian kualitatif, maka
penelitian ini berlangsung dalam latar yvyang wajar/
alamiah, dengan latar vyang berszifat alamiah ini
penelitian diarahkan untuk mengungkap tingkah lakn
pengusaha (kKorporasi), penegak hukum dan masyvarakat.
Penelitian ini tidak hanya mereksm hal-hal yvang nampak
secara eksplisit ssja melainkan harus melihat secars
kegeluruhan fenomena yvang terjadi di dalam masyarakst.

sanapiah Falsal menvatakan banyvak hal-hal yang
dapat diangkat dari bherbagai dimensi dalam penelitian

kualitatif, salah satu diantaranya untuk mendapatkan
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pemahaman yang utuh mengenai gejala, kenyataan, tingkah
laku sosial dan budaya.37
Digunakannysa penelitian kualitatif Rarena

mempuniyal beberapa kelebihan yaltu

1. mudah dalam penyvesuwaiannya Jjika berhadapan dengan
kenyvataan ganda;

2. menyajikan secara langsung hakekat hubungan penelltl
dan responden;

3. lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak

penajaman gengaruh bhergama dan pola-pela nilai yang
dihadapi. ~ ‘ ’

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi\,penelitian dalam tésis ini adalah
deskriptif analitis;'artinya penelitian ini merupakan
suatu upaya unfuk mendeskripsikan _(ﬁengungkapkaﬁ,
memaparkan dan menggambarkan) tenténg eksistensi
penegakan hukum lingkungan- dalan upaya memberikan
perlindungan korban (masyarakat) terhaﬁap pencemnaran
kabut asap -di Propinsi Jambi. Dari hasil degkripsi
tersebut, selanjutnva dibahﬁs dan dianaliuis dengan
perspektif teori-teori serta pendapat-pendapat para
ahli maupun analisis peneliti sendiri, sehingga
akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan yang dapét
menggambarkan bégaimana sebenarnya penegakan hukum
37 Sanapiah faisal, Op. Cit, hal. 9,

38 Lexy. J. Moleong, "Ketodologi Penelitian Kualitatif, Rosada
Karya, Bandung, 1994, hal.D.



lingkungan Baik di bidang administrasi, hukum pidana
maupun hukum perdata serta perlinduhgan huizum kKorpan
{(masyarakat)} terhadap pencemaran kabut asap akibat

kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Jambi.

MHetode Pengumpulan Data
Data penelitian ini terdiri dari daté primer dan
data sekunder. lData sekunder meliputi ketentuan
peraturan perundang-undangan lingkuﬁgan‘ dan suﬁber—
sumber lain vang bersifat kepustakaan. Sedangkan data
primer berupa data di lapangan yang diperoleh langsung
dari responden yvang menjadi informan awél vang teflebih
dahulu ditentukan. Untuk mendapatkan data terzsebut
digunakan beberapa metcde yaitu
a. Studi kepustakaan;
Data yang penulis percleh berasal dari bahan-bahan
pustaka idata -sekunder) vang berkaitan dengan
masalal penegakan hukum 1ingkungﬁn terhadap
pencemaran kabut aszp.
b. Pengamatan (observasi);
Dalam pengamatan ini penulis tetap "berdiri sebagail
orang luar” dalam situast sosial: vang tengah
meﬁgamati (observasi yang non partisipatif). Penulis

melihat dan mengamati sendiri, Lkemudian mencatat

perilaku dan kejadian yang terjadi.

b



C.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a.

Wawancara {interview).
Wawancara vang digunakan sadalah wawancarsa vang
terstruktur yvakni penuliz menetapkan sendiri masalah

dan pertanyvaan-pertanysan yang akan diajukan.

%

Populasi

Populasi penelitian ini adalah masyarakat vaitu

masyarakat pengusaha, masvarakat korban dan
masyarakat pennegak hukum vang berperan dalam
menegakkan hukum lingkungan khusﬁsnya masalah

pencemaran kabut asaﬁ.
Sampel

Penentuan sampel penelitian in; dilakukan secars
purposive. Hal ini mengingat keterbatasan tenaga,
waktu dan Biaya. Anggota sampel adalah orang-orang
vang mwengetahui betul masalah ‘yAng diteliti.
Informan awal penelitian inil adalsah

1. Secorang pejabat Pemda Kanwil Kehutanan Jambi

2. Seorang pejabat di Kepolisian Daerah Jambi

3. Seorang prejabat Pemda Kanwil Kesehatan Jambil

4. Seorang Dokter Rumah Sakit Umum Jambi

5. Searang Hakim Pengadilan Hegeri Jambi

B. Seorang pejabat Kejaksaan Hegeri Jambi

7. Seorang pengusaha (korporasi)

8. Seorang anggota DPRD Jambi



9, Seorang anggota masyarakst.

Sesusi dengan metcde kualitatif maka gamnpel
selanjutnya ditentukan dengan menggunakan sistem "snow
ball sampling' (bola salju) yang akan terus berkembang
dan akan ber%enti bilamana sudah terlihat adanya

indikasi tidak munculnya variasi dah informasi baru.

Lokasi Penelitian

Lokasi _penelitian di wilayah Propinsi Jarbi, yaitu
meliputi daerah Kotamadya Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung sebagai tempat pengambilan sampel 'penelitién
ini. Lokasi penelitian hanyva dilaksanakan pads kedua
daerah tersebut dengan alasan dawmpak penoema}an kabut
asap tersebut sudah wmeluas pada masyarékat dan banyak

terjadi pada kedua daerah tersebut.

Analisis Data

Ada 4 (empat) teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu

1. Analisis Domain. .

Analisis ini digunakan untuk memperoleh | gambaran
/pengertian yang bersifat umum dan relatif mehyelurﬁh
tentang apa yang tercakuﬁ di suatu fokus/pokok
permasalahan yang tengah diteliti. Hasil%ﬁa tentu sajs
masih berupa pengetahuanxpengertian’ di tingkat

“permukaan” tentang berbagai domain atau kategori-

__)\



kategori Ronseptual dalam penelitian ini, seperti
domain vang disebut sebagai korban, perlindungan korban
dan lain~lazin. |

2. Analisis Taksonomis

Pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan terbﬁtés3

Ld ~ " \\‘.
pada domaln atau kategorl konseptual tertentd. Seperti:'

i R LRI R B S I A :’_w,;tg e

penegakan hukum llnghungan vang mellputl peneéakan

]

S S sy B Coooe el ,f AN R NP
hukum di blﬂang perdata, pidana dan administrasi

terhadap para pelaku (perusahaan atéh korporasi) .yang
melakukan pencemnaran kabut asap serta perlindungan
korban dalam hal ini berupa tuntutan pidana, gugatan
perdata (be{ppa kompensasi atau ganti rugi) , sanksi
administrasi dan lain-lain &ang sangat berguna dalam
upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fencmena yang
menjadl sasaran peneliti.

3. Analisis Kowmpenensial

Analisis ini dipergunakan untuk mengindentifilkasikan
sejumlah persocalan kontras antarelemen rdalam domain
vang diperoleh melalui observasi dan/atau wawsncara
terseleksi. FPersocalan kontras misalnya : persoalan
dalam penegakan hukum lingkungan dalam hal ini adalah
lemahnya penegakan hukum 1lingkungan baik perdata,
pidana maupun administrasi terhadap para  pelaku
pencemaran kabut asap , persocalan dalam perlindungan
korban {masyarakat) vang sampai sazat ini belum
mendapatkan ganti rugi. Anslisis komponensial baruy
dilakukan setelah pereliti mempunyvai cukup banyak

fakta/informsi dari hasil wawancara dan/atau obzervasi



vang melacak kontras-kontras di antara warga satu

domain. Kontras-kontras tersebut oleh peneliti

difikirkan/dicarikan dimensi-dimensi yang bisa

mewadahinya.

4. Analisis Tema Kultural

Analisis int dipérgunakan sebagai upays mencari “bénang

merah” yang mengiﬁtegrasikan lintas domain yang ada.

Ketiga analisis pertama dilakukan secara simultan pada

saat pengumpulan data dilapangan. Sedangkan analisis

keenpat (analiéis tema? dilakukan setelah kegiatan

pengumpulan data dilapangsan. ;

G. Sistematika Penulisanl _

Untuk memudahkan pemahaman terhadap‘ tesis ini,

kiranya periu dijelaskan sistematika pgnuliéan tesis ini.
Tesis ini terdiri atas 4 (empat) Bab .yang masiﬁg;mésiﬁg
disusun secara sistematis dan berkesinambungan satu sama
iain.
Bab I pendahuluan membahnas tentang latar belakang
penulisan tesis, vang diikuti déngan perumnusan
permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
kerangka pemikiran, metode penelitian dah sistemati@a
penulisan.

Di dalam Bab II membahas tentang Tinjauan pustaks
vang wmeliputi ﬁengertian hukum lingkungan, penegakan
hukum lingkungan baik dari aspek administrasi, aspek hukum
pidana dan aspek hukum perdata, faktor-faktor . ysang

mempengaruhi penegakan hukum lingkungan baik dari faktor
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penegak hukum (birokrasi), peraturan hukum, pengusaha
(korporasi) maupun faktor dari masvarakat :sendiri serts
dampak pencemaran lingkungan (pencemaran kabut asap).

Di dalam Bab III membahas tentang hasil dan analisis
penelitianr vang wmeliputi : penegékan hukum iingkungan
terhadap pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan .
Dalam penegakaﬁ hukum ini dijelaskan mengenai sanksi
pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasil terhadap
perusahaan vang terbukti melakukan pembakaran hutan
sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran asap,
berhatian penegak hukum (birokrasi) terhadap perlindungan
korban pencewmaran kabut assp akibat kebakaran hutan- Juga
dibzhas tentang perlindungan terhadap korban pencemaran
kabut asap dalam rangka penegakan hukum lingkurgan. Dalam
perlindungan terhadap korban (masysrakat) ini dijelaskan
tgntang tindakan penegak hukum (birokrasi) terhadap
pelaku {(perusahaan) vang melakukan tindak pidana
pericemaran lingkungan, Jjuga dijelaskan- tentang upayvsa
masyarakat {korban) untuk menuntut éanti kerugian
(kompensasi) terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran
lingkungan‘ dalam rangksa 'memberikan perlindunéan hukum
terhadap masyarakat\ vang menderits ,‘akibat dampak
pencemaran kabut asap tersebut. |

Bab IV  berisi uraiaﬁ tentang kesimpulan dan saran

berdasarkan pembahasdn terhadsp permasalahan vang telsh

dikemukakan di atas.
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BAB 11
TINJAUAR PUSTAEKA
A. Pengertian Hukum Lingkungan |
Istilah hukuh lingkungan reiatif masih baruy délam dunia
ilmu pengetahuan hukum, ia tumbuh bersamaan:dengan tumbuhnya
kesadaran manusia untuk melindungi dan Memelihafa tempat

L Bengan tumbuhnyé pengertian dan kesadaran

hidup manusia.
untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup. itu,
maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanysa hingga
menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru, éang
disebut hukum lingkungan,

Agar perlindungan dan pengamanan alam dapat
terselenggara secara terstur dan pasti sefta dapat diikuti
dan ditaati oleh semua pihak, maka perlu. perlindungan dan
pengamanan tersebut dituangkan ke dalam peraturan hukum,
sehingga lahirlah hukum yang memperhatikan kepentingan =alam
(hukum vyang berorientasi kepada kepentingan alam) vang
perlu dilindungi dan diamankan oleh hukum itu menurut
Menadjat Danusaputra : “terletak pada keharusar untuk dijaga
kelestariannya”.

Dewmikisnlah lahir Jenis hukum, -yang Secara khusus
diciptakan dengan maksud dan tujuan ﬁerpokok untuk

1 Munadjad Danuszputra, Hukum Lingkungan, Buku I Umum Randung, Binsa
Cipta, 1980, hal. 90.



memelihara dan melindungi lingkungan hidup”, vang disebut
hukum lingkungan hidup atau secara singkat dinamakan hukum
lingkungan.

Munadjat mwembedakan hukum lingkungan meniadi hukum
lingkungan mode}n vang berorientasi kegada lingkungan atsau
“environment Oriented Law” dan hukum linékungan klasik vyang
berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau “use Oriented
Law”.z

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norms-
norma guna mengatur tindak_perbuatan manusia dengan tujuan
untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan Kemerosotan
mutunya demi untuk menjamin kelestariannys agar dapat sécara
langsung terus menerus digunakan oleh générasi sekarang
maupun generasi—generasi mendatang. Sebaliknya Hukum
Lingkungan kelaéik menetapkan ketentuan dan norma-iiorma
dengaﬁ tujuan térutama sekall untuk menjamin penggunaan dan
eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan‘ dengan berbagai
akal dan kepandaisn manusia guna wmencapal hasil {semaksimal
mungkin dan dalam Jjangka waktu vang sesingkat—singkatnya;'

Hukum linghkungan modern berorientasi kepads lingkungan,

sehingga sifat dan wataknyza Juga mengikat sifa* ‘dan  watak

dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak

berguru kepada ekologi.

P

2 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungdarn, Yogyakartsa,
Gajah Mada University Press, 1896, hal. 32. !
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Dengan orientasl kepada lingkungan ini, maka Hukum'
Lingkungan modern memiliki =sifat utuh—ményeluruh atau
komprehensif—integrq;, seialu berada dalam dinamika dengén
gsifat dan Wataknyé vang luwes, sedang sebaliknya Hukum
Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar
berubah.3 |

Mochtar Kusumsatmadis wengemukaian, bahwa sistem
pendekatan terpadu atau ptuh menyeluruh harus diterapkan
oleh hukum untuk wmawpu mengatur lingkungan hicdup manusia
secara tepat dgn baik. Sistém pendekatan ini teluh melandasi
perkembangan Hukum lingkungan di Indonesga.4

Drupsteen mehgemukakan , bahwa hukum lingkungan (Milieu
recht ) adalah hukum yang berhubungan deﬁgan lingkungan alam
("natuurlijk HMilieu") dalam arti seluas~1uasﬁya. Ruang
lingkupnya berkaitan‘ dengan dan ditentukan oleh ruang
lingkup pengelolaan lingkuﬁgan. Dengan demikian hukum
lingkungan merupakan ingtrumentarium yuridis bagl
pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan 1ingkungan
dilakukan terutama oleh_pemerintah, maks hukum lingkungan
sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan
(bestuursrechtijk milieurecht). Di samping hukum lingkungan

pemerintahan (hestuurechtlijk milieurecht) veng dibentuk

3 Munadjad Daruszaputro, Op. Cit. hel. 35-38.

4 BPHN, Seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungaﬁ Hidup,
Bina Cipta, Bandung, 1977.
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oleh pemerintah pusat, ada pulsa hukum . lingkungan
pemerintahan - vyang berasal déri pernerintah daerah dan
sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau
nelalui perjanjian denfgan negara-negara laih. Demikian pula

terdapat hukum lingkungan keperdataan (“privaaﬁtigﬁtelijk_

mileurecht”), hukum lingkungan kepidanaan (“strafrechtelijk

:miliurecht“), v hukum lingkungan ketatanegaraan

(strafsrechteliik milieurecht”), sepanjang bidgng~bid;ng
hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertaiién dengan
pengelolaan linghkungan hidup.'

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalanm
beberapa bidang; valtu hukum keseha£an lingkungan
(miliehygienerecht) . hukun ‘ perlindungan lingkuﬁgan'
(“miliebescherming%recht"), dan hukum tata ruang (ruimtelijk
ordeningsrecht).

Di sampiﬁg hukum linghungan terdapat pula bidang;bidéng
hukum lainnva  vyang berhubungan dengan lingkungan fisik,
seperti hukum agraria, hukum bangunan dan éeberapa bagian

khusus dari hukum pemerintahan, seperti- hukum perumshan

rakyat.5
PDengan memperhatikan uraian-uraian .di atas, serta
perkembangan alkthir-akhir ini, maks menurut - Koesnadi

5 Drupsteen dalam Tristan Mulioro, Upaya Penegakan  Hukum
Lingkungsn, melalui Hukum Perdata, Administrasi dan Huokum Pidana, 1881.
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Hardjosoemantrib hukum lingkungan di Indonesia dapat

meliputi aspek-aspek zebsdal berikut

1. Hukum Tata Linghkungan

2. Hukum Kesehatan Linghkungan

3. Hukuw Pencemaran Linzkungan (dalam kaitannya dengan
misalnya pencemaran olsh industri, dan sebagainya). '

4. Hukum Perlindungan Lingkungan

5. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional {dalan
kaitannys dengan hubungsn antar negara).

8. Hukum Perzeligzihan Lingkungan {(dalam kaitannya dengan

misalnysz penvelesaian masgalah ganti  Kerugilan, dan
sebagainya). - .

B. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan harus ditinjau lebih luas ke

arah penegakan hukum pada umumnya secara makro. Penegakan

‘hukum dapat berjalan dengan baik bergantung dari tiga faktor

vang esensial yaitu
a. Adanya peraturan perundang-undangan yang memadal
b. Adanya peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum
¢. Adanyva kesadaran hukum masyarakat.7
Dalam permasalahan lingkungan hidup adanya perangkat
aturan Perundang-undangan yang mengsatur ,lingkhngan hidup
secara menyeluruh adalah sangat menunjang.penegakan ~hukum.
Selain itu kualitas aparat penegak hukum di antaranfa
6 Koesnadi Hafdjasoemantri, Ibhid. hal. 3B.
7 M. Arief Hurdu'a dan Nursysam B. Sudharsohb, Huokom . Lingkungan,

Perundsng-undangan Serta Berbagai Masalah dalsm Penegakannya, Penerbit
PT. Citra Aditya Bandung, 1893, hal. S. '



polisi sebagal penyidik/penyelidik, jaksa‘sebagai' penun£ut
unum dan hakim, kesemuan&a harus terus ditingkatkén dan yang
tidak kalah pentingnya adalazh hsarus selalu ditingkatkan
kesadaran hukum masyarakat akan pentinénya pelestarian
lingkungan hidup bagil kehidupan-manusia.

Kaitannys dengan penegakan hukum ini, tidak dapat

dipisahkan tentang _fungsi hukum itu seﬁdiri agar dapat
berperan dengan paik. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik

diperlukan keserasian dalam hubungan antara lima faktor

1. Hukum &atau peraturan itu sendiri. EKemungkinan adalsah
bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-
undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu.
Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara
peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis
atau hukum kebiassan. Kadangkals ada ketidakserasian
antara hukum tertulis dengan hukum keblasaan dan
seterusnya. _

2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukuwm. Fenegak nukum
antara lain mencakup Hakim, Polisi, Jaksug, Pemrbelsa,
Petugas Pemasyarakatan dan seterusnya. Apabila Peraturan
Perundang-undangan sudsh baik, akan tetapi mental aparat
penegak hukum kurang memadai, maka penegakan hukum tidak
akan berjalan dengan semestinya.

3. Fasilitas vyang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan
hukum. Kalau persturan perundang-undarigan sudah baik dan
jugs mentalitas penegak hukum baik, akan tetapl fasilitas
kurang wmenadail, maka penegakan hukum tidak akan berjalan
dengan semestinya. o

4., Kesadaran d%n kepatuhan hukum dari para wargsa masyarakat.

5. Kebudayaan.

Penegakan hukum adalah sangat penting bagi masyarakat
vang berdism pada tatznan negarse yang menganut paham hukum
seperti di negara Indonesia. Dalam penjelasan umum UUD 1945

dengan tegas telah dijelaskan bahwa negara kita adalah

8 Soerdjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi FPenegakan
Hukom, Penerbit CV Rajawali Jaharta, 1983, hal, Oo.
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negara hukum dan bukén negara kekuasaan,

Pentingnya peranan hukum dalam tatanan masyarakat
‘modern diuraikan oleh Satjiptoc Rahardjo sebagai berikut
salah satu ciri yang menonjol dari hukum padz masyarakat
modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakat, Di
gini hukum tidak hanya dipakai mengukuhkan pola-polsa
kebiasaan dan tingkah tingkah laku vang terdapat dalam
masyarakat, melainkan Juga untuk mengarshkan kepadsa tujuan—l
tujuan vang dikehendaki, menghapuskén kebiasaan. Vang
dipandangnya tidak sesusal lagi, menciptaksn pola-pola
keiakuan baru dan sebagainya. Inilah yvang disebut sebagsai
pandangan modern tentang hukum itu yang"menjurus - kepads
penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.gi

Dalam uraisn masalah penegakan hukum ini lebih terfokus
pada penerapén praktis‘ketentuan—ketentuan vang ada dalam
perundang—undangan lingkungan hidup terutama’ tenﬁang
penanggulangan adanya pencemaran dan perusalkan ‘lingkungan
hidup yang dalam praktik banyak menimbulkan masalah sosial
vang pelik. | |

Sekalipun sudah banyak kemajuan dalam penegakan hukum
lingkungan selama belasan tahun terakhir ini | sejak
diundangkannya UUPLH pada bulan Maret 1982 vang lalu, namuﬁ

kendala-kendals vang timbul nampak =sulit terpecahkan,

9 Satjipto Rahardjo, HMasalah Penegaksn Hukum Suaitn  Tinjanan
Sosiologis, Bandung, Sinar Baru, tanpa talun. '
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sehingga hal tersebut dapat merupsakan perintang dalam upaya
penegakan hukun baik bagi penegak..: hukum =§endiri maupuﬁ
bagi masyarakat peﬂCdrl keadilan (Justltlabelesnﬁ); |

Erna Witular mencatat bahwa implementasi Undang- undang
Nomor 4 tahun 1882 selama lebih dari sepuluh tahun ini
tidaklah gampang. Undang-undang ini sekarang gepertl gelés
vang baru berisi air smetengahnya. Kalau dlllhat dari vang
sudah isi memang sudah ads beberapa Peraturan Pemerlntah dan
Perundang-undangan yang dibuat untuk mendukung Undang-undang
tersebut. Tetapl jika dilihat dari bagiaﬂ yang konstan,
memang masih bdnyak peraturan yvang belum juga muncul kendatl
Undang-undang L@ngkungan sudah diundangkan selama lebih dari
sepuluh tahun terakhir. Dan peraturan yang masih bolong-
bolong inilah vyang kemudian seringkali menjadikan kasus-
kasus lingkung5n kaiah dipengadilan.lo

Beberapa kasus pencemaran yang sempﬁt muncul di
permukasan dan selanjutnya digselesaikan di Pengadilan (kasus
limbah tahu Sidoarjo, kasus "538"), belum dapat menjawab
efektifnya mukum lingkungan dalam upaya mengnégulangi
pencemaran dan kerusdkan lingkungan. Harus dimengerti,
penyelesalan melalui peradilan bukanlah sarana mutlak vang
diinginkan oleh UUPLH. Sebab penyelesaian di Pengadilan
tidak menyeleszailkan mazsalah pencemarannya, tetapil

menyelesaikan perbuatah pelaku. Bahkan dalam kasus V&ng

10 M. Arief Burdu’a dan Hursyam B. Sudnarsono, Op. Cit. hal. 12.



terakhir, tuduhan Justru tidak dapat dibuktikan di depan
Sidang pengadilan.ll

Di Jawa Timgr pernah dilakukan "Operasi Kemukus" vang
diadakan oleh Polda Jatim. Operasi ini ternyata jugs belum
manpu ﬁenunjukkan berfungzinya hukum lihgkungan sébagai
sarana untuk melindungi linghkungan. Sebab,‘dari operasi int
tidak ada pemili& industri (pengusaha) yaﬂg diseret untuk
diadili di depaﬁ Pengadilan dan mendapatkan hukuman yang
memadai atas perbustan “pencemaran’”. Namu? adaﬁya dpe;asi
ini membuktikan, ada kemauan yang kuat untuk menciptakan
suatu industri yang berwéwasam linghungan.

Upayva-upava dalam menningkatkan penega?am hqkum
lingkungan harus selalu dilakukan, sepertijmeﬁprgduk:aturan
pelaksanaan FPerundang-undangan berkaitan dengan linékungan
hidup yvang telah diatur dalam UUPLH, profesionalismg aparat
Penegak hukum’dalam menangani masalah 1iﬁgkungan hterutama
yvang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup. ﬁangkah tersebut adalah merupakan
instrumen penting daiaﬁ penegakan hukum iingkungan yang
dapat dilakukan untuk menekan membengkaknya pencemaran ﬁdan
perusakan lingkungar. Kesadargn hukum akan pentingnysa
masalah lingkungan hidup ini harus selalu ditanamkan bagi
semua warga masyarakat karena esensi pelestarian lingkungan

11 Suara Pembaharuan, Kegagalan Fungsi Birckrasi dan Mandulnya
Hukum Lingkmgsn, 3 Juni 1994, '
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tersebut berguna selsin untuk diri sendiri jugs untuk warga
nasyarakat dan lebih makro lagi untuk negara. |
Hal vang prinsip dalam penegakan hukum lirgkungan ini
adalah harus adanya persamaan prinsip teh?ang lingkungan
hidup terutamazdalam tindak pidana mengenal pecemaran :dan
perusakan lingkungan hidup. Persamasn persepsi tersébut
prenting seksali terutama bagi Jajaran aparat hakum.
Esensinya adalah sama-sama berpandangén béhwa penegakan-
hukum tersebut untuk menekan membengkaknya lebilh jauh_adanya
pendemaran dan perusakan lingkungan hidup yané akan
menghambat jalannya pembangunan dan akan langsung merngikan
masyarakat. ' | |
Persamaan' persepsi tersebut mengarah pada sistem

peradilan pidana térpadu (integrited eriminal Justice
system) dan hukum lingkungan vang bertujuan untuk
menghindari mekanisme kerja aparat penegak hukum vang
seakan-akan terpisah-pisah yang berorientasi pada sektoral
instansinva saja. Seperti penyidik seﬁkan—akan hanya
bertanggung Jawab pada penyidikannva Faja tanps
memperdulikan bagaimana proses perkars berikutnva. Demikian
pula Penuntut umum tanpa berkeinginan untuk membuktikan
perkara vang felah. dilimpahkan ke Pengadilsn - dan hanya
berpandangan sempit pada lingkup tugasnya saja, sehingga
bagaimana proses perkara itu nantinva bergantuné sepenuhnys
pada Pengadilan, padahal sebelumnya tidak demikian karena

beban pembuktian di persidangan nanti adalah pada pihak
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Penuntut Umum.

Untuk meningkatkan pelaksaanaan sistem peradilan pidana
terpadu diperlukan profesionalisme dan kerja sama yang baik
antara subsistem vakni Polisi, Jaksa, Pengadilan Han
masyarakat. Kesan adanya pengkotak-kotakan yang membuat
nasing-masing instansi penegak hukum seakan-akan memiliki
kapling tugas -sendiri-sendiri harus dihilangkan.

Menurut Muladi, kurang terpadunya LkerJja sama antar
penegak huakum ituiah vang antara lain menimbulkan banyaknys
kasus mengambang (fleoating cases) lantaran berkas perkaranysa
sering mondar-mandir antar Kepolisian dan Kejaksaan,
sehingga penanganan kasus menjadi berlarutflarut.12

Kita =ering mendengar perkara vyang bolak-balik dari
Jaksa kembali ke Polizi 1lalu ke EKejaksaan lagi. Ini
dizebabkan ketidaksamasn bshassa dan persepsi tentang delik
vang harus dibuktikan.

Peningkatan penegakan hukum lingkungan ini perlu sekali
setelah berbagai upaya menanggulangal pencegahan:: dan
perusakan lingkungan dilakukan oleh Pemer;ntah. Pada =aat
peringatan hari lingkungan hidup sedunia pada o juni 1991
vang lalu Kepala Begara jugsa menegaskan bahwa sekarang ini
sudah saatnya _menggiatkan penegakan hukum lingkungan 1ini
sebagal antigipasi pembangunan vang mengérah ke era

i

industrialisasi.

12 Kompzas, 29 Januarl 1994,




Menurut Andi Hamzah bahwa penegakan hukum llingkungan
meliputi usaha baik preventif (compliencej, maupun yéng
refresif (yang gimulai dengan penyelidikan, penyidikan
sampai pada penerapan sanksi baik administratif, éerdata
ﬁaupun hukum pidana.!3 Sedangkan Daud Silalahi, menyatakan
bahwa penegakan hukum lingkungan mencakup penataan ldan

penindakan yang meliputil bidang hukumuadministrasi negara,
bidang hukum perdata dan bidang hukun pidan:a_.i4 |
Selanjutnya Penegakan hukum mencakup pensgakan hdkum
lingkungan berkaitan erat dengan. kemampuan apatratur neéara
dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan vang
berlaku, vang meliputi 3 (tiga) bidahg hukum{ yaitu
administratif, perdata dan pidans. Dengan demikian penegakan
hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapal #etaatan
terhadap peraturan dan persyvaratan dalam ketentuan hukum

vang berlaku. secara umun dan universal, melalul pengawasan

dan penerapan {atau ancaman) SAr&ansa administratif,

' keperdataan dan kepidanaan.

Sebagaimana yané telah penulis sampaikan bahwa penegakan

hukum lingkungan dapat dilakukan melalui tiga instrumen

13 Koesnzdi Hardjasoemantri, Op. Cit, Hal. 1

14 Andi Hzmzah, Penerapan instrumen Hukum Pidana dalam Pensgakan
Hulom Lingkangan, Mskalah Seminar Penegakan Hukum Lingkurngan, Departemen
Kehzkiman RY, 1891.




(aspek) hukuman yaitu : administrasi, perdata dan pidana.
Untuk lebih Jjelasnya ketiga aspek (instrumen) penegakan
hukum tersebut akan dipaparkan di bawah ini.
1. Aspek Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Kalan dikaji lebih mendalam, bagilan terbesar darili upaya
penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah . melaluil
sanksi administrasi. Sanksi ini Dapat}berupa {ndang-undang
(uuy, Peraturan Pemerintah (PP), Keputugan Menteri,
Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota/Bupati dan lain-lain.
Cara ini dapat diterapkan pada sedala kegiatan.' vang
memey lukan persyératan pendirian usaha. ketentuan ini 'di
dalam undang-undang  yakni UU Nomor 23 tahun 1997 diatur
dalam pasal 25 sampal pasal 27. Dalam Pagal d5 ayat (l} uu
Nomor 23 tahun 1997, vang berisl : Gubernur/Kepala' Daérah
Tingkat I berwenang mel%kukan paksaan.pemeriptahan terhqdap
penanggung jawab usaha dan /atau keglatan qntuk mencegsh dan
mengakhiril terjadinya pelanggaran, serta _menanggulangi
akibat vang ditimbulkan oleh Su§tu pelanggaran, melakukan
tindakan penyelamatan, wenanggulangan, dan /atan -kegilatan,

kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.
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Jalur pertama penegakan hukum seharusnya adalah jélur
administratif ‘dengan ganksi sdministratif, wvang dapat
meliputi |
1. pemberian teguran keras;

2. pembayaran uanéupaksa idwangsom);
3. penangguhan berlakunyz izin;
4. pencabutan izin. 1o

Ada kecenderungan Pemerintah ségan ménegakkan 'sanksi
administratif; karena dikhawatirakan menimbulkan gejolak
sogial dengan ditutupnya perusahaan perusahaan vang
mengakibatkan di-PHE-kannya para pekerjs. Penutupan

perusahaan dengan dicabutnya izin adalah tindaksn terakhir.

Yang perlu dilakukan adalzah bentuk sanksil administratif yang

lain terlebih dahulu.?®
Sanksi administratif terutama mempunyai fungsi
instrumental, vaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di

samping itu, sanksi administratif terutama ditujukan kepsada
perlindungan kepentingan yang dijaga oleh  ketentuan vyang
dilanggar tersebut.

Beberapa jenis sarana penegakan hukum &administratif,
tersebut menurut Siti Sundari Ranghkutl ialah :

a. penverasian peraturan

15 Koesnadi Hardjasoemantri, Cp. Cit., hal. 391.
18 Siti Surngari  Reangkuti, Kajian Terhadap Perangkat' Huloom

Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Majalsh ANDAL,, ‘Jakarta, SKREPP
(Sekretariat Kerja Sama Relawan Pengendalian Pencemaran), 18991,
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. tindakan paksa

uang paksa

penutupan temnpat usaha

penghentian keglatan megin perusahiasan

pencabutan izgin wmelslul prosesl%eguran,ipaksaan kepoli-
sian, penutupan dan uang pakss. .

H O LT

Selanjutnysa ditambahkan olah belizau bahwa '
“gsarana administratif dapat bersifat preventif dan
bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan
lingkungan (misalnysa : Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Walikotamadya, dan sebagainya?l.
Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan vyang
menyangkut persyaratan perijinan, paku mutu lingkungan,
rencanz pengelolaan lingkungan dan gebagainya’.

Dalam rangka penjatuhan sanksi administratif terhadap

pencemar lingkungan, menurut Daud Silalahi
"masih terdapat perbedaan persepsi, dizebabkan alasan-
alagan non yuridis antars lain terhadap akibat penutupan
perusahaan Vyang diksitkan dengan pemutusan ‘hubungan
kerja (PHK) vang berzkibat adanya pengangguran. Kendala—

kendala/hambatan—hambatan inilah vang mengakibatkan
lemahnya pene %kan huktum lingkungan darl aspek hukunm
administratif.

2. Aspek Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Sebenarnya mnemang gnlit untuk menentukaﬁ:saat atau waktu
vang tepat untuk memberikan sanksil pidana bagil peiaku
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan naksud agar

pelakunya nenjadi jera dan +idak melakukan . tindak pidans

pencemnaran dan perusakan lingkungan itu iagi.

17 Ibid.

18 Daud Silalahi, Identifikasi dan Kriteria Kegiatan-Kegiatan
Tertentu menurut Pasal 21 tentang Tangeung Jawab Hutlak Dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1982, Makalah pada Seminar Penerapsn Asas Tanggung
Jawab Mutlak di Bidang Lingkuangan Hidup, Jakarta, 16 Juni 1994,



Beberapa &hli. hukum lingkungan mengemukakan pendapat
vang berbeda mengeﬁgi saat pemberian sanksi pidana ini. Adsa
ahli hukum yang‘ mepyatakan bahwa penyvicikan serta
pelaksanaan sanksi administratif atau gsanksi pidana
merupakan bagian akhir (sluitstuk) dari penegakan hukum.
Namun ada pula yvang berpendapat bahwa penyelesaian késus
pencemaran dan perusakan lingkungan bila ditempuh melalui
prosedur perkara pidana di Pengadilan  Negeri lebih
memberikan kejelasan dan terlaksana 1lebih cepat seperti
perkara pidana pencemaran lingkungan yvang diduga dilakukan
oleh PT. 3ido dan PT. Sidomulyo Sidoarjc vang disidangkan
dan diputus oleh Pengadilan Hégeri Sidoarjo pada tahun 19388
vang laly.l®

Penvelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan
bhila ditempuh dengan\prosedur perkara pidana, berarti telah
banyak melibatkan aparat penegak hukum vang telah mendapat
pengetahugn khusus di bidang 1ingkungan hidub. Dengan;adanya
putusan pidana akaﬁ gegera memberikan‘. kejélasan! dan
kepastian hukum terhadap kasus pencemaran dan perussakan
lingkungan_serta dapat diketahul =siapa sebénarnya pelakunya.

Hal -hal vang berkaitan dengan perkara pidana penceméran
dan perusakan lingkungan Sebenaréya sudahi diatur  di daiam

peraturan perundangan, terutama sanksi pidananya telah

diatur dalam UUPLH.

18 M. Arief Hurdu’a, dan Nuorsyam B. Sudharsono; Op. Cit., hal. B8.
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Dalam Surat Edaran Menteri Kependudukaﬁ dan ILingkunéan
Hidup RI Nomor : 03/5E/MEN KLQ/B/lQS? telah di?tur' bahwa
apabila diduga telah terjadl pencemaran daﬁ atau perusakan
lingkungan hidup maka laporan mengenal hai tersebut dapat
dilakukan oleh penderita atau aﬁggota masyarakat. Hal ini
sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal 41 UU BKo. 23
tahun 1997 (sebelumnya diatur dalam paséal 220U Ho. 4 tahun
1982) vang herarti tidak menganut sistem delik aduan (kiach
delick). | |

Dengan tidak dianutnya sistem delik aduan dalam UUGPLH,
berarti dalam perkara pidana lingkungan, laporan tentang
dugaan adanya ;encemaran dan perusakan ® lingkungan dapat
dilakukan oleh penderits ztau anggdota masyarakat atau aparat
penegak hukum.

Oleh karena dalam UUPLH tidak menganut sistem delik
aduan, maka setelah diterimanya laporan tersebut, pilhak
Kepolisian dan Kejaksaaan dapat mereruskan proses perkara
pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut sebagal perkara
pidana ke Pengadilan Negeri yang prosedurnya telah diatur
dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).

Dalam UUPLH hanya mengatur mengenai bentuk sanksi pidana
bagi pelaku pencemaran, karena itu mengenai penyidikan,
penyelidikan, penuntutan, pembuktian dan Iain~lainnya vang
perkaitan dengan proses perkara pidana pada umunnya seperti

vang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP)



berlaku pula bégi penyvelesaian perkara pidana pencemaran dan
perusakaﬂ tingkungan.

Penegakan hukum linghkungsan dalam Uﬁﬂﬂomor 23 tahun 19897
yang baru ini sanksinya lebih berat bila dibandingkan dengan
UULH nomor 4 tahun 1982. Ancaman pidana bsagl yang  sengaja
.melakukan perbuatan vyang mengakibatkan pencemaran atau
perusakan lingkungan hidup cukup tinggi. Bukan hanva
kurungan tetapi juga ditambah dengan hukuman denda..

Retentuan pidana lingkungan hidup dalam YU noﬁor 23
tahun 1987 ini diapur dalam Pasal 41 sampal dengan Paéal 43,
Dalam Pasal 41 Undang-undang nomor 23  tahun 1997 vyang
mengatur éebagai berikut

(1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja
melakalkan perbuatan yang mengakilbatkan pencemaran
dan/atasu perusakan lingkungan hidup, diarncam dengan
pidana penjars paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dendsa
paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupilah).

(2) Jika tindak pidana sebagdaimana dimaksud' pada ayat (1)
mengakibatkan orang mati atau luoka berat, pelakn tindak
pidana diancam dengan pidana penjara: paling lama 15
(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp
750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),

Jaro Mayda, mengemukakan bahwa sanksi  pldana sifatnya
adalah sebhagail “altimatum remedium”, yaitu sebagail obat
terakhir‘ apabila sanksi pada cabang hukum lainnysa tidak
mempan atau dianggap tidak mempan. Kalau masih ada saﬁksi

20"

lain janganlah menggunakan sanksil pidansa.

- Menurut pendapatnya di Amerika Serikat ituntutan pigaha

20 Krismiyarsi' dalam Tesis Persepsilﬂasyarakat Terhadap Penegakan
Hukum Lingkuongan Di Kotmadya . Semarang (Kajian Kriminologis),Program
Pascasarjana [lmu Hukum Undip, Semarang, 1998, hal. 119,
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Beberapa dekade alkhir menunjukkan bahwa tindak pidana
lingkungan hidup semakin wmerupakan issue sosial ekonomi dan
bahkan juga politik apabila dikaitkan dengan:masalah hak{hak
agasi manusia. Issue ini tidak hanyva melanda kehidupan
negara pernegarsa tetapi Jugs merupakan - persoalan
internasional (antar bangsa).zl

Hal ini nampak dari program kerja The Commisisssion On
Crime Prevention and Criminal Justice 1992-1988 vang
menempatkan kaitan antara masalah lingkuﬁgaﬁ hidup dengan
sistem peradilan pidans sebagai,priori%as. Atas dasar ini,
Korigres ke 8 PBB Pencegahan Kejahatan dan Pewmbinaan para
pelaku yang diselénggarakan di Cairo pada tanggal 29' april
sampal 8 Mel 1885 meniadikan masalah linghungan hidup
sebagal saiah gatu agenda uvtama.

Penegakan hukam pldans lingkungan pun, seringksli tidak
membawa hazil vang memuaskan karena hal-hsl berikut.
Pertama, tindak pidana lingkungan merupakan delik materiil.
Yaitu, delik +vang mensyaratkan adanya “akibat berups
perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Hal ini terlihat
dari digunakanhnya kata vang menyvebabkan rusaknya atau
tercemarnya lingkungan'hidup.

Jadi delik yang terdapat dalam Pasal 41 UU No. 23 tahun
1387 ini berkaitan erat dengan ajaran kausalitas.

21 Muladi, Aspekrésbek Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kasus
Pencemaran Lingkungan, Makalah Program Pascasarjana Il Hokum Undip
Semarang, 1996, hal. 1.
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Konsekuensinya adalah, penuntut uwmuem harus membuktikan
adanya akibat berupa perusakan dan atau pencemaran tersebut,
karena merupakan unsur dari tindak pidana 1ingkunéan.‘Selain
itu, penuntut uvmum juga harus membuktikan. adanya hubungan
kausal antara perbualan déngan akibat yang terjadi.

Redua, asas tanggung Jjawab yang dianut dalam_ ‘ketentuan
pidana adalzh asas liability based on fault. Dianutnya asas
ini membentuk konsekuensi terhadap hukum acaranya, khususﬁya
mengenal pembﬁktian. Asas  ini seringkali menyglitkan

penuntut umum dalam membuktikan kesalahan tefdakwa.zz

3. Aspek Perdalta Dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Sanksi perdata dalam Undang-undang Nomor Z3 tahun 1997

diatur dalam Pasal 34, yaitn

Ayat (1) setiap perbuatan melanggar hukum berupa penceméran

dan atau perusakan lingkungan hidup vang
mennimbulkan kerugian pada orang lain atau
lingkungan hidup, mewajibkan penanggung Jawab ussaha
dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi

dan/atan melakukan tindakan tertentu. ‘

Avat (2) Selsin pembebanan untuk melakukan tindak tertentu
gsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dapat
menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari
keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu
tersebut’

Di dalam Pasal 30 UU Nom 23 tahun 1887, secarsa implisit
ditentukan bahwa penyelesaian sengketa perkara prexrdata
pencemaran lingkungan ini bisa‘ ditempuh melalui dua
prosedur, vaitu
1. Penyelesailan Seﬁgketa meialui pengadilan

2. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

22 Suara Pembéharuan, 23 Juni 1984,
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Penyvelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak vyang
berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan
mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait
dengan subyek vang dizengketakan, serta dapat' melibatkan
pihak vang mempuﬁyai kepefdulian terhadap rengelolaan
lingkungan hidup. Dalam penyeleszian sengketa linghkungan
hidup di luar pengadilan ini dapat digunakan Jasa pilhak
ketiga, baik vyang tidak memiliki kewenangan mengambil
keputusan maupuan vang memiliki kewanangan nengambil
keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan
hidup.

Sebénarnya cara mengatasi atau peﬁyelesaian kasus
pencemaran lingkungan vang ditempuh di 1luar pengadilan
adalah merupakan salah satu cara yang selalu ditempuh,
karena memang dirasakan lebih praktis, walauvpun kadangkala

ada pula kendalanvya.

Namun demikian, di dalam praktik selama inil, prosedur

penvelesaian perkara perdata pencemnaran 1ingkﬁngan vang
ditempuh melaiu; musyawarah, nampaknya belum bisa berjalan
sesusi dengan vang diharapkan sebabi penvelesalannya
" dirasakan lebih lama. Contoh geperti dimaksud pernsh terjadi
dalam penanggulangan pencemaran Kalil Bekasi, di mara
penanggulangannya sudah dikordinasikan antara Departemen
Perindustrian ,Pemda Propinsi Jawa Barat,rBKPﬁD dan FPewnda

Bekasi.23

23 M. Arief Nurdn’a dan Nursysm B. Sudharsono, iOp. Cit. hal. 84-B5.
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C. Faktor-Faktor Yang Hempengaruhi Penegakah Hukum
Lingkungan
Penegakan -ﬁukum dalam perspektif sésiolcgis dilihat
sebagai.proses so=zial untuk mewujudkan hukum jadi kenyataﬁn.
Menuruf Soejono Soekanto _penegakan ~ hukum pada upumnya
inklusif hukum lingkungan dipengaruhi oleh LhMQ' fa@tor

sebagal satu kesatuan yang Iinterpendency valtu

1. Peraturan hukum (sarana hukum);

2. Penegak hukum

3. Resadaran hukum masyvarakat;

4. Fazilitas ygqg mendukung daya berlakunya hukum.
5. Kebudayaan.®"

1. Peraturan Hukum (sarana hukum)

Pada umumnya, setiap peraturan hukum sebagai buah hasil
‘karya manusia tidak munghkin dapat menoapai kesempurnaan,
lebih-lebih .lagi kesenpurnaan vang hakiki. Hal ini
disebabkan karena kemampusn manusia dalam penciptaan produk
tukum, dibatasi oleh keaampuan vyang bersifat manusiawi.
Namun demikian, pengalanan menunjukkarn, gsekalipun baﬂyak
peraturan hukum yang mengandung kelemahan atau kekurangan,
tetapil dalam_kenyataannya peraturan-peraturan hukum tersebut
telah berhasil juga mendekati rasa keadilan.
| Dalam\)pada‘itu perln ditegaskan lagi, bshwa hunkum itu

% . ggbagal sarana vang baik. HNamun agar kebaikan

terlaksana secara nyata, maka sarana yvang baik itu  perlu

24 Soerjono Soekanto, Op. Cit: hal. 5,
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diteraphkan dan digunakan setepat-tepatnya. Oieh =ebab itu,
terlaksananya kebaikan =secars nyata, tergantung dari
kehendak dan perbuatan nvata manugia, yang dapsat ditunjang
oleh hukum. Dengan adanya hukum yang baik saja, belum adsa
Jaminan bahwa kebaikan' sungguh-sungguh akan terlaksana,
tanpa manusiza waw dan mampu melaksanakannya secsra seksams.
Oleh =sebab itu, demi berhaziloya tata ﬁengatur&n vang baik,
di samping perlunya disusun hukum yang baik, surgguh ‘mutlak
perlu pelaksanaannya secara nyata.25 |

Dari'uraian ST. Munadjat Danusaputro di atas, dapét kita
simpulkan, bahwa dalam upaya penegakan hukum lingkungan,
faktor manusia sebagai pelaksananyva (faktor penegak hukum),
akan lebih banyak membentuk keberhasilaq penegakan hukam
dibandingkan dengan faktor hukum itu senéiri. Bagaimanabun
baik dan lengkapnya hukum, namun efektivitasnya ditentukan

| ‘

oleh faktor pelsksana dan pelalsanaannya.

Memang, idealnya untuk dapat menunjané usaha‘ penegakan
hukum lingkungan vang tegsas, konstan dén rkonsekueh sérta
efektif dan efisien, sarana hukum tersebut haruslah leﬁgkap,
sistematik dan sinkron baik secara vertikél maupﬁn secara
horizontal. Namun hal-hal yvang idealistik tersebut saﬁgat
gulit untuk diterapkan secars mgrni dan : konsekuen dalam
hukum lingkungan. Hal ini terjadi, karena bada hakikatnya

25 Munadjad Danusaputro, Hukum Linglongan Buku I Ummn, Bina Cipta,
Bandung, 1986, hal. 113.
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pengaturan hukum lingkungan ditujukan kepada pengaturan
masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan vyang saling
berhadapan, bahkan saling bertentangan. Sebagai contoh,
untuk mencapal kemajuan di Bidang perekonomian, kita harus
membangun bidang—bidang-industri, transportasi, pertanian,
pertambangan dan_ energil. Pembanguﬁan bidang-bidang tadi
tidak hanya ékan membawa manfaat berups pertumbuhéﬁ kidang
ekonomi, tetaéi membawa pula risiko berups pencemaran dan
atau perusakan lingkungan hidup, serta mengakibathan tekanan
pada kemampuan sumber daya alam yang mendukung pembangunan
bidang-bidang tadi. Tégésnya pembangunan akan menghasilkan
kemajuan sekaligus akan menimbulkan perubahan—perubahan pada
lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Tugas hukum lingkungan ialah mengatur pengelolaan
lingkungan hidup dan sumber daya alam,. agar terciptsa
keserasian dan kezeimbangan antara pembangunar dan
lingkungan hidup serta sumber daya alam. Pembangunan harus
mampu melestarikan eksistensi lingkungan%hidup dan sumber
daya além, meningkatnya daya dukung lingkungan hidup dan
sumber daya alam. Terlestarikannyva lingkungan hidup dan
sumber dava alan dépat' mehdukung terlanjutkannya
pembangunan. Konsep pemikiran pembangunan demikian disebut
pembangunan berwawasan linghkungan {eco development).

Karena hukum lingkungan Dberkenaan dengan' pengaturan
bidang-bidang Varng sangat luas dan kompleké, yané mengandung

berbagai pertentangan vang harus diseraziksan, mgka-




pengelolaan lingkungan dan hukum lingkungaﬁ ditangani oleh
berbagai departemen/instansi nonwdepartemén. Hal inilah yang
menyebabkan hukum linghkungan diwarnai oleh hukum vang
bersifat ingidental, parsial, Romensalis,
sektoral/departemen dan bersifat produk kiﬂat.zs

Khusus dalam aspek kepidanaanﬁya, dalam hukum;liﬁgkungan
terdapat keanekaragaman’ancaman pidana terhadap perbuétan
vang merusak dan atau mencemari lingkungantyang diatur dalam
berbagail perangkat perundang-undangan lingkungan- ‘Hal Cini
dapat memancing timbulnya perbedaan persepsi dalam apliﬁasi
hukumnya. Perbedgan penerapan hukum dalam kasus lingkungan
akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengusilk fasa
keadilan vang . tumbuh dan berkembang di téngah—tengah
masyarakat.

Untuk mengatasi keanekaragaman ancamaﬁ pidara, ﬁaka
dalam pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 1997 telah ditetapkan
ancaman pidana waksimal berupa pidana penjara atau kurungan
dan denda, vang berlaka bagl tindak pidana lingkungan vang
diatur dalam UUPLH mzupun yvang diatur dalam undang—undang
lain.

Di sawmping masalah di atas, sering pula dipermasalahkan
tentang apakah ketentuan dalam pasal 41 UU Nomor 23 Tahun
1997 merupakan tindak pidana (delik) formil atau delik

26 Harun M. Husein, Lingkongan Hlidup, Masalah, Pengelolaan dan
Penegakan Hukumnya, Penerbit PT. Bumi Aksara Jskarts, 1983, hal. 210.
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materiil ? Dalam masalah ini meskipun UUPLH tidak nenegaskan
secara. eksplisit Dbahwa tindak pidana tersebut merupakan
delik materiil, tetapi dari rumusan pasal tersebut, jelaslah
bahwa tindak pidana perusakan atau pencemaran lingkungan
hidup itu adalah delik materiil.

Bahwa tindak pidara Perusahaan atau pencemaran
lingkungan hidup 1itu sdalah delik materiil, dapat kita
simpulkan dari perumusan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23
tahun 1997 yang telah penulis kemukakan padsa halaman
terdahulu. Dari rumusan pasal tersebut yang perlu digaris
bawahi ialah kata-kata yang mernigakibatkan pencemaran atau
perusakan lingkungan hidup, vang terdapat dalem perumusan
ayat 1 Pasal 41 UU nomox 23 tahun 1997 menunjukkan adanysa
hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan akibat
berupa rusalk atau tercemarnya lingkungan hiduz. Perbuatan
(sengaja atau lalai) adalah sebagal sebabltimbulnya ‘akibaf
berupa rusak atan tercemarnya 1ingkungén hidup. Dengan
demikian, jelaslah bahwa tindak pidana yaﬁg dirvumuskan dalam
pasal tersebut adalah delik materiil.

Cleh karena itu, dalam penuntutan tindak pidana
lingkungan unsur-unsur yang harus dibuktiﬁan adalah
5. Adanys pelaku tindak pldana lingkungan yang dépat berupa:

orang seorang, kumpulan orang, atan badan;hukum.
b. Adanya perbuatan, bailk vang dilakukan dengan sengaja
maupun dilakukan dengan kelalalan ‘(sebagai faktor

penyebabl}.
o. Keadman atau kondisi lingkungan yang rusak atan  tercemar



(sebagai Faktor akibat).2’

Dalam praktek, tentang ujud rusak atau tercemarnya
lingkungan tersebut, sering menimbulkan permagalahan.
Permasalahan tersebut timbul karena perbedas~ penafsiran
tentang ruszk atau tercemarnya lingkungan. Ada fang
menafsirkan bahwa lingkungan baru dikatakan rusak atau
tercemar hila telah terwujud secara nyata akibat perbugtan
tersebut, s=eperti terjadinya banjir, erosi, kekeringan :dan
asehagainya, atéu bila szecaera nyata telah terjadi keracunan
padsa hewan atag manusia, adanya manusia yang sakit atau
mati, adanya tumbuh-tumbuhan yang mati dan acbagainya.

Sebenarnya pendapat demikian adaiah keliru, karens bukan
akibat sepertil di atas itﬁ vang dilaraqg dan diancam ' dengan
pidana oleh Pasal 41 tersebut. Apabila telah terjadil
perubahan pada sifat-sifat fisik dan stau hayati lingkungan
vang ' mengakibatkan 1ihgkungan itu kurang atau tidak
berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya, maka digini telah
terjadi perusakan lingkungan. Misalnya dalam kasus
perambahan hutan telah menyebabkan gﬁndulnya hutan dalam
jumlah vyang sedemikian luas. Kegundulan hutan menyebabkan
fungsi hutan sebagai pengatur tata guna air, sebagsal sarana
proses fotosintesis, sebagai sarana penjaga.staﬁilitas tanah
dan sebagai habitat berbagai satwa dan plasma nutfah
terganggu, maksa disini telah terjadi pencemaran

lingkungan.28

27 Harun M. Husein, Ibid. hal. 212,

28 Ibid.




Begitu vpula dalam kasus pencemaran lingkungan hidup.
Apabila  perbuatan tersebut telah menyebabkan turunnyva
kualitas lingkungan sehingga lingkungan tidak berfungsi lagi
sebagaimana peruntukkannya maka di  sini telah terjadi
pencemaran. Misalnya, air sungal A adalah air bzku dari air
minum vyang diproduksi oleh PAM. Setelah air tersebut
dibuangi limbah dari suatu pabrik, ternysata air menganduhg
berbagai parameter zat pollutan dalam‘kadar vang berada di
atzs baku matu air yang ditetapkannya. Kafena itu kumlitas
air turun dan tak dapat lagi dipergunakan sebagal air minum.
Dalam keadaan hemikian, maka dikatgkan telah terjadi
pencemargn. Tidék perlu di?unggu ada hewan atau manusla yang
menderita keracunan, atau penyakit atau ‘kematian, ataupun
tumbuh-tumbuhan yang layu dan kemudiag mati,

Perbedaan penafsiran unsur akibat sebagaimana dimékéud
pasél 41 tersebut, disebabkah belum adanyaikesatuan persepsi
dan wawasén_ dalam penanganan perkara lingkungan. . Konsep
delik materiil KXUHP berbeda dengan konsep delik ﬁatériil
lingkungan. P§rbedaan tersebut dapat kita lukiskan dalam
contoh sebagai berikut |

Dalam KUHP., salah satu deiik materiil - adalah tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Jpembunuhan).
Sedang kelalsian yang menyebabkan matinya orang diatur dglam
Pasal 358 KUHP. Pasal 338 KUHP, menyatakan barangsiapa
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam . karena
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas

tahun. Sedang Pasal 359 KUHP, menvatakan barangsiapa karena



keéalahannya (keglpaannya) menyebabkan orang lain mati,
diancam dengan piéana penjara paling lama satu tahun.z8
Untuk membuktikan tindak pidana materiil dalam kedua
pasal tersebut, harus terwujudnya akibat berup= kématian
orang. Apasbila kematian orang tersebut tidsk atau belum
terwujud, maké-belum dapat dikatzkan sebagai tindak pidana
pembunuhan atau tindak pidana kelala%an yvang menyebabkan
matinyva ocrang. Untuk membuktikan- adanya kematian
sese0rang, cukup bila visum et repertum Yang menvatakan
bahwa korban meninggal dunia karens kesengsjaan atau
kelalaian itu, vang dikuatkan oleh salah satu alat bukti
lainnya. Dalam kedua tindak pidan& tersebut, Kkematian
korban dapat dibuktikan secara nyata/konkret dan faktual.
Konsep delik -materiil seperti dalam KUHP ini, ‘tidak
dapat diterapkan oleh tindak pidana lingkungan. Apabilsa
diterapkan dalam tindak pidana lingkungan, wmaka akan
terjadi penafsiran yang keliru séperti yvang diuraikan di
atas tadi. Lantas rusak atsu tercemarnya lingkungan baru
dianggap ada apabila timbulnya penyakit atau kematian pada
hewan, manusia dan tumbuh-tumbuhan. Sedang akibat vang
dimaksud Pasal 41 UUPLH tersebut ialah rusak atau

tercemarnya lingkungan. Timbulnya penyakit dan kematian

adalah akibat dari rusak dan atau tercemarnya  lingkungan. .

29 BPHN, Departemen Kehakimen RI, KUHP, Sinar Harapan Jakarta,
1983, hal. 137, 142.
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Jadi kesimpulannya, apablla cara pandang dan' konsep
delik materiil KUHP tersebut diterapkan dalam penanganan
perkara lingkungan, maka akan sangat sulit sekali
membuktikan adanya perusakan atau pencemaran itu, sehingga
besar sekali peluang bagi para polluter untuk terlepas dari
Jangkauan nukum. Untuk dapat menerapkan konsep delik
materiil lingkungan secara tepat dan benar, para penegak
hukum dituntut untuk memiliki pengetahuan, pemahaman dan

kemahiran dalam menguasai . konsep-konsep lingkungan vang

dilandasi oleh aspek ekologis.SO

Dari segenap uraian di atas, nyatalah bahwa ditinjau

dari segi sarana hukum, kita mzsih dihadapkan kepads
herbagai =~ kendala berupa masalah sistematisasi _dan
sinkronisasai perangkat hukum lingkungan vang belum

terlaksana dengan baik. Hamun demikian, bukan berarti hukum
lingkungan tidak dapat ditegaxkan. Karena dal&mr uraian
terdahulu telah diuraikan conflict of laws (pertentangan
hukum) di bidang hukum lingkunggn. Adagiuh hutum dimaksud
antara lain, Lex superior derogat legi infericiri (undéng—
undang yang lebih tinggi nengesanpinghkan uﬁdangwundang vang
lebih rendah). Adégium ini dapat diperguﬁakan dalam fhal
terjadi pertentangan antara perangkat hukum lingkungan Vang

berbeda status tingkatannyva, misalnys antara undang-undang

dan peraturan pemerintah. Adagium hukum Lex posterior



deregat 1legi priori (undang-undang yang baru maﬂvampingk&n
undang-undang vang terdshulu) dapat diperguﬁakan dalam ﬁal
terjadl pertentangan hukum antara dua peraﬁgkat hukun yéng
dikeluarkan dalam waktu yang berlainan. Kemudiﬁni adagium
hukum Lex specialis derogat legi generalli dipergunakan dalam
hal terjadl pertentangan antara peraturan yang khﬁsus dan
peraturan vang bersifét M, Henuruf adagium hukom ini,
dalam hal demikian, maka ketentuan  khususlah. yang
diberlakukan. Karensa ketentuan vyang _ bérsifat khusus
mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Dalan :hal
terjadi pertentangan hukum antara ketentuan yang bersifat
umum. Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan vang
berisifat pokok dengan ketentuan yang bersifat pelaksans,
maka menurut asas Lex Pricipialis, ketentuan pokoklah yang
dipergunakan.

Untuk mengatasi konflik hukum linghkungan itu, haruslah
dipergunakan adagium hukum vang benar-benar tepat dan serasi
dengan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan dan pembangunan
yang berwawasan lingkungan. Dengan cara detikisn hukum
lingkungan benar-venar dapat kita tempatkan dalam peraﬁnya
sebagal sarana pengawal dan pengamnan terlanjutkannya
pémbangunan berwawasan lingkungan.

Hukum - lingkungan mempunysal wawasan vang befcorak khas
dan sangat berbeda dengan bidang hukum lainnya. Hukuwn
lingkungsan berwawasan vang komprehensif-integral vang

dilandasi dengan kerangka acuan yang bersifat ekologdils. Maka
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dari gudut péﬂdangan ini, perusakan atau pencemnaran
lingkungarn pada hakikatnya adalah gangguan terhadap
keserasian dan keseimbangan interaksi antar unsur/kﬁmponen
dari lingkungan hidup, vyang melampaul batas kemampuan
llngkungan hidup untuk memulihkan diri secara alami. Karensa

QEerlamapdulnégﬁ batas kemampuan tersesbut, makd lingkungan

tidak mampu lagi mengembalikan dirinya ke dalam tingkat
kualitas s=emula (sebelum terjadinva gangguan) dan karena
kondizi 1lingkungasn vang sedemikian itu makz fungsi dan

peruntukannya terganggu pula.

2. Penegak Hukum (Birokrasi)

Dalam masalah ini terkait aspek kuantitas dan kualitas
aparat penegak hukum. Kuantitas dalam kelenghkapan
(tercukupinya) aparat penegak hukum vang bertugds menegakkan
hukum lingkungsn. Xualitss rdalam artl kemampuan dan
kemahiran (profesionaiisme) aparat penegak hukum dalam
menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Kekurapaan balk pada
aspek kuantitas maupun kuzlitas penegak hﬁkum, akan .sangat
mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Dalam penegakan hukum lingkungan dalam- artil preventif
maupun represif terhadap pencemararn dah atau perusakan
lingkungan, saat ini sangat dirﬁsakan kekurangsl. aparat PPNS
instansi/departemen teknls yang terkait dalam pengelolaan
dan pembinaan lingkungan hidup, seperti departemen

perindustrian, pertambangan, pertanian, perhubungan, pemda




dan BAPEDAL-KLH. Akibat belum diangkainya pejabat PPHNS p;da
instansi/departemen tgrsebut, maka instansi)departemen vang
bersangkutan hanya dapat welaksanakan tuéas—tugas_ yﬁng
bergifat preventif seperti pemantauan, pembinsaan 'dan
peringatan. Tetapl meskipun terjadl pelanggaran—pelanggaran
lingkunéan, sekalipun pelénggaran tersebut telah bersifat
serius, mereka tidak dapat mengambil tindakan hukum. Karena
mereka tidak memiliki kewenangan untuk itu.31
Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 1887 maka =selain
penyidik pejabat Polisi Negara RI, ljuga .Pejzbat Pegawal
Negeri Sipii (PPNS) tertentu dilingkungan instansi
pemerintah vyang lingkup tugas dan tanggung Jawabnya di
bidang pengelolaan lingkungan hidup. PPNS ini berwenang
a. melakukan pemeriksaan atas kKebenaran laporan' atau
keterangan berkernaan dengan tindak pidana bidang
lingkungan hidup;
b. melakukan pewmeriksaan terhadap orang atau badan hukum
ygng diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan
c. E;igﬁia keterangan dan bahan bukti dari orang staun badan

hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang
lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan
dokumen lain dengan tindak pidana di bidang lingkungan
hidup;

e. melakukan pemnerikssan di tempat tertentu vyang didugs
terdapat bahan bukti, pembukuan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang haail pelanggaran.

£ meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Memang benar, secara represif penyidikan findak - pidana

lingkungan dapat dilakukan  oleh Penyidik sebagaimans

31 Harun M. Husein, Op. Cit. hal. 21B.
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dimaksud Pasal 6 ayat 1 FUKP. Tetapil personecl penyidik Polri
vang memiliki kemampuan dan kecakapan teknils yang diperlukan
dalam penanganan perkara lingkungan, masin sangat terbatas
jumlahnya. Harus kita ingat pula bahwa penanganan kasus
lingkungan, memerlukan kecakapan khusus medgenai ‘linékungan
dan hukum lingkungan. Dengan kecakapan dan kemampuan ‘Eeknis
biasa saja, tidak dapat diharapkan seoraﬁg penegak hukum
(penyidiik, penuptut unum dan hakim), mamnpu menangéni
perkars-perkarsa lingkungan secara optimalf Di samﬁing itua,
kita tidak dapat semata-mala membebankan penyidikan 'perkéra
lingkungan kepada penyidﬁk Polri. karena lingkup -~ kewenangan
penyidikan mereks yang sangat lvag. Jadi sudéh téntu ﬁereka
.tidak dapat memusatkan perhatiannya pada Qenyidikan‘ tindak
pidana lingkungan. - |
Ketiadaan PPRS tertentu pada instansi/d;partemen menjadi
kendala. bagi penanéanan kagus iingkungén oleh
intansi/departeman vyang bersangkutan. Sedang pada instansi
Kehutanan, sesuai dengan ketentuan pasal lq dan 17 PP HNomor
28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, pejsabat peny%dik
dilingkungan kehutanan diberi wewenang kepolisian khuéus.
Pada instansi ini teléh diangkat PPHNS sebagaimana dimaksud
pasal B ayat 1 nhuruf b YUHAP jo Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun
1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Demikian puls menurut
ketentuan pasal 31 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985
tentang Perikanan, PPNS vang bertugas di Bidang périkanan

diberikan kewenangan welakukan penvidikan pelanggaran

—
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undang-undang tersebut. Di sswmping itu menurut ketentuan
pasal 31 ayat 1 undang-undang tersebut, wewenang penyidikan
diberikan pula kepadsa pejabat penyidik sebagalmana
ditetapkan pasal 14 avat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1883
tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yakni perwira TNI-
AL .

Keterbatasan pengetahuan dan pemahanan aspek-aspek

-lingkungan oleh penegak hukum, menjadi faktor kendsla vyang

sangat dominan dalam upaya kita untuk menciptakan kesamaan
persepsi penanganan perkara lingkungan. Menurut Muhamad Roem
{(mantan anggota DPR-RI dari FEP), kendala penting dari
penegakkan hukum lingkungan adaléh perbedaan persepsi di
kalangan penegak hukum =sendiri. Di samping itu menurut
sumber Kompas di Polda Metro Jays, penindakan kasus
lingkungan terkadang dipersulit oleh hadirnyva backing dari
cknum-ocknum pejabat sendiri.>2

Melalui Saranan rendidikan herupa penataran,
kursus/latihan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara
aparat penegak hukum tersebut, dapat dibina persamaan
persepsi, pengetahuan dan pemahaman berbagai aspek
lingkungan. |

Ketiadaan PPNS pada sguatu instansi/departemen, menjadi
kendala bagi penanganan kasus lingkungan oleh
instansi/departemen tersebut, Sedang pada instansi

kehutanan, segual dengan ketentuan PP Komor 28 Tahun 1985

32 Kompss, 25 Oktober 1995,
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tentang Perlindungan Hutan, pejabat penyidik dilingkungan
kehutanan diberil wewenang kepolisian khustis. Demikian Ppula
menurut ketentuan pasa} 31 ayat Z Undaﬁg—undéng' Bomor 8
Tahun 198% tentang perikanan, PPNS yang bertugas di bidahg
perikanan diberikan kewenangan melakukan pényidikan
pelanggaran undang-undang tersebut, weweﬁang Ipenyidikan
diberikan pula  kepadsa pejébat penyidik  sebagaimana
ditetapkan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Noﬁdr 5 Tahun 1883
tentang Zona Ekonomi Indonesia, vakni perwira THI-AL.

Mengingat bahwa tenaga-tenaga teknis lingkungan dan
sarana laboratorium beserta tenaga analisisnya, pada umunnya
telah tersedia pada instansi/departeméh pertambangan,
perindustrian, DPU dan BAPEDAL, kiranya pehgangkatan EPNS
pada instansi/departemen vang bersangkutaﬁ merupakan salah
satu alternatif .untuk mengatasi dan menanggulangi fakfor
‘kendala vang berkenaan dengan ketérsediaan aparat penyidik
kasus linghkungan. |

Kemudian kenyataan secara umum mennnjukkan bahwa di
lingkungan penyidik, penuntut umum dan hakih, jumlah tenagsa
profesional vang mampu meﬁangani kasus-kasus lingkungan
masih sangat terbatas. Di samping 1tu, ~adalah mustahil
kiranya bila kita meﬁgharépkan para penegak hukum itu dapat
menguasai berbagal aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup
mencakup aspek vang sangat luas dan kompleks yang berkenaan
dengan berbagai disiplin ilmu (multi-disipliner). Yang dapat
kita harapkan dan mesti kita lakukan, ialah mendidik tenaga-
tenaga profesional di lingkungan aparat penegak hukum itu,
agar mereksa mampu menanganl kasus-kasus lingkungan atas

dasar wawasan yvang komprehensif-integral.
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3. Kesadaran Hukum‘Masyarakat

Kepatuhan aan ketaatan kepada keten<uan hukum
(lingkungan), mérupakan indikator kesadaran hokum
masyarakat. Kepatuhan dan ketazatan kepada ketentuan-
ketentuan hukom lingkungan, menunjukkan efektivitas

keberlakuan hukum lingkungan suatu masyarakat Lbezrawal mula
pada citra masyarakat terhadap lingkungan hidupnya.

Otto Soemarwono menyatakan bahwa manusia
berintegrasi secara terus menerus dengan lingkungan
hidupnya. Dalam interaksinya ini ié mengamati lingkungan dan
mendapatkan puld pengalaman. Dari penganatan dan
pengalamannya, ia 'mempunyai gambaran tertentu tentang
lingkungan hidupnya, yang disgebut ci%ra 1ing§uhgan.33

Bila citra lingkungan seseorang bersifat negatif,. dalam
arti ia tidak memahami dan menghayati bétapa‘ pentingnya
kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup dan
kehkidupan, maka'ia cenderung bersiksap masa bodoh terhaaap
lingkungan. Orang demikién bhahkan tidak segan-segannya
melakukan perbuatan vang berdanpak - negatif terhadap
lingkungan, sepertli membabat hutaﬁ, membﬁang l.mbah sesuka
hatinya, menangkap ikan dengan bom atau racun, ménggali batu
atau pasir sewmaunya dan sebégainya.

Masih terbatasnya kesadaran hukum -magyarakat. terhadap
1ingkuﬁgan disebabkan pula keawanan nasyarakat -terhadap
berbagai aspek lingkungan. Umpamanya, masyarékatl tidak

menigetahui akibat-akibat apa yang akan timbul brla melakukan

33 Soemarwoto,Analisis Dampak Lingkungsn, Gajah Mada University
Press,Yogyakarta, 1989, hal. 94.
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penangkapan ikan dengan bom atau racun mauvpun listrﬁk.
Baginya yang penting kebutuhannya akan ikan, dapat terpenuhi.
Tetapi jarang sementara orang yang memiliki pengetahuan dan
pemahaman terhadap kemanfastan lingkungan dan sumber @aya
alam, dengan sengaja melakukan aktivitas yang mencemari dan
atau merusak lingkungan atas dorongan motivasi yang bersifat
keuntungan ekonomis-finansial. Misalnya membuang limbah
industri ke sungal atau laut tanpa menperhatikan syarat-
syarat pengolahan dan pembuangan limbah ‘vang diwajibkan
baginva. Bahkan ias berpendapat citra masyarakat terhadap
lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap linghkungan
dapat dibina dan ditingkatkan melaluil usaﬁa-usaha seperti
penyuluhan, Bfﬁkingan, teladan dan keterlibatan masyarakat
dalam penanggulangan masalah lingkungan. Untuk itu,
peningkatan kegiatan penegakan hukum yvang berdimensi
edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan

digalakkan lagi.

Meskipun dalam mencapai tujuan yang diharaphkan, vakni
tercapalinya perbangunan yang berkeslinambuangan dengan
menjaga kelestarian hidup, itu didukung oleh berbagai

peralatan vang canggih, namun padz akhirnys berpulaqg Juga
pada faktor manusianya. Dengan demikian terciptanya suatu
lingkungan yang baik, bagslimanapun juga.tidak akan terlepas
dari partisipasi manusia, dalam konteks vang luas lebih
tepat disebut masyarakat. Adanya lingkungan hidup yang baik
dan sehat dewass ini sudah merupakan kebutuhan manusia pada
umumnya vang tidak dapat ditawar~tawar lagi, sehingga untuk

itu masyarakat perlu berpartisipasi untuk mewujudkan hal

i



tersebut.34

Partigipa=si masyvarakszt terhadap linghkungan hicdup itu ada
manakals masvarakat itu sendiri tidak bersikap pasif dalam
nembentuk serta menjaga .lingkungan, tetapi sebaliknya ia pun
harus ikut ambil bagian hersama kelompok masyarakat lainnya
menjaga dan melestarikan linghkungan tanéé suatue paksaan
apapun. |

Perkembangan akhir-akhir ini menunjﬁkkan hasil-hasgil
yvang menggembipakan, vakni dengan tumbuh daﬁ berkembangnya
organisasi LSHM sepefti organisasi pencinta alam, organisasi
penyvayang satwa langka dan berbagai ' satwa  lainnya,
organisasl penjelajah gua dan air terjun dsn sebagainya yang
menunjukkan peningkatan kesadaran masyarék@t : terhédap

lingkungan hidupnya.

4. Faktor Fasilitas dan Sarana

Fasilitas dan sarana adalah zlat untuk:mencapai tujuan
penegakan hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasam
fazilitas dan SAransa pernunjang (termasuk dana), akan sangat
mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan.

Selain ketiga Tfaktor yang mempengaruhf penegakan hukﬁm
lingkungan sebsgai sudah diuraikan di atgs, maka faktor
fasilitas vang wmendukung dayva berlakunya hukunm lingkungan
tidak dapat dikesampingkan. Bukan rahasila umum lagi _bahwa

untuk melaksanakan atau wenegakkan hukum pada umumnys, Yyang

34 Tamaddi 5. Bakti, dalam Tesis Implementasi Politik Kriminal
dalim Penanggulangan Rejahstan “White Collar (Studi Kasus Terhadap
Tindak Pidana Lingkungan Hidup), Program Megister Ilmu Hukum Undip
Semarzng, 1994, hal. 14,




tentunya juga hukum lingkungan diperlukan fagilitas-
familitas tertentu dewi mendukung ketidsa fakior vang sudah
diuraikan sebelumnva. |

Salah gatu wajud dari fasilitas vyang cukup berperan
dalam rangka penegakan hukum iingkungan adalah diperlukan
sejumlah dana yang jumlahnya relatif besar misalnya untuk
pembelian alat pengolah limbah bagl orang vang menjalaﬁkam
usaha dalam bidang‘ industri. Hal tersebut tentu cukup
memberatkan bagi orang yang bersangkutan. Belum lagli bilaysa-
biaya vang dikelusrkan sebelumnya dalam rangka pewmbuatan
Amdal vang sudah tentu Jumlahnya. tidak sedikit. Namun
pémerintah rupa-rupanya cukup tanggap tentang hal tersebut
dengan mengambil kebijaksanzannya hanya usaha-usaha dengan
klasifikasi tertentu vang harus membuat Amdal. Sehingga hal
rersebut setidak-tidaknya akan mengurangil kendala ftTerutama
faktor fasilitas yang berupa dana (keuangan). Di samping itu
sebenarnya bergantung pula pada niat atau iktikad baiknysa
akan berperan serta atzu tidak dalanm menegakkan hukum
lingkungan sesuail dengan Kemampuannya.

Bahwa kenyataan menunjukkan, dalam penanganén kasus-
kasus lingkungan, akan melibatkan berbageai 'perangkat
berteknologi canggih (peralatan laboratorium), vyang untuk
kepentingan operasionalisaginya wemerlukan tenaga ahli dan
biaya vyang cukup wahal. Belum tersedianya laborataorium
khusus (laboratorium riujukan) vang dibéri tugas :khususg
ménangani pemeriksaan sanpel ~benda-benda | vang didpga
tercemar, menyebabkan dalaﬁ satu perkara terdapat berbagai
hagil ‘analeis ~dari beberzpa laboratorium terhadap sampel

vang sama. Hasil analisis dari berbagal laboratorium

g
i
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tersebut, di =ana-sini menunjukkan perbedaan pada .parameter
dan intensitas zat pollutan yvang dianali=zis. Misalny=s da}am
pemerikszan sampel limbsah industri eks Singapore teréebut di
atas, terdapat hasil anélisis dari laboratorium L Lakbrim
Mabes Polri.35 | |
Perbedasan -perbedsaan hasil analisis dari laboratofium
tadi akan memperlemah pembuktian unsur pencemaranﬁlingkungan
yvang dibuktikan dengan hazil analisis tersebut. Perbedaan
pada kuantitas 'dan kualitas parameter zat pollutan yang di
analisis, dapat mengundang terjadinya Reraguan tenﬁang
tercemarnya tidaknya lingkungan. Dalam keadasan fang
meragukan itu, hakim akan bherpegang pada =asas indubio
proreo, dan hakim akan membebaskan terdakwa atau menyatakan
terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Ka#ena
menurnt sistem pewmbuktian yang dianut oleh RUHAP (pasal
183), meskipun minimal pembuktian telah tercukupi, tetapi
bila hakim tidak yakin akan membebaskan terdakwa. Sebagai
contoh, pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam
kasus pencemaran lingkungan oleh peternakan“bab:/pabfik tahu
di Sidoarjoc sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.
Pertimbangan majelis untuk menyvatakan terdakwa dilepas dari
segala tuntutan hukum tersebut ialah, bahwa‘terdakwa nemaing
telah terbukti membuang limbah peternakan dan pabriknya ke

kali Surabayva, tetapi tidak terbukti bahwa perbuatan itu

telah menimbulkan pencemaran kali Surabayva. Jadi unsur
tercemarnya lingkungan vang menurut majelis vyang tidak
terbukti.

35 Harun M. Husein, Op. Cit. hal. 218.
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5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnys bersatu padu dengan
faktor masyarskat sengaja dibedakan, oleh karena -di dalam
pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai—nilai
vang menjadi inti dari kebudayaan spirituzl atau non-
materiel. Sebagai suatu sistem (atau sub sistem dari sigtem
" kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan

e Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari

kebudayaan.3
sistem tersebut yang, umpamanysa, mencakup tatanan lenbaga-
lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembagsa
tersebut, hak-hak dan kewajiban~kewa]ibannysa, dan
seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hqkum beserta
pPerumuUSANNYa maupun acara untﬁk meﬁegakkannya yvang berlaku
bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.- Kebudayvaan
(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai—nilai yang
mendasari hukum vang herlaku, nilai-nil#i mana merupakan
konsepsi-konsepsi abstrak mengenal apa yang diaﬁggap baik
(sehingga disnut) dan apa yang dianggag burnk (sehingga
dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya - - mérupakan
pasangan nilasi-nilai yéng mencerminkan dua 3eadaan ekstrim
vang harus diserasikan. Hal itulah vang akan ménjadi ppkok

pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

38 Lawrence Friedman, M. Law -and Society, An Introducﬁion,
Englewoocd Cliffs. N.J. : Frentice Hall, 1377. i



Pasangan nilai vyang berperanan dalam hukum, adalah
sebagal berikuta? L
1. Nilai ketertiban dan nilail ketentraman
2  Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan”
3. Bilzi kelanggengan/Rkonservatisme . dan nilai
kebaruar/inovatismne. | |
Pasangan nilai—nilai uebendaan dan keahlakan, Juga
nerupakarn paséngan nilai vyang bersifat univer=sal. Akan
tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat
timbul perbedasn-perbedaan karena pelbagal macan peﬁgaiuh.
Pengaruh dari kegistan-kegiatan modrnisasi di bidang
materiil, misalnya, tidak mastahll ;kan menempatkan nilail
" kebendaan pada posisi yang lebih tinggi: daripada nilat
keahlakan, Séhingga 2kan timbul pula suatu keadaan yané
tidak smerasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi vyang
lebih tinggi dan lebih penting, axan mengakibatkan bahwa
pelbagai aspek proses hukumr akan mendapat penilaian dari
segi kebendaan belaksa. Salak satu akibat daripadsa penempatan
nilai kebendsan pada posisl yang 1ebih tinggi daripada nilail
keahlakan, adalah bahwa di dalam proses peleubagaan hukam
dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih
dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum.
Artinya berat ringannya ancaitan nukuman terhadap pelanggaran
menjadi tolak ukur kewibawaan hukum ; kepatuhan hukum

kemudian juga disandarkan pada “cost and benefit”.

37 Purniadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. Perundarg-undangan Pan
Yurisprudensi, Bandung : Pererbit Alummi, 1978, '



P+ Dampak Pencemarap Lingkungsan (Pencemaran Kabut Asap)

Dampak Pencemaran lingkungan gsangat berbahaya bagl
kehidupan manusia dan makhiuk hidup lainnya di dunia. Akhir-
akhir ini sudah semakin dirasakan bahwa kekutuhan akan air,
memang dianggap. ecensial, dimans setiap wmakhluk hidup di
dunia ini memerlukannya. Mengingsat begitu Qéntinénya ﬁasalah
air ini, pada bulan Maret 1991 untuk \Qertama kélinya
diadakan konferensi dunias mengenai air diEAtlanta, Amerika
Serikat.38 |

Dampak dari pencemaran alr inil dapat:menyebébkan grang
menderita “muntah berak”, penyakit cacingan, merusak hafi,
kulit menverang syarafzdan hanyak lagi penyakit vang dapaf
menyebabkan kematian. Sedangkan pencemaran uﬁara; zat racun
vang terhisap dapat menurunkan kecerdasaraﬁ anak. Karena zZat
tersebut masuk ke dalam darah dan dengan wmudahnya merusak

“jaringan otak selain dapat pula menyebabkan pusingfpusing,
ﬁauseatis, bronkitis dan gejala_keracunan: lainnya, hahkan
jugsa impotensi.39 | ‘ ]

Demikian pula asap pembakaran sampah ternyata dapat
berdampak bagi kesehatan. Menurut Sonny' Sunarscono ahli
lingkungan Jurusan Teknik Penvehatan Lihgkungan Fakuitas

Tekrnologi ©ipil dan Perencanaan (FTPS) bahwa pembakaran

38 M. Arief Nurdu a dar NHursyam B. Sudharsono, Op. Cit. hal. 43.

38 Andi Hamezah, Tanggung Jawab RKorporasi Dalam Tindak Pidana
Lingkungan , Prosiding, Diskusi dua hari, Masszlah-Masslah Prosedural
dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan. SKREPP dan WALHI, J=karta, 1989.
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merupakan cara terbaik untuk memﬁsnahkah ‘1imbah sampah.
Hanya saja, pembakaran sampah akan menyvebabkan bertambahnya
jumlah zat pencemar di udara terutamsa debu dan hidro. Bahkan
pembakaran dan dekomposisi sampah yang menghasilkan emisi
zat  hidrokarbéon dalam beﬁtuk menthan atsu CZH4, dapat
merusak sel syaraf yané perakibat kelemahan dan kehilangan
gontrol sesaat. Sebelumn dibakar‘atau bila sampah tidak
dikelola dengan baik, juga bisa menjadi sumber penyakit,
gangguan keindahan, penyebab banjir cdan mencemari
1ingkungan.40

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah
Sumaters dan Kalimantan semakin tahun semakin meluas bahkan
hampir meliputi seluruh wilayah Indonesis. Kebakaran hutan
vang terjadi pada tahun 1887 dampak pencemaran kabutA asap
membawa pengaruh yang sangat besar bagi rakyat Indonesia.
Dampak pencemaran kabut asap ini tidak saja merugikan
kesehatan manhusia,tetapl Jugsa seluruh kegiatan

: N

perekonomian, politik dan ‘aktivitas  sosial
manusia menjadi terganggu.

Bagi kesehatan wmanusla dampak pencemararn kabut a=ap
dapat ‘menganggu pernapasan, meracuni paru—paru; menganggu
kesehatan mmata dan bahkan dapat mengak@batkan Kematian.

Diperkirakan sebanyak 20 Juta penduduk di Sumatefa dan

Ralimantan terganggu oleh asap. Beberapa'orang meninggal



dunia akibat kabut asap, dan 32.328 crang ﬁenderita gangguan
pernapasan. Malah diberitakan sebanyak 80 siswa SD piﬁgsan
saat belajar akibat terserang asap.41

Bagi bidaqg ekonomi, dampak pencemaran kabut asap
menimbulkan gaﬁéguan pa&a keglatan transportasi, distribusi,
perdagangarn, dan lain-lsin. Diperkirakaq: sebanyak 2000
penerbangan di Indonesia terutama di daerah Sumatera 5dan'
Kalimantan dibatalkan akibat pPencemaran kabut asap. Konon
Jatuhnya pesawat Garuda A-300 di Sibolangit, Deli Serdang di
Medan pada tanggal 28 September 1997, yang menewaskan ?38
orang, didugsa disebakan oleh pencenaran ksbut asﬁp, industri
pariwisata juga terganggu coleh bencana kabuf‘asap. Bebersaps
paket perjalanan wisatawan dari Eropah diﬁatalkan kar;na
bencana asap. “

Kalau dismati berdasarkan hukum yang berlaku, perbuatan
Para pengusaha perkebunan, pemegang hak penéusahaan hutén
(HPH), atau pengusaha HTI vang melakukan pembakaran hutan,
dapat dikualifik;éfkan sebagal pencemaran dan‘atau pefusakan
lingkungan hidup. Untuk perbuatan tersebut telah disediékan

sanksi  hukuman vang tegaz oleh Undang-undang lingkungan

hidup yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 .42

41 Harian Suara Karya, dalam Cens Clipping Service, HMengkaji Aspek
Hukum Dari Bencana Asap, tanggal 13 Oktober 1997,

42 Ibid.



Dampak kebakarsn hutan di Indonesia sepertl dilansir
oleh surat-kabar asing ternyata membawa akibat vang sangat
jelek terhadap negara-negarsa tetangga. Sejumlsh penerbangan
lokal dan Internasional terpaksa batal mergudara  dan
transﬁortasi air juga terhambat asap. tebal, dunia
ITnternasional bahkan menarub perhatian khusus atas kejadian
tersebut. Beberapa negara sepertl Kanads, Amerika Serikat,
Australia, Selandia Baru dan Jepang gsiap memberikan bantuan.
Sebenarnya hutan tropis mempunyval manfaat vyang " sangat
penting, wmaka dari itu kerusakan-kerusakan hutan tropis
menurut E. Prasetya PD, akan mempunyal kongekuensi sebagsai
berikut
1. berbagai polusi yang ada di dibumi, seperti polusi-polusi
vang diakibatkan oleh industri, bailk carbon dioxida,
kontaminasi radioaktif, hidrokarbon, dan lain-lain akan
langsung menuju atmosfir melalul paru-paru bumi C(hutan
tropis), sebagai akibatnya wmaka lapisan o3o0n. akan
terkikis sehingga matahari akan langsung menventuh bumi,
tanpa melalui greenhouse effect. ‘

2. kerusakan hutan akan dapat mengakibatkan matinya beberapa
species atau binatang hutan, karena bebterapa jenis

tumbuhan dan binatang di hutan tropis adalah gangat
penting untuk dimanfaatkan sebagal bahan oba%t atau bahan

industri, maka situasi Lersebutl baik secara langsung atau
tidak akan mempunyail dampak atau korelasi secara global,
karena pentingnyva pemanfasatan tersebut;bagi seluruh umat

S manusia. _ ‘ :
3. hutan sebagsi sarana pengadaan sumber air, akan berkurang
sehingga berjﬁga—juta umat manusia : akan terancat

kekurangan azir.
Salah satu upaya untuk menanggulangl peiicemaran chan

perusakan lingkungan oleh pemerintah telah dikeluarkan PP

43 §. Prasetya PD, "Hutan Tropis dan Strategi Pelestarian Dunia,
Dalam Surya ,tanggal 15 Agustus 1891, _




Ho. 28 tahun 1988 tentang Analiéis Mengenail Dampak

Lingkungan (Amdal). Dalam Pasal 2 ayat 1 PP No. 29 tahun

19886 diatur bahwa setiap'rencaﬁa kegiatan varg mempunyai
dampak terhadasp lingkungan hidup wajib dilengkapil  dengan
snalisis mengenai dampak lingkungan vang' pelaksanaannysa
diatur dengan peraturan pemerintah. |
Bapedal, menyatakan pembakaran hutan di Indonesia’ zaat

imi terburuk sepanjang 10 tahun terakhir, (ospmw berakibat

gangguan kesshatan masyarakat yang serius..Jﬁ;;gjgekufangnya
terdapat kerugian ekologis, faktﬁr'ekonomis dan politik.
Dampak ekologis pembakaran hutan ter=zebut membaws hancurnva
ekosisten hutaﬁ sumaters dan Kalimatan. Akibat pembakaran
tersebut jutaan plaswma nukfah lenyap; Ribuan jenis tumbuhan
dan hewsn sertas Jasad renilk musnah. . Bahkan mengakibatkan
pula erosi dan hilangnya natrien tanah.

Belaksngan ini, kedsahatan yvang dilakukan oleh perusaﬁaan
( Lkorporasi) dengan cara melakukan pembakaran hutan dan
lahan vang mengakibatkan terjadiﬂya pericemaran lingkungan

(pencemaran kabut asap) semakin ramal dibicarakan oleh

nasyarakat karensa dampak pencemaran kabut asap ini telah

meqyebar kemana-mana bahkan ke negara tetangga. Kerugian

vang ditimbulkan oleh dampak pencemaran‘kabut azap imi  luar

bhisnsa bezarnys. Keruglan mana meliputi kerugian di bidang

perekonomian, kesehatan, politik, jiws serta kerugian di
>

bidang nilai-nilai sosial dan moral. Belum Jagi termasuk

kerugian Jjangka panjang yang diakibatkan Qamﬁak penoemaran



kabut asap. Sedangkan terhadap pelaku kejahatan lingkungan
(perusahaan) sulit untuk dijamah coleh hukum.
Merebaknya tindak kejahatan korporasi ini menyebabkan

Y

berbagai pihak vang berkepentingan terutama para penegak

hukum (birokrasl) secara maksimal untuk mengusut dan
menindak tegas para pelalunye (perusahaan) karena tindalk
kejahatan ini sudah sangat neresahkan masyarakat. Tetapl

dalam kenyataannya hal ini sulit terealisasi.

Kejahatan korporasi adalah tindak kejanatan . vyang
dilakukan oleh suatu organisasi yang berbentuk badan hukdm.
Biasanya perusahaan yang telah bonafide, berskals .1uas ‘dan
memiliki modal besar, keberadaannya sapgat berpenggruﬁ/
dominan pada sistem perekonomian yang ada. Sebara uﬁum

kejahatan KkKorporasi bermaksud mencari keuntungan darl segl

ekonomi dalam skala besar dan dampaknys sangat luas

terhadap perekonomian nasional.44
Hal ini biga terjadi EKarena keishatan tersebut
memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum  serta adanya

kemudahan-kemudahan vang diberikan pemerintah di samping
lemahnya pengawasan’ dan penegakan hukum terhadap tindak
kejanatan yang dilakukan oleh Lkorporasi (perusahasan)

tersebut.

44 Harizm Susra Pembsharuan, Pencemaran Linglnngan  Herupskan
Kejahatan EKorporasil, Tanggzal 11 Juli 1994.



Megkipun kerugian vang ditimbulkan oleh korporasi sangat
besar, nampaknya hingga kini belum ada badan vyang  khusus
mengawasi dan mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan

oleh kejahatan korporasi, verbeda halnya dengan kejahatan

warungan. Keterlambatan kita dalam menghadapi kejahatan
korporasi tidak lain akibat “kebodohan bersama" (collective
ignore). Penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi

"

mengungkapkan bahwa sebagian masyarakét kurang mengenal
kejahatan ini, Eahkan kurang merasakan bahaya.. Akar
ketidaktahuan masyarakat antara lain ketidaknampaan
kejahatan korporasi vyang disebabkan oleh kampleksnysa.
kecanggihaﬁ perencanaannysa dan pelaksanaannya, oleh tidak
ads atau kurangnya perundangan dan lemahnya penegakan dan
pelaksanaan hukum, serta lenturnvya sanksi hukum dan - sanksi
sosial sehinggas gagal dalam menguatkan menegakkannya kemball
sentimen kolektif terhadap i1katan mora1.45

Kejahatan korporasi berbedé dengan kejahatan pembunuhan,

perkosaan, pencurian, dan lain-lain yang dikenal sebagal

kejahatan konvensional {kejahatan warungan) . Edwarrd
Ausworth Ross cdalam The atlantic mortthly 1997
mengklasifikasikan Corporate Crime sebagail criminaloid,

yaitu orang vang menikmati kekebalan atas dosawdqsa, dan
suka mengorbankan kepentingan umum. Apsbila pelaku diseret
ke pengadilan mereka bersilkap seolah-olah tidak bersalah,

45 I.S8. Susanto, Henciptakan Lingkungan hidup yang Nyam=nPidato
Dies Natzlis Disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Undip dalam rangka
Memperingati Dies Natalis Undip ke 40 tanggal 15 Oktober 1997.



dan  berupaya sekuat tenaga menyediakan darna untuk
memperbaiki reputasinya melalul penyuapan étau kolusi.46

Kejahatan ‘Korporasi (corporate crime) muncul seiring
dengan adanya masyarakat industri. Sebenarnya kejahatan
korporasi bukanlah fenomens baru. Lebin dari tiga ribu tahun
vang lalu seorang raja:di mesir bernama Horembéb pefﬁah
melarang korupsi, dan pelakunya diancam pidana mati. Korupsi
merupakan embrioc dari terjadinya kejahatanﬁdan kdpupsi, dan
korupsi saat 1ini telah befkémbang ke berbagzi bidang
kehidupan manusia. i

Telah banyak kecaman yang diberikan oleh ﬁas&arakat
terhadap korporasi {peruszhzan) vang melalaikan pelestarian
lingkungan derngan menimbulkan polusi bagi lingkungan dengan
menimbulkan polusi bagil lingkungan keria, , sebab bebe;apa
perusahaan telah.terbukti/gggzkxelindungi para pekerjénya
dari ancaman liingkungan kerja vang tidak sehat akibat dari
proses produksi. Perkembangan yang tidak kalah pentingnya
adalah akibsat kemajuén teknologi modern, seperti kecelakaan
pada rezktor nuklir Véng dapat mengakibatkan pencemaran
lingkungan.%’ I

Penanganan kejahatan terhadap lingkungan hidup
dirasakan perlu segera diperbaharui, ini terlinat dengan

banyaknya kerusskan dan pencemaran lingkungan vang dilakukan

456 Harian Suarz Pembaharusn, Hengantisipasi MHunculnya Kejahatan
Korporasi, tanggal 19 Pebruari 1997,

47 Dwidja Privatno, Antisipasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan
Korporasi dalam Era Globalizasi, majzlah Hukunm Weawasam Hukum nomor
g , Sekolah Tinggil Hukum Bandung, 1996, hal. 72.



oleh korporasi tanpa d=apat ditindak dan ditangani secara
tegas oleh hukum.

Bercermin dari berbagai pengalaman penanganan kerusakan
dan pencemarsan lingkungan hidup di negaréﬂneéara maju, maka
sering ditemukan adanya kasus-kasus kejashatsn korporasi
terhadgp lingkungan yang menyebabkan kerugian dan kerusakan
masyarakat serta lingkungan hidup secara total.

Masih belum hilang dari ingatan kita kasus -kasus vang
berkenaan dengan kejahatan korporasi (pencemaran lingkungan )
yaﬁg terjadi di Indonesia. Misalnya kasus Pulp Indo Indah
rayon vyang sempat digugat oleh Walhi, karenz dianggap
bertanggung Jawah atas kerusakan alam sungai Bah Bolon dan
Bah Kisat di lingkungan tersebut, kasus limbah di Sideardjo,
dén kasus tercemarnysa Kali Tapak di Semarang. Hanmun
siapakah yéng bertanggung Jawab atas kerusakan dan
pencemaran itu ? Hukum belum dapat memberikan Jawabsan secara
pasti, walaupun secara bioslogis kerusakan dan penceraran itu
telah terjadi. 48 |

PDisini terlihat bahwa‘ aca kekurangan lwakum . dalam
menghadapi perilaku-perilaku iliegsal dari korporasi. Hukum

seakan tidak mampu menjaring dan memidana pelaku-pelaku

kejahatan lingkungan vang dilakukan oleh korporasi. Hukum
seaskan hanya mampu mengungkap, mengadilli dan memidana
perusak-perucsak lingkungan velas “konvensionsl” (penjéhat

warungan) semacam maling kavyu di hutan lindung, perusak—

perusak hutsn lindung oleh petani-petani liar tanpa dapat

48 Harisn  Wawasan, Kejahatan' Korporasi  Terhsdap | Lingknngan
hidup, tanggal 5 juni 199?. . '
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meringkus, nenangkap cdan ‘mengadili peruéakﬁperusak
lingkungan yané dilakukan oleh perusahaan (korpcrasi).

Ada semacam Ketidakmampuan hukum dalsam menghadapi
perilaku 1illegesl korporasi, hukum Seékan tidak berdaya
dihadapan perilaku illegal korporasi vang merusak lingkunéan
hidup. Padahal dari sudut kerugian dan bahaya yang
ditimbulkan oleh perilaku illegal korporasi: tersebut Jauh
lebih berbahaya bila dibandingksn dengan pelaky kejahaﬁan—
kejahatan lingkungan hidup kelas warungan.49

Bagi para ilmuwan yang mempelajaril kejahatan serta para
penegak hukum, kejahatan korporasi menjadl suatw fendmena
vang menarik sekaligus menantang.‘Pertama, jumiah kerugian
serta finansial, fisik maupun sosial yang = ditimbulkannya
lebih besar daripada Jjenis-Jjenis kejaﬁatan konvensional yang
lainnya. Kedua, kejahatan inl muncul seiring @ dengan
berubahnya struktur masyarakat vyang sémakin bersifat
organisasionai serta rasional. QOleh sebab itu, diperlukan
pengetahuan tentang struktur tersebut untuk dapat
mengungkap, memahami, dan kemudian mengendalikannya.

Sejak kasus : pembakafan huatan vang mengakibatkan
terjadinya pencemarzn kabut assp yang terjadi ‘pada tahun
1997 ini, dampak ekonominya paling tidsk 11 bandar tertutup.
Lebih dari lUGG penerbangan harus tertunda. Transpg;tasi
darat, sungai dan laut juga terganggu. Dikabafkenn(ééiumii%}
jadwal kedatangan ribuan turis antara lain dari AS _batal

berkunjung. HNamun terdapat kerugisan yang tidak terhitung

karerna menyvangkut nilai gangguan kesejahteraan dan ancaman

49 Ibid.



penduduk.50

Dipontianak sudah Thampir sebulan tidak biza didarati
pesawat terbang.lBandar udara di beberapa:kota penting di
Sunatera ditutup.ﬂTerakhir, Medan, kota terbessar nomor tLiga
di Indonegsia mengalami nasib serupa setelah sebuah pesawat
Airbus berpenqmpang 234 orang mengalaml musibah yang s=angat
mengenaskan. lMemang belum ada bukti kuat bahws musibah 1tu
-disebabkan asap,51

Dampazk kesehatan dafi peEnCcemaran kabut asap tersebut
paling tidak 20 juta penduduk di Sumateré dan' Kalimantan
terancam sesak napas hingga ancaman kematian. Belum lagi
ancaman penduduk Singspura, Malaysia, dan TFilipina. Pakai
polusi daril ' Universitas Hongkong, Antoni - Hediey,
memperingatkan, ribuan orang bisa tewas‘akibét dari asap
vang menyelimuti Asia . Tenggara. Beberapa kaﬁaéan bisa
mengalami kelaparan karerta panen hancur dan ternak ﬁati
akibat polusi agap. Menurutnya, dampak asap sama dengan
kalau 10 Jjuts orang dalam satu  kawasan merokok ‘bersaMa—
sama .02

Jayapalan Thambayana darl sebuah rumah sakit swasta di

Kuzla-lumpur wengatakan, asap itu mengandung sSenyawa ,gas

yvang sangat berbahaya dan bisa memperparah penyakit Jantung,

50 Republika, tanggal 28 September 1997. | .i.
51 Bisnis Indonesiz, 11 Oktcber 1897,

52 Suars Merdeis, 24 Septembsr 1897,
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paru-paru dan maszlah pernapasan lainnys. -Tidak diketahul
pasti kandungan senvawa gas dalam asap. Tetapli satu hal
sudah jelas, terdapat unsur-unsar Eerbahgya vang
mengakibatkan gangguan Serius.53

Mernurut Dr ?Thamrin, assp terutams debu bakar yang
mengandung zat areng bila masuk saluran pernapasan akan
menyebabkan iritasi hidung, tenggorckan, laring, trakes,
hingga paru-paru. Kemudian iritasi 1tu bakal menghebat dan
saluran napas membengkak vang bisa berakhir' dengan ‘gejala
sesak napas. Serangan sesak napas inl bila terus terjédi
‘dalam kondisi 1lingkungan penuh asap bisa berakhir dengén
fatal.%?

Dari beberapa ursian mengenai- dampak pencemaran
lingkungan tersebut di a&atas, menunjukkan bahwa begitu
"luasnya cakupan masalah pencemaran dan perusakan linghkungan
hidup, walaupun uraian di atas belum secara menyeluruh
memerinci dampak pencemaran dikarenskan sullitnya mendapatkan
data-datanya. Dgngan meiihat luasnya dampak pengceraran
lingkungan, secara tidak langsung Jjuga akan berpengaruh pada
kompleksnya sarana penunjang yang perlu disiapkan dalsm

upaya penyelesaian masslah pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup..

53 Suara Merdeka, 25 September 1897.

54 Republika, 28 September 1987.



_ BAB I1I1
' HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Kabut
Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di‘Propinsi Jambi.

Pada tanggal 19 September 1997 kita memiliki Undang-
undang baru dibidang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu UU
No. 23 Tahun ‘1997 tentang pepgelolaan lingkungan hidup
(UUPLH). Undapng-undang iﬁi sebelumnys telah disahkan oleh
DPR dalam rapat Paripurna Terbuka pada 22 Agustus . 1897,
Dengan Pengundangan UUPLH ini, Undang~-undang tentang
ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup (UU Ne. 4 Tahun
1982) secara resmi telah dicabut, dan kini berlaku semua
ketentuaan baru yang terdapat dalam UUPLH.

Dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
vang hanya berjumlah 24 Pasal, UUPLH memiliki 54 Pasal 98
ayat. Jumlah pasal vang bertambah dapat mengindikasikan
pahwa Undang-undang ini lebih rinci dan mengatur hal-hal
baru yang sebelumnyé tidak diatur.

Dengan pengundangan UUPLY baru ini maka pertanyaan vang
relevan diajukan adalah : seberapa Jjauh pentingnya UUPLH
terhadap ~pembefdayaan penegakan hukum lingkungan kita 7
Pertanyaan ini sangat relevan, sebab kunci kelemahan kita
dalam upaya pengelolaan lingkungan sesungguhnya adalah
penegakan hukum. '

Semenjak Undang-undang Nomor 4 tshun 1982 diundangkan
pada juni 1982 sampa{'dengan saat iniQ penegakaﬁ hukum
merupakan titik kelemshan .dalam melakukan upsava pengelolaan

lingkungaan kidup. galah satu contoh kongkrit vang



menggambarkan kelemahan tersebut adalah kasus kebakaran
hutan dan lahan khususnya di propinsi Jambl vang pokok
persoalannya adaiah tidak dilaksanakannya berbagai ketentuan
dalam perundaqg—undangan pengelolaan lingkungan hidqp.
Berdasarkan péngalaman Indonesia selama 16 tahun daiam
melaksanakan UU No. 4/1952, ketidakberdayaan penesgakan hukum
lingkungan di Indonesia sebagian besar disébabkan fakﬁor
vang bersifat struktural dibandingkan dengan persoalan vang
bersifat teknis, misalnya kesulitan dalam hal ‘pembuktian
dan kurang profesionalnya para penegak hukum.-

Terdapat dua kendala struktural yang paling utama yang
mengakibatkan kurang berfungsinya penegakan hukum lingkungan
d4i Indonesia |
1. masih ' dominannya pemikiran di kalangan penentu

kebijaksanaan vyang mempértentangkan antara pembangunan
dan lingkungan. Selsma ini pemerintah (birokrasi) seialu
memprioritaskan pembangunan sehingga kurang memperhatikan
agpek lingkungan, padahal dazlam hal pembangunan perlu
memperhatikan aspek lingkungan.

2. belum sepenuhnya tercipta clean and good governmen, vang
memustahilkan penegakan hukun lingkungarn yang efektif.
Pemerintahan vyang bersih belun terléksana sepenuhnys
dikarenakan masih sering terjadinya penyelewengan,
pelanggaran—pelanggaran herupa korupsi maupun kolusi yang

dilakukan oleh pejabat 1tu seﬂdiri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari beberapa
responden (apatrat hukum) di lapangan dalam penegakan hﬁkum

khususnya terhadap pencemaran'kabut asap di Propinsi Jambi



ditemui beberapa kendala yailtu

1. kendala dari perusahaan (korporasi) vang kurang menyadaril
(tidak mau tahg) bahaya akibat melakukan pembakaran
hutan- |

2. kendala dari masyvarakat yang umuzmnya awam dan enggan
melakukan tuntutan /gugatan terhadap perusahaan vyang
mengaklbatkan terjadinya pencemaran llngkungan

3. kendala dari apardt hukum (blrokra51) terutama ~polisi
vang belum profesional dan kurang perhatian untuk
nelakukan penyelidikan terhadap kasus pembakaran hutan.

Dalam hal penegakan hukum lingkungan khususnya terhadap
pencemaran kabut asap di Propinsi Jambil diperlukan adénya
kerja sama antara lembaga—lembéga (Instansi) vang terdiri
dari E Lembaga (Instansi) Kehutanan, Perkebunan,
Transmigrasi, Instansi Kesehatan, Instansi Kepolisian, Pemda
Tk I, Pemda Tk II. Kesemuanvya instansi tersebut mempunyal
keterkaitan saling berkoordinasi dalam hal penegakan hukun
lingkungan khususnya dalamn upaya penanggﬁlangan keﬁakaran
hutan dan lahan. )

Dari hasil penelitian Penulig, dalam upaya pencegahan
dan penanggulangan terhadap kebakaran hutan lembaga-lembags
tersebut saliﬁg bekerja sama, berkoordinasi daiam
mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan vang mengakibatkan
perncemaran kabut aSAp . penaﬁggulangan kebakaran hutan
dilakukan secara terpadu bersama—sama\meliba;kah magyarakat
melakakan pencegaban dan nzaha pemadaman apil yéng semakin
meluas dan membatasi meluasnys kebakaran ﬁutan._Kerja Sama

juga dilakukan dengan Negara-negarsa tetangga’ vang

mendatangkan ratusan petugas pemadam kebakaran dan bantuan'
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alat-alat pemadam kebakaran lainnya guna menéuréngi
neluasnya kebakaran hutan. .

Pemerintah disibukkan dengan masalah kebakaran ﬁutan dan
lahan vang telah menimbulkan Jkerugian yvang 1luar bilasa
besarnya bagl negara, masyarakat, bahkan negara tetangga.
Sikap Mantan Menteri HNegara Lingkungan.:ﬁidup Sarwono
Kusumaatmadja yang tegas kelihatannya wmulai membuah%an
hasil. Departemen Kehutanan beberapa waktu vang lalu
mengumunkan perusahaan-perusahaarn vang diindikasikan kuat
sebagail penyeﬁab kebakaran hutan dén 1ahan.1 Apalagi
terbukti kebakaran hutan di banvak Lkawasan Sumatera dan
Kalimantan itu akibat pembakaran‘ yang dikerjakan ~pelaku
bisnis (corporate). Seperti diberitahukan Departemen
Kehutanan sekurang-kurangnya 20 perusahaan di Propinsi Jambi
terbukti nelakukan pembukaan lahan dan’ hutan dengan
pembakaran. Untdk lebih jelasnya mengenai 20 perusahaan yang
melakukan pembakaran hutan dapat dilihat pada tsbel di bawah
ini.

TABEL I
Data perusahaan—perusahaan yang melakukan pembakaran

butan dan Lahan di Propinsi Jambi

No.| Jenis Perusahaan Frekwensi Prosentase
1 Perusahasn Perkebunan 11 55 %
2 Perusahaan HPH/HTI 7 35 %
3 Perusahaan Pembukaan
Lahan Transmigrasi 2 10 %
Jumlah perusahaan 20 100 %

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Jambi

1 Harian Republiks, 22 September 1897.
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Dari tabel di atas jelaslah bahwa pembakaran hutan vang
paling banyak dilakukan oleh perusahaan perkebunan terutama
perusahaan perkebunan kelaba sawit sebanyak 11 perusahaan.
Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan perkebuﬁan vang
membuka lahan perkebunan kelapa sawit. selanjutnysa
perusahaan Hak penebangan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman
Industri (HTI) sebanyak 7 perusahaan dan yang terakhir

adalah perusahaan Pembukaan lahan transmigrasi sebanyak 3

perusahaan.2

Berdasarkan hgsil penelitian di laﬁéngan, dafi 20
perusahaan vyang melakukan pembakaran hutan dan lzhan di
Propinsi Jambi tersebut, perusahaan yang térbanyak melakukan
pembakaran _huténk dan lahan terdapat di kabupaten Tanjung
Jabung sebanyak (B perusahaan), Batang Hari (5 perusahaan),
Bungo Tebo (3 perusghaan), Sarolangun Bangko (4 Perusahaan)
dan Kab. Kerincil sehanyak 2 perusahaan. |

Memperhatikan éngka perbandingaan perqsahaan—perusahaan
yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Propins@- Jambi
memnang cukup memprihatinkan. Pembakaran hutan dan lahan oleh
perusahan demi membuka lahan mencapai 10 ribu hektar lebih,
dibanding kebakaran hutan yang cuma puluhan hektar. Sem%kin
menyedihkan ketika mengetahul rperusahaan yang melakukan

pembakaran tersebut, belum seluruhnya memperoleh izin

definitif pelepasan kawasan hutan. Terutama untuk

2 Hasil Wawancara dengan Dedy Ruchyat EKepala Dinas
Zehutanan Dati I Jambi, tanggal 21 September 1997,

t



perusahaan-perusahaan vyang bergerak di sektor perkebunaﬁ.
Banvak dari mereka yang baru mendapat izin prinsip
pelepasan.

Secars Keseluruhan, Jumlah perusahaan - yansg mnelakukan
pembakaran sebagaimana vyang diumunkan Mantan Menteri
Kehutanan Djamaludin Surychadikusumo, mencapai 176
perusahaan. Terhadap perusahaan tersebut bjamaludin sudah
menegaskan bakal memberikan sanksi berupa pencabutaan izin
pemanfaatan Kayu (IPK>, dan terakhir‘ pencabutan‘ izin
perusshaan bersangkutan. Hanya saja, sebelum langkah
tegas pencabutan izin dikeluarkan, pihak perusahaan diberi
waktu untuk membela diri. Departemen Kehutanan memberi
tenggang waktu selama 15 hari s=sejak diumumkan daftar
perusahaan yang dinilail membakar limbah hutan ini.3

Janji Mantan Menteri Kehutanan Jamaludin Suryohadikusumo
untuk memberikan sanksi berups pencabutan Izin Pemanfaatan
Kayu (IPK) dan pencabutan izin perusahaan yang bersangkutan,
ternyata realisasinya di Propinsi Jambi sekarang ini belum
dijalankan dengan sepenuhnya. sedangkan tindakan vang
dilakukan oleh pemerintah hanyalah memberikan sanksi
sdministratif saja ketimbang sanksi hukum perdata dan hukum
pidana.

Indikasi vang menguatkan perusahaan tadil melakukan

pembakaran dalam pembebasan lahan, bukan rekayasa pemerintah

3 Iden



melainkazn hasil pemantauan satelit. Di propinsi Jambil kini
telah memiliki 1 unit pemantau satelit untuk‘memantau tgmpat
terjadinya kebakaran hutan dan lahan karenanya, jika
pengusaha mengglak dari tuduhan melakukan ﬁembakaran hut;n
dan lahan, kgmﬁngkinan besar hanya alasan be}aka untuk
’menutupi kesaléhannya. Jika benar indikasi; tersebut berdagar
hasil pemantauan sateli?, maka pengusaha skan sulit untuk
berkelit. Berdassarkan ketentuan hukum linékungan yang baru
makas perusshaan harus pertanggung jawab seogra mﬁtlak' atas
perbuatannya vyang mengakibatkan terjadinya kabut  asap di
Propinsi Jambi.

Berdasarkan nacsil wawancara dengan Fuad M. Yusuf {Kepala
seksi Biro Lingkungan Hidup Pemda TK I Jambi ) delam
penyelesaiannya cara yang biasanya dilakukan Sleh
perusahaan adalah dengan jalan kolusl dengan. tim gabungan
Pemda, Dephut, Deptrans dan Deptan pada saat penyusunan
berita acara pemeriksaan di lapangan. Hal ini vang merupékan
faktor kendala sulit diterapkannysa penegakan hukum
lingkungan khususnya di Propinsi Jambl. Maka untuk mencegah
meluasnya Kolusi ini menurut penulis pemerintah semestinya
melakukan pengawasén yang ketat dan menindak tegas terhadap
para aparat yang melakukan praktek kolusi tersebut.

Selain itu menurut Penulis, diperlukan juga keberanian
pemerintah untuk benzr-benar mencabut izin dan bahkan
menggugat pafa perusahaan yang rerbukti melakukan pembakaran
hutan. Pemerintah harus berani mencabut izin perusahaan

yvang terbuktil melakukan pembakaran hutan dan.lahan.

(;3 f.?



Berkaitan dengan pembakaran hutan oleh perusahaan
terzebut maka Kemas Arsyad Somad (mantan anggota DPRD Jambi)
mengatakan ksebagai berikut : “... Dalam hal ini pemerintah
seharusnya biss mengambil tindakan tegas atas pelanggaran
vang dibuat pengussaha, bukan hahya berupa sanksi
administratif éeperti pencabutaan izin, tetapi Juga para
pelaku (pengusaha) tersebut harus diseret ke .pengadilan.
Upayva ini perlu dilakukan untuk menegakkan pé;aturan
sekaligus bisa menjadi proses edukasi bagi kalangan
pengusaha untuk tidak mengabaikan terjadinya kebakaran hutan
bisa diartikan melakukan kejahatan lingkungan. Karena ini
merupakan tindakan kriminal, maka pihak kepolisian
seharusnya tanggap memeriksa pengusaha-pengussaha ini dan
menyeret mereka ke pengadilan. Polisi tidak perlu cari
bukti-bukti lagi, semua bukti sudah ada...”

Kebakaran hutan dan lahan tak kunjung reda. Makin hari
bukannya berkurang, malah lebih meluas yang meliputi pulau
umatera dan Kalimantan. Bahkan dampak kebakaran hutan
tersebut vyang berupa kabut asap merambat kenegara;negara
Malaysia, Sindapura dan Pilipina, walaupun demikian sambai
éaat ini negara tetangga kita masih mempunyai‘ toleransi
untuk tidak menuntut ganti kerugian atas _musibah kiriman
kabut asap tersebut. Ratusan ribu héktaf areal;-pefkebunan
dan hutan musnah.'Sekit%r 20 juts rakyat Indonesia terancam
kesehatannya. Berikut ini penulisgbaparkan tentang Luas

kebakaran hutan di Indonesis dalam tabel berikut, ini.
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TABEL 2
Eawa=an Hutan dan Lahan Yang Terbakar

Pi Propinsi Jambi Tahun 1887

Kawagan Hutan Luas/Hektnr Persentasge
HC| dan Lahan
1 Kawasan Hutan 3.296 28 %
2 Perkebunan besar/
kecil 4,142 36 %
3 Loka=si Transmigrazi| 1.464 13 %
4 Kebun Ladang Masya-
rakat 2.598 23 %
Jumlah 11.500 100 %

Sumber : Pemda Tingkat I Prop. Jawmbi Biro Lingkungan Hidup
Melihat pada tabel diatas maka diketahui bahwa kawasan
hutan dan lahan yang terbakar di Propinsi Jambi sebanyak
11.500 hektar. Dari keseluruhan kawasan hutan dan lahan yang
terbakar itu tercatat, Kawassn hutan yang terbakar sebanvak
3.298 hektar, kawasan perkebunan besar/kecil (perkebunan
kelaps sawit milik perusahaan) yang terbakar sebanyak 4,142
hektar, lokasi transmigrasl yang terbakar sebanyak 1.464
hektar dan kebun ladang masyarakat yang terbakar sebanyak
2.598 hektar. Kebakaran hutan dan lahan vyang terjadi di
Propinsi Jambi pada tahun 1887 ini merupakanr kebakaran
terbesar dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi pada
tahun 1994-19968 =zebelumnyva. Kebakaran hutan dan lahan vang
terjadi pada tahun 1997 ini menimbulkan dampak penosmaran

kabut asap vang sangat besar baik di  bidang ‘kesehatan,
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ekonomi, lingkungan,dan nilai-nilai soszial lainnya.4

Henurut catatan WALHI (Wahana Lingkungan Indonesia) yang
bersumber dari harian suara merdeka (18 Oktober 18987) luas
hutan dan lahan vang terbakar di Sumatera dan Kalimantan
dalam kurun waktu April-September 1987 mencapai 1.714.000
hektar vang meliputi 570.000 hektar hutan produksi, 45.000
hektar kawasan konservasi, 798.000 hektar perkebunsan,
260.000 proyek lahan gambut, 30.000 hektar pembukaan areal
transmigrasi dan 1000 hektare daerah perdagangan.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa lingkungan
yang cukup rumit. Jika dalam pencemaran lingkungan akan bisa
dilacak industri atau kegistan mana yvang wmenjadi biangnya
sehinggs “polluters pay principle: bisa diterapkan. Dalam
Kebakaran hutan dan lahan, meskipun telah diidentifikasi
sejumlah perusshaan (terdapat 133 perusahaan Di Sumaters dan
Kalimantan) vang bergerak dibidang kehutanan dan perkebunan
memiliki potensi menimbulkan kebaksran hutan tetapi amat
sulit membuktikannya.

Berkaitan dengan itu Guru Bezar Hukum Pidansa
Universitas Diponegoro. Muladi mengstakan

"perlu dibentuk tim penyidik terpadu untuk mengatasi

kebakaran hutan karena akibat wusibah inl hamplir senmus

sendi-sendi kehidupan manusia terganggu. Karena kasusnva
sangat kowmpleks maka harus melibstkan para ahli vang

terksit, polisi, angkutan laut, kejaksaan dan aparat
lainnya. Selain bertentangan dengan Pasal 187 KUHP,

4 Pemerintah Daerah Tingkat I (Kantor Gubernur) Biro
Lingkungan hidup, tanggal 27 September 1997.




pembakaran hutan dan lahan Jjuda merupakan sikap mentél
yvang bertentangan dengan globalisasl 1 dan merupa#an
tindakan ~ yang memalukan baggsa. gpa yang terjgdg
cekarang ini jelas merupakan tindak pidana lingkungan' .
Berkaitan -dengan musim Kemarau yvang panjang tahun 1997
ini, Kepalsa Dinas Kehutanan Jambi Deddi Ruchyadi mengatakan
antara lain : "..Dinas kehutanan Propinsi Jambil telah
mengambil langkah-langkah pengamanan,. - Khususnya
mengantisipasi kebakaraan hutan dan .1ahan vang beberapa
waktu 1lzlu senpat terbakar. Upaya ‘pihak dinas kehutanan
Propinsi Jambi dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan
selama tahun ini dengan cara menghidupkan Poskolak
Dalkarhutla (Pos Komando Pelaksana Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan). Tindakan lainnya juga dengan melibatkan
setiap unsur terkait serta melibatkan masyarakat..”
Pemerintah disibukkan dengan masalah kebakaran hutan dan
lshan vyang te}ah menimbulkan kerugian vyang luar bilasa
besarnya bsagl negara, masyarakat, bahkan negara tetangga.
Sikap Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono
Kusumaatmadja vyang tegas kelihatannya mulai membuahkan
hasil. Departemen kehutaran kinl pun telah mengumumkan
perusahaan-perusahaan yang diindikasikan kuat sebagail
penyebab kebakaran hutan dan lahan.
Walaupun tidak setegas Sarwono, Menteri Pertanianpun

kini telah mengeluarkan.3urat ancaman berupa sznksi pidans

dan sanksi denda yang vyang ditujukan kepada para Direksi

5 Suara Merdeka, 18 September 1997.
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Pengusahaan Perksbunan untuk tidak melakukan pembakaran
1&haﬁ'mela1ui cara pembakaran (Sufat Menteri Pertanian Nomor
KB. 550/28B8/Mentan/VIII/1987 tertanggal 5 Agustus 199?}.

Dalanm masalahikebakaraan hutan dan laﬁén ini terdapat 2
Dua) aspek vang perlu mendapatkan perhatian secara suﬁgguh—
sungguh @ (1) aspek penegakan 3 (2) aspek penanggulangéan
(curative). Kedua saspek inilah vyang kelihat&nnya perlu
dikembangkan serta disempurnakaan agar masalah kebakaran
hutan dan lahan seperti sekarang ini tidak terﬁlané lagi
dimasa yang akan dafang:

Dalam kedua aspek tersebut, Penulis han?a meﬁbatasi pada
aspek penegakar hukunnya, terutama asﬁek pensgakan hukum
lingkungan yang dapat di}akukan melalul upaya pénegékan‘ di
bidang hukum administrasi, perdata ﬁaupun di bidang hukum
pidana.

Mengingsat dampak pencemaran kabut asap terhédap
kesehatan masvarakat, perekonomian negars, dan citra bangss
serta bagi pemerintah maka sanksi vang :diterapkan ?leh
pemerintah tidak hanya herups !sanksi administratif gaja
tetapi Juga diberlaquan sanksi pidana dan sanksi perdata
atas kerugian yang telah diderita masyarakat. Pihak-pihak
vang dirugikan -seperti maskapai penerbangan , masyarakat
konsumen Jjasa transportasi udars, dan masyarakat lainnva
vang mengalami kerugilan dapat mengajukan tuntutan ganti
kerugian terhadap - paras pelaku (perusahaan) vang terbukti

melakukan pembakaran hutan dan iahan.
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Berdasarakan hasil penelitian dilapangan, Gangguan kabut

agap di Propinsi Jambhi yvang terjadi tahun 1887 inl vyaitu

sejak akhir-Aéustus 1997 sampai dengan periengahan november
1997 cukup meluzs sehingga menganggu aktivitas wmasyarakat,
lalu lintas, penerbangan, angkutan Jjalan dan sungal Sérta
menyebabkan meningkatnya penyakit yang berhubungan dengan
saluran pernapasan dan paru-paru, bahkan gangguan assap
tersebut telah-ménjadi issue nasional maupun internasional.
Adapun luas Propinsi Jambi adalah 5.100.000 ha,. 57.,6%
(2,9 ha) dari luas tersebut adalah hutan yang dapat dirineil
sebagai berikut
a, Hutan lindung selﬁas 181.200 hsa
b. Hutan wisata 877.200 ha .
¢. Hutan Produksi tetap 1.073.100 ha
d. Hutan produksi terbatas 363.100 ha
e. Hutan konversl 442.728 ha.®
Dari luas tersebut yang telah dicadangkan untuk berbagail

peruntukan s=seperti PBSN, IR Trans sampal dengan awal

Agustus 1997 telah mencapai B600.000 ha. Ditambah lagi lahan

perkebunan rakyat diperkirakan mencapai 500.000 ha.
Berdagarkan hasil penelitian diiapangan, "' kasus

Pencemaran kabut asap yang terjadi di Propinsi Jambi vang

cukup parah terjadi pada tahun 1994. Hal tersebut sebagal

akibat dari pembakaran hutan dan lahan dalam rangka

6 Harian Independént, tariggal 20 September 1997.
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penyiapan lahan unntuk HTI, Perkebunan, Transxigrasi dan
iahar masyarakat. Pada tahun 1997 telah terjadi gangguan
asap yang sangat parah :vang dimulai sejak askhir Agustus

1897.

]

Walaupun Serdasarkan hasil pemwantauan Tiwm Penéendalian
Kebakaran Hutan dan iahan Nasional, dats HOT SPOT‘ ?ropinsi
Jambi menempati urutan ke-3 dengan areal kebakaran hutan
seluas 2.033,45 Ha, _pamun gangguan ‘asap tersebut 'baru
"dirasakan pada =khir Agustus 1987, Agibat gangguanh agap
tersebut transportasl darat maupun laut menjadi terganggu

akibat terhalang oleh pencemarin kabut ,asap sedangkan
|

transportasi udara untuk sementara ditutup.7.

Berdasarkan dari hasil penelitian Penulis di lapangan
pada zkhir tahun 1897 dapat diketahui bahwa

a. Beberaps perusahaah perkebunan masiﬁ melakukan kegiatan
penbakaran limbah vegetasil dalanm penyiapan lahan tanpa
izin.

b. masih terjadi kebakaran qalam tanah gambut di lokasi
1ahan usaha I Transmigrasi Kumpeh Ulu Kabupaten Dati II
Batang hari. |

¢. Masyarakat dalam penyiapan kebun/ladang masin menggunakarn

pemnbakaran.
Untuk mengantisipasi timbulnva kebakaran pada - setiap
nusim kemarau vang telah menimbulkan dampak merugikan baik

bagi negara Indonesia maupun negara tetangga , pada Rapat

7 Harian 3riwijaya Post, tanggal 25 Septembér 1987.



Koordinasi Ekuwasbang dan Indag tanggal 4 Qktoheri 1984 dan
27 Pebruari 1935 didapat kesepakatan untuk menunjuk Menterl
Negara Lingkungan Hidup sebagai koordinator pengendalian
. kebakaran hutan dan lahan. Hal ini ada kaitannys dengan
tugas pokok dan fungsi Meneg, Lingkungan Hidup untuk
mengkoordinasikan kegiatan seluruh Instarnsi Pemerintah vyang
berhubungan dengsan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan
ketentuan UU No. 14/1882 (sekarang UU No.28/1997).8

Sebagai tindak lanjut penanganan masalah te:sebut; Meneg
Lingkungan Hidup melzlui Surat Keputusan No. 18/3/1997 telah
membentuk Tim Koordinasi Hasional Pengendalian Kebakaran
Lahan vang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil
instansi pemerintah yang terkailt. Instansi. (lembaga)
pemerintah vang terkait tersebut meliputi = instansi
Kehutanan, Instansi Pemda TK I, Pemda TK II. Instansi
Transmigrasi, Instansi Perkebunan, Instansi Kesehatan,
Instansi Kepolisian dan lain-lain.

| Ganggguan kabut asap di Propinsi Janmbl éebelumnya
beberapa tahun yvang lalu pernah terjadi ﬁ&mun tidak seﬁérah
dengan = vang terjadi pada pertengahan tahun 1997 Kejadian
pada tahun 1987 ini merupakan kejadian terpar°1 pada dekade
terakhir ini. Kabut asap vyang terj&di berasal .dari

, pembakaran hutan, kayu dan limbah saat land clearing di

8 Laporan Kegiatan Tim Koordinasi Nasionsal Perigendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 19987, Bapedal, September
1997, hal.Z.
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lokasi

perkebunan,

hutan

tanaman

industri

(HTID,

transmigrasi dan pembukaan ladang oleh penduduk setempat.

TABEL

3

Data Hasil Laporan Adanya Titik-titik Panas {Hot Spot)

Yang terpantau Satelit NOAA sejak 1 Agust¥15 Sept 1887

NO. Perusahaaﬁ Daerah Rebakaran Prosentase
Hutan dan Lahan
1. 17 perusqhaan Sumatera Selatan 13 7
2. 20 perusahaan| Jambi 15 %
3. 12 perusazhaan| Kalimsntan Selatan g %
4, 35 perusahaan| Kalimantan Tengah 28 %
5. 16 perusahaan| Kalimantan Timur 12 %
B. 14 perusahaan| Kalimantan Barat 11 %
7. 19 Perusahaani Riau 14 %
133 perusahaan 100 %
Sumber Republika, 21 September 1997.

Dari Tabei di atas berdasarkan data hasil laporan adanya

titik panas yang terpantau satelit NOAA sejak 1 Agustus

15

pembakaraan

merupakan
daerah

titik

September

lainnya.

panas

1997
hutan

daerah

vang

dan

kebakaran

ada 133

lahan.

terpantan s

perusahaan

yang

Daerah Kalimantan

terbesar

atelit

NOAA

dibandingkan

Berdasarkan laporan tersebut dari

terdapat

s/d

melakukan
Tengah
dengan

adanya

133

perusahaan. belum lagili dihitung daerah-daerah lain seperti

Padang,

Bengkulu, Lampung dan Daersh Sumatera lainnya

hasil pemantauan satelitnys belum dilaporkan.

Walhi

memperjuangkan

Kebakaran

selama

hutan dan Lahan yang terjadi sekarang ini,

persoalan

ini dixkenal sebagail salah satu

lingkungan

hidup.

vang

LSM vang

Terhadap

Walhi
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mnendesak Pemerintah agar menyeret pengusaha vang mnelakukan
pembakaran hutan ke pengadilan. Emmy Hafild, Direktur walhi
mengatakan:

“Dalam hal ini pemerintah seharusnya biss mengambil
tindakan tegss atas pelanggaran yang dibuat pengusaha,
pukan hanya memberikan zanksi administratif gseperti
pencabutan izin, tetapl Jjugsa para pengusaha tersebut
harus diseret ke pengadilan. Upaya ini perlu dilakukan
untuk menegakkan peraturan sekaligus bisa menjadl proses
edukasi bagi kalangan pengusaha untuk tidak mengabaikan
peraturan yvang ada. Kegiatan pengusaha yang menyebabkan
terjadinya- kebakaran hutan bissa diartikan sebagail
tindakan melakukan kejahatan lingkungan. Karena ini
merupakan tindakan kriminal, maka pihak kepolisian
seharusnyva tanggap memeriksa peggusahaJpengusaha ini dan
menyeret mereka ke pengadilan”. '

Dalam paéal 27 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan sernua
orang mempunyail kedudukan vang sama di muks hukum maupun
pemerintah. Beranjak dari pasal tersebut sudah éeWajarnya
apabila para pemilik  hak pangugahaan Hutan (HFH) hafus
dikenai sanksi pildana waupun perdata dalam kasus kebakaraﬁ
hutan belakangan ini.

Untuk tegaknya hukum seharusnya tidak hanya pemilik HPH
kelas teril vyang diperingatkanl Namun mengacu ‘pada Pasal
tersebut, Menteri kehutanan harus berani mengambil tindakan-
tindakan vang tfegas terhadap semua. penegang HPH vang
terbukti melakukan tindak pidana‘lingkungan hicup.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kita butuh Undang-

undang tentang perlindungan hutan untuk mengatasi masalah

9 Emmy Harild, Direktur Walhi, “Pembakaran Hutan
Merupakan Kejahatan Lingkungan”, Dalam Harian Republika,
tanggal 22 september 1887.
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kebakaran hutan, karena UU khusus perlindungan nutan déri
bahaya kebakaran belun ada.10 Tetapi Jika orang melihat
berbagal peratbturan perundangan tentang hutén di Indonesié,
vang antarsa 1sin mengatur hak dan -kewajiban di bidang
kehutanan, boleh dikatakan bahwa hukum tentaﬁg perlindungan
hutan sudah cukhp banyak.

Berdasarkan hukum vang berlaku, perbuatan para
pengusaha perkébunan, pemegang HPH, atau pengusaha HTI vang
melakukan pembakaran hutan, dapat dikualifikasikan sebagal
tindak pidana 1ingkungan hidup. Untuk perbuatan itu telah
disediaskan sanksi hukuman oleh Undang-undang lingkungan
hidup vyakni Undang-undang Nomor 23 tahun 1887 tentang
Undang—undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. |

Pemerintan memang cukup mampu membuat oroduk-produk

perundang—undangam, tetapi pada tahap penegakannya (rule

enforcement), kKhususnya penegakan hukum lingkungan terhadap
pencemaran kabut  asap belum gepenuhnya diterapkan
sebagaimana yang diatur dalam perundang—undaﬁgan. Dalam
‘penerapannya ganksli vyang dijatuhkan tidak sesual dengan
kesalahan vang dilakukan oleh para perusahaan yzng melakukan
pembakaran hutan (kejahatan lingkungan) padahal akibat vang
ditimbulkannya sangat berbahaya dan kerugian yvang tidak

terhingga bagil masgvarakat.

10 Harian Kompas, tanggal 13 Agustus 1897.
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Dibandingkan dengan Undang-undang lingkungan hidup
negara-negara lain, UUPLH Indonesia lebih kerés dan tégas,
dengan mencantumkan_sanksi yvang bersifat administrﬁ%if,
perdata dan pidana secara komulatif seyogyanya sanksi-
sanksi tersebut diterapkan sebagaimana mestirya, tanpa
melihat apakah saﬁksi administratif atau sanksi' pidana
vang 1lebih efektif, karena sesungguhnysa masiﬁg—masing
ganksi itu mewpunyail konsekuensi dan ftujuan sendiri-
gsendiri. Walaupun dalam penerapannya timbul'kendala, .makﬁ
perlu diadakan penyempurnaan dalam perumusﬁn dan penegakan
hukum masing—masing sanksi tersébut, %tidak menggunékanhya
atau digunakan secara parsial dan dilékukan secara
SenQiri—sendiri oleh masing-masing aparat:penegak hukum,
tanpa melalui pendekatan yang berisi integratif, seperfi
vang selama ini terjadi.ll

Kalangan DFR Jambi varg diwakili oleh wakil ketua
komisi IV DPR Imam Churmen mengatakan antara laiﬁ:
" . siapapun pembakar hutan vang menyebabkan iolusi  asap
dibeberapa kota, perusahaan apapun dan milik siapapun,
jika benar-benar melanggar norma hukum dan merugikan
kepentingsaan uamuam, apalagi menodai hubungan bilateral

dengan negara-negara tetangga, harus ditindak tegas sesusl

dengan peraturan..”

11 Idem.
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Selanjutnya kepala Biro Humas Penda Jambi, Fuad M.
Yusuf mengatakgn sebagail berikut ¢ "...Gubernur Jambil
Abdulrshman Sayuti felah menegaskan agar mengambil
tindakan tegas jika benar ditemukan adanya unsur
kesengajaan pembsakaran hutan berlatar béiakang persaingan
bisnis di daerah ini. Kita tidak akan mentolelir kesalahan
terhadap pelaku yang terbukti melakukan pembakaran hutan
dengan sengaja, karena telah menimbulkan berbagai dampak
kesehatan dan roda perekonomian..”

Berdasarkan hasil penelitian Perulis di lapangan,
tindakan konkrit vang dilakukan terhadap para pelaku
(perusahaan) vang melakukan pembakaran hutan sebenarnya
sudah ada yvakni dengan ditahannya beberapa orang pelaku
yang tertangkap melakukan pembakaran di Kabupaten Batang
Hari Jambi. Namuﬁ dalam realisasinya sampal saat sekarang
ini perkaranya’tidak pernah diajukan ke sidang pengadilan

negeri.

Sejalan dengan keinginan masyarakat di daerah

Propinsi Jambi vang merasa terganggu oleh adanvea
pencemaran kabut asap terseout, maka mahasiswa Universitas
Jambi vang sedikitnya 100 orang mahasiswa yang tergabung
dalam forum mahasiswa perduli lingkungan (FMPL), melakukan
unjuk rasa dengan mendatzngl Kantor DPR TK I Jambi
menuntut agar pihak yang berwenang seceﬁhtnya mengambii
tindakan tegas kepada perusahaan yang diketahui melakukan

pembakaran hutan dan 1ahan.12

17 Wawancara dengan Imam Churmen, anggota DPRD I Jaﬁbi.
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~ Mengenai meluasnya  kebakaran hutan dan lahan vyang
terjadi di selurun wilayah Propinsi Jambil Vahg meliputi 35

daerah Lkabupaten maka dapat dilihat pada ' tsbel berikut

ini.
TABEL 4
Luas Lokasi Kebakaranrﬂutan dan Lahan
Di Propinsi Jambi
No Daerah Kebakaran Luas/Hektar Persentase 1
Hutan
1. Kab. Tanjung Ja- 3.200 28 %
bung
2. Kab. Bungo Tebo 2.500 22
3. Kalb. Batang Hari 2,700 24 %
4, Kab. Bangko 2,050 18 %
5. Xab. Kerinci gqQg 8 &
11.500 100 %

Dari tabel diatas terlihat daerah kebakaran hutan
vang paling luas terdapat di Daerah Tanjung Jabung seluas
3.200% Hektar. Meluasnya kebakaran hutan di daerah ini
karena tanahnya terdiri daril tanah bergambut (tanah rawa-
rawa) vang mudah sekalil terbakar sehingga sulilt untuk
dipadamkan karena apinys merambat melaluil bawah tanah
sehingga dari atas tanah tidak terlihat adanya  kebakaran

padahal dibawah tanah apinya masih.
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1. Penegakan Di Bidang Hukum Aministrasi Terhadap
Pencemaraan Kabut Asap Akibat Kebakarén Hutan dan Lahan
Di Propinsi Jambi.

Mengenai penegakan nukum terhadap 20 Perusshsaan
(korporasi) vang melakukan pembakaran hutan sehingga
mengakibatkan terjadinya pencemaran kabut asap di Wilayah
Propinesi Jambi, oleh Pemerintah telah diambil tindakan-
tindakan berupa sanksl administrasi.

Sanksi administrasi ini telah diatur dalam Undang-
undang Pengelolaan lingkungan Hidup yakni dalam UU No. 23
tahun 1887 dalam pasal 25 s/d pasal 27. Pada Pasal 23
Undang-undang Homor 23 Tahun 1997 dinyatakan :

(1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I berwenang me lakukan
paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usahs
dan /atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri

terjadinya pelanggaraan serta menanggulangi akibat
vang ditimbulkan oleh suatu pelanggaral, melakukan
tindakan penyelamatan, penanggulangan cdan Jatau
pemulihan atas beban blava penanggung jawab usaha
dan Jataun kegiatan, kecuali ;ditentukan lain
berdagarkan undang-undang. ' :
(2) Wewenang sebagaimana dimaksud padsa ayat (1), dapat
diserahkan kepada’Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah
Tingkat II dengan Peraturan Daerah Tingkat'l.

(3 Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau
pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diganti dengan pemnbayaran sejumlah wang tertentu.

gelanjutnya pada pasal 27 Undang-undang Ho. 23 Tahun
1997 Jjugsa disebutkan

(1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi ganks=il berups
pencabutan jzin usaha dan/atau kegiatan

(2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut:
izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat vang
berwenang

(3) Pihak vang perkepentingan dapat mengajukan permohonan
kepada pejabat vang berwenang untuk mencabutl izin
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usaha dan/ atan kegiatan karensa merugikan
kepentingannya. :

Dari Pasal 2% dan 27 UY tersebut di atas dapat
disimpulkan ada 3 Jjenis sanksi adwministrasi terhadap parg
pelaku kejahatzn lingkungan yailtu
1. Paksaan pemerintah (peringatan atau teguran keras ),

dapat berupsa

- tindakan.untuk mencegah pelanggaran

_ tindakan untuk mengakhiri pelangdaran.

- tindakan menanggulangil akibat vang ditimbulkan

- tindak penyelamatan

- tindakan pemulihan.

Yang kesemuanya, dibebankan kepadsz penanggung Jawab

usgaha/kegiatan (perdsahaan).

i~

Pernicabutan izin usaha dan atau kegiatan

Bentuk sanksi administrasi tertinggi adalah pencabutan

izin untuk melakukan usaha dan atau kKegiatan. Dalan

UUPLH ketentuan sanksi administragi berups pencabutan
izin dalam pasal. 27.
3, Uang paksa
Pembayaran uang paksa ini dilakukan guna pencegahan dan
penanggulangan maupun pemulihan terhadap lingkungan
(pencemaran kabut asap}l
Berdagarkan hasil penelitian penulis dilapangan, bagil
‘pihak pemerintah, hal vyang sangat krusial dalam hal
tindakan terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran

hutan dan lahan adalah sankéi nukum administrasi yakni



menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin prinsip ataupun
pencabutan izin pemanfaatan kKayu (IPK). Bahkan, lebih Jjauh
lagi dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun-.1995
tentang Perseroan Terbatas (PT) dimana =alah satu pasalnys
menvebutkan, bahwa pelaku 7 pembakaran hutan dapat
diklasifikasikgn sebagai tindak kejahﬁ%an korporasi. Sebab
kejahatan itu mengandung dimensi ekonomi, vang semata-mata
berorientasi pada keuntungan belaka (profit) serta
kebebasan dunia usaha. | ‘

Di Propinsi Jambil yang meliputi lima daerah tingkat Il
dan satu daerah Kotamadya, dan lima daerah tingkat II
diantaranya diindikasikan sedikitnya 20 perusashaan vyang
melakukan pembakaran hutan dan lahan. Adapun 20 perusahaan
yvang diketahuil melakukan pembakaran hutan itu antara
lain : PT Bahari Gembira Ria, PT Sylvia Gama, PT /batang
hari Sawit Sejahtera, PT Betaling Bungo Gading, Pt Komsa
sang Rimba Raya, PT Sukses Maju Abadi, PT Telentang bungo
raya.

Kepala Dinas Kehutanan _Jambi, Dedi Ruchayvadi
menegaskanr sebagai berikut : " . .terhadap 20 perusahaan
vang diketahuil melakukan pembakaran hutan telah ada
beberapa perusahaan yang telah diberikan sanksil berupa
sanksi pencabutan izin pemanfaatan kayu. Selain itu Jjuga
dikenai sanksil denda terhadap PT Wahana Perintis Jambi
sebesar Rp 3 Milyar kar=zna terbukti melakukan pembakaran

yang akibatnya api tersebut nmenyebar kepemukiman penduduk

1L&



selain itu Jjuga tidak mengindahkam batas pelaporan
kebakaran hutan...”

Gubernur Jambi, Abdulrahman Sayuti Jjugsa telah
memperingatkan/teguran Keras terhadap 20 perusahaén vang
diketahui melakukan pembakaran hutan hinéga menyebabkah
pencemaran kabut asap untuk tidak lagi melakukan
pembakaran hutan. Mezkipun sudah ada pefingatan dari
pemerintah untuk menghentikan praktek pembakaran bagi
perusahaan vyang melakuken pembukaan lahan dengan‘ﬁoara
pembakaran, namun hal ini terus saja terjadi.

Menurut Penulis peringatan/ ancaman tersebut hanyalah

gertakan saja dari pemerintah untulc menakut-nakuti

pengusaha karena selama ini tindakan pamerintah hanva.

menjatubhkan sanksi hukun sdministrasi saja : tanpa adanya
menjatuhkan sanksi perdata dan pidans. padahal a@a
indikasi perbuatan kolusi antara oknum pemerintah dengan
para pengusaha yang melakukan pembakaran hutan. Sehingga
yang seharusnya terhadap perusahaan tersebut diajukan ke
muka sidang pengadilan untuk nempertanggungjawabkkan
‘perbuatannya namun nyatalah hal ini hanyalah Jjanji-janji
politik belakas dari pemerintah yang dalam kenvataannya
tidak pernah dilaksanakan.

Untuk 1lebih Jelasnya mengenal sanksi vang telah
dijatuhkan oleh pemerintah dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.
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TABEL 5

ganksi Yang Dijatuhkan Terhadap 20 Perusahaan vang

melakukan pembakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Jambi

No.| Penegakan Hukum sanksi Yang Dijatuhkan
1. |Di Bidang hukum 1. Peringatan/teguran keras
Administrasi 2. Pencabutan Izin peman-
faatan kayu (IPK)

3. Dikenakan Denda
2. |Dibidang hukum

Perdata belum ada diajukan Ke PN
3. |Di bidang Hukumn (di Medan sudah ada diadili)
Pidana pelum ada diajukan ke

sidang pengadilan

Dari £abel di atas jelaslah bahwa dalam penegakan
nukum  lingkungan sanksi vang dijatuhkan - hanya sebatas
sanksil administrasi saja yaknil berupa peringatan/teguran
keras dan pencabutan ;zin pemanfaatan kayu. Dari 20
perusahaan tersebut sanksil yang paling_banyak dijatuhkan
adalah sanksi berupsa peringatan/teguran kefas (12
perusahaan), sanksi pencabutan Izin pemanﬁaatan kayu (B
perusahaan) dan 2 perusahaan dikenakan pemnbayaran péksa
denda sebanyak 3 milﬁar. Sedanghkan penegakan di bidang
hukum perdatsa: dan hukum pidana belum dijatuhkan
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomer 23 tahun
1997. Dari hazil wawancarsa penulis_kendaia yvang diteﬁﬁi
oleh aparat huokum ialahAsulitnya untuk membuktikan adanva

kesalahan darl para pengusaha.



Henurut- penulis adanya kesulitan untuk mémbuktikaﬁ
kesalahan dari pelaku (perusahasan) ini sebenarnya hanyalah
rekayasa belaka dari aparat 'keamananl Tidak .dépﬁtnya
pengusaha diajukan'ke pengadilan dikarenakah adanya suatu
permainan kolusi antara aparat hukun (birokrasi)= deng#n
pihak perusah%an, sehingga perkaranya diblarkan begitu
saja tanpa adanya tindak lanjut untuk di proses ke sgidang .
pengadilan.

Dilihat dari konteks - hukum di atas, maka éud%h
sewajarnya pemerintah untuk bertindak Pl 5&4&1Ca;5
proaktif, mengambil langkah-langkah vang konkrit dengan
cara menindak tegas para pelaku pembakar hutan gertsa
menveret mereka ke pengadilan dan atau mencabut izin usaha
bersangkutan.

Perihal sanksi administrasi yang‘menyangkut pencemaran
lingkungan, Qi samping telah diatur dalam UU No. 9 tahun
1988, diatur pula dalanm Surat Edaran Menterl Negara
Kependudukan dan lingkungan hidup RI1 No.
03/SE/MENKLH/6/1887 tentang prosedur penanggulangan kasus

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang memberikan

kemunigkinan ditetspkannya zanksi administrasi sementara
atau pencabutan izin yvang hersangku=an oleh
13

Bupati/walikotamadyap

13 M. Arief Nurdu’'a dan Bursyam 8. Sudharsono, “Hukum
Lingkungan, Perundang-Undangan Serta Berbagai Hasalah



Dengan disturnya =anksi administrasl vyang dapat

dijatuhkan oleh Bupati/Walikotamadys Kepsala Daerah Tingkat

"II di dalam Surat Edaran Menteri EKLH dan peraturan

pemerintah ter§ebut di atas, kehungkinan dalam praktek
akan £erjadi penerapan sanksi yang‘berbeda antara sanksi
yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim
Pengadilan Taﬁa Usaha Negara dengan keputusan
Bupati/Walikotamédya kepzla daerah tingkat II yang secara
yuridis Jjuga diberil wewenang untuk menjatuhkan sénksi
administratif. Sebab Hakim Pengadilan Ta?a Usaha HNegara
juga diberl wewenang untuk menjatuhkan .putusan {vonis)
berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
misalnya sesuai dengan apa yang diatur dalam UU No 5 tshun
19868 yang secars Khusus mengatur tentang. renvelegaian
sengketa administrasi dan atau peraturan lainnya. Dengan
adanya Undang-undang lingkungan hidup vang baru ini maka
proses penyvelesaian hukum administratif mengenat
pencemaran lingkungan (pencemaran kabut asap) kebijakannya
diserahkan kepada pemerintah setempat.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Maﬁ%yur Kartayasa
menjelaskan sebagail berikut : "...Eerusahaan vang
melakukan pelanggaran terhadap lingkungan ini dapat

dijatuhi sanksi adminiztratif berupa pencabutan izin usahsa

.o Continued, ..

Dalam Penegakannya, Penerbit, FP7T. Citra Aditysa Bakti.
Bandung, 1983, hal. 50,



atau kegiatan. Dalam hal ini kepala daerah dapat
mengajukan usul untuk mencabut izin usaha atau kegiatan
kepadsa pajabat yang.berwenang. RKetentuan ini didasarkan
atas asas hukum administrasl bahwa pejsbat yang berwenang
menerbitkan izin adalah juga pejabat vang berwenang
mencabut izin..."

Selama ini timbul persoalan tentang keefektipan
penerapan sanksi pidana dan perdata dalamipenegakan hukum
lingkungan khususnya terhadap pencemaran kabut asap. iOleh
warena sejak UUPLH ditetapkan, pemerintah Daerah Propinsi
Jambi lebilh banyak melakukan tindakan-tindakan yang berupa
sanksi administrasi dari pada penerapan sanksi pidana dan
sanksi perdata  terhadap perusahaan 'éebagai7' pelaki
kejahatan lingkungan.

Dari hasil penelitian Penulis terhadap béberapa orang
respondent  (aparat ‘pemerintah), dalaﬁ kenyataannva
kebijakan Pemerintah Daerah- Propinsi Jambi '.yang
menjatuhkan sanksi administrasi tersebut kurang membawa
hasil yang  diharsapkan sesuai dengan tujuan: dalam
pengelolaan lingkungan hidup, gehingga Pemerintah
dipandang perlu untuk bertindak tegas terhgdap para pelaku
(perusahaan) sebagail pelaku kejahatan lingkungan
(pencemaran kabut asap).

Menurut Penulis, kebijakan pemerintah untuk menindak
tegas dengan cara mengajukan ke sidang pengadilan terhadap

pelaku (perusahaan) yang terbukti melakukan pembakaran



‘Sundari

%

Kebijakan..pemerintah urntuk bertindak tegas terhadap
para pelaku perusakan lingkungan hidup dan pencemnaral
lingkungan hidup menunjukkan suatu citra,'bahwa pemerintah
perlu memperhatikan persoalan lingkungan hidup tersebut
dan tidak mengutamakan kepentingan para perusshaan yang
melakukan pembakaran hutan, gebagal pihak vang potensial
melakukan perusakan dan pencewmararn.

Penerapan sanksi pidana sebagai salah satu sanksi yvang
terdapat dalam UUPLH, tidak dapat begitu =saja dikehakén
kepada para perusak dan pencemar lingkungan hidué. Karena,
dari beberapa kasus yang diajukan ke pengadilan, sebagian
besar pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana, sehingga
muncul pendapat, antara jain dikemukakan oleh 3iti
14 Guru besar Fakultas Hukun Unair, “hahwa

penerapan sanksi administratif sebenarnyva lebih efektif

dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dalam

menanggulangl pencemaran lingkungan (pencemaran kabut
asap).
Dari gsejumiah liputan media massa menunjukkan,

sedikitnya 133 perusahaan vang diduga telah melakukan
pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Namun
demikian, yang amat diseszlkan, dari sejumlah serusgahaan—

perusahaan diketahui melakukan pembakaran hutan tersebut

14 Siti Sundari dalam harian RKompas, tanggéi 5
Pebruari 1892.
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belum ada. yvang memberikan carnyataan tertuiis berkeberatan
stag tuduhan telah melakuxan pembakaran hutan (kalaupun
ada hanya 2 atau 3 perusahaan yang melakukan bantahan).
Sedangkan tindakan‘ penerintah hanya mengambil findakan
dengan mencabuﬁ izin (IPK) sementara sejumiah pefusahaan;
Selama ini tampaknya yahg baru dilakukan hanya. sebatas
sanksi administrasi sedangkan sanksil perdafa‘dan pidané
tidak diterapkan. Tentunya hal ini tidak éejalan dengan
ketentuan vang diatur dalam Undang-unaang Nomor 23 fahun
1997 vyang dengan tegas mengatur sanksi hukum vang berat
maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal sebanyak Rp
750 juta terhadap perusahaan yvang melakukan pencemaran
lingkungan (pencemaran kabut asap).

Menurut penriiiis dangan adanya ketidak tegasén
pemerintah daeréh Jambi dalam melakukan penegakan hukﬁm
lingkungan pencemaran kabut agap) tentunya ada yang tidak
heres antara lpengusaha (korporasi) dengan birokrasi
pemerintahan yang £idak terlepas dari koldsi. Kolusi vang
terjadi antara para pelaku (perusahaarn) dengan aparat
hukum (birckrasi) nampaknya sudah merupakan suatu hal
sudah biass dilakukan dan telah membudaya dﬁlam kehidupan

mereka sehingga sulit untuk dihilangkan.
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2. Penegakan Di bildang Hukum Pidana Terhadap Pencemaran
Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan lahan di Propinsi
Jambi.

Ketentuan pidana daiam Undang-undang Nomor 23 Tahun
1997 diatur dalam Pasal 41 s/d 48. Maksud ditetapkannya
ketentuan pidana dalan undang-undang ini adalah untuk
nenunjang dilaksanakannya sanksi-sanksi lain sepertil
gsanksi perdata éan sanksi pidana.

Ancaman pidana yang ditetapkan oleh UUPLH terﬁadap
ziapa saja, balk perorangan ataupun badan hukum seperti
perusahaan vyang melakuksn perbuatan vang me;éakibatkan
pencemaran dan/ atau peruzakan lingkungan mala diancam
dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara
dan denda maksimal Rp 500 Juta. Sadangkan ancaman terhadap
pelaku untuk tindak pidana lingkungan yang méngakibatkan
mati atau luka berat diancam dengan pidana penjara
maksimal 15 tahun dan denda Rp 750 juta (pééal 41 UU Nomor
23 tahun 1997).

Kalau melihat ancaunan hukuman yang terdapat dalﬁm
pasal 41 UUPLH; ini, sangat Dberat terutama  ancaman
dendanya dibandingkan dengan ancaman yang ﬁerdapat' dalam
UUPH vang lama (YU Nowmor 14 tahun 1882). Pada UUPLH vang
baru ini ancaman hukuménnya maksinal 15 tahun dap denda
naksimal sebanyak Rp 750.000. Dalan kaitannya d=ngan kasus
pencemarsn kabut asap vang disebabkan cleh pembakaran

hutan dan lahan oleh perusahaan, maka terhadap ancaman



hukuman yang tinggl (sanksil pidana ) dan dehda vang tinggi
ini, belum diterapkan sebagalmana vang diharapkan Galam
ketentuan Undang-Undang Nowor 23 Tahun 1897.

Dari hasil wawancara Penulis terhadap beberapa orang
responden (aparat Kejaksaan dan Hakim) dilapangan:
ternyata penegakan di bidang Hukum Pidana terhadap kasus -

pencemaran kabut =&sap ini belum diterapkan sebagaimana

yang diatur dalam Kketentuan hukum lingkungan. Belum
diterapkannya ketentuan sanksi pidané tersebut
dikarenakan tidak adanya (keengganan) laporsn perkara

pencemafan kabut asap dari dari pihak .yang dirugikan
(masyarakat) terhadap pihak Kepolisian - Jambi  untuk
menuntut perusahaan vang mengakibatkan terjadinya
pencemaran kabpt asap sehingga banyak korban vang
menderita penvakit pernapasan dan di rawat di R:&U Jambi.
Dalam kaitannya dengan penegakan hukum linegkungan di
bidang ﬁukum pidara, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Mansur
Kartayasa mengatakan sebagail berikut : “...Perusahaan yang
melakukan pembabakaran hutan dan lahan dapat saja
dikenakan sanksi hukum pidana. Tindak pidana jenis ini
merupakan tindak pildana materiil, -unsur kausalitag harus
dibuktikan. Sedangkan tindak pidana lingkungan vang
terkait dengan izin, tindak pidana Jenis ini terjadi
dengan terlebih‘ dahuly melanggar ketentuan dalam izin
usaha dan atau kegiatan. Untuk findak pidana lingkungan
jenis 1ini, vang merupakan tindak pidana formil, unsur

keusalitas tidak perlu dibuktikan. ..
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Segzuai dengan sewmakin kompleksnya masalah pengelolaan
lingkungan hidup khﬁsusnya dalam kaitan- dengan tindak
pidana di bidang lingkungan hidup seperti pembuangan
1imbah ke sungai, perusakan lahan dan tindakan pembakaran
hutan dan lahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran
kabut asap vyang semakin memprihatinkan, maka selain
Penyidik Pejabat Polisi Negara Repubiik Indonesia,
terdapat pula penyidik lain.

Penegakan hukun lingkungan sampal saat inil ﬁasih
menjadi masalah yang krusial dan dilematis. Adanya ﬁukum
(sanksi) administrasi, perdata dan pidana, ternyata beluﬁ
dapat mengatasi findak pencemaran dan perusakan
lingkungan. Hal ini dapatlt kita lihat pada'kasus terjadinysa
pencemaran kabut-asap yang terjadi di Propinsi Jambi vyang
diakibatkan oleh peﬁbakaran hutan dan lahan oleh
perusahaan yang.dimuat diberbagai media, dilapdfkan oleh
masyarakat vang merasa dirugikan, ﬁetapi‘ Jarang
" diantaranya dikenai tiﬁdakan hukum.

Sebagai contoh, ada satu kasus yang diajukan secara
pidana ke Pengadilan HNegeri Sidoarjo,r vaitu kasus
pericemaran kali Brantas. Tetapi terhadap terdakwanvya tidék
dikenail sanksi pidana, karena Jaksa tidak berhasil
membuktikan perbuatan terdakwa termasuk &alam_ katego?i
tindak pidana lingkungan. Demikian pula beberapa perkara
yang diajukan secara perdata, misalnya kasus pencemaran

Dukuh Tapak di Semarang, dalam kasus ini pihak pengusaha
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gselalu dimenangkan sedangkan masyarakat vang dirugikan
tidak bisa berbuast apa-apa.

Melihat permasalahan dalan penegakan hukum lingkungan
tersebut, perlu dilakukan fungsionalisasi .berupa ﬁsaha
untuk lebih mengefektifkan perangkat-perangkat hukum, baik
hukum pidana% perdata maupun administrasi‘ éntuk gsecara
bersama dan Bahu nembahu mengatur pengelolaan lingkungan
hidup dengan sebaik-baiknya.

Menurut Muladi,15 fungasionalisasi itu juga beréifat
prospektif karena di dalamnya mengandung kritik terhadap
kekurangan-kekurangan hukum positif yang berlaku,
dikaitkan dengan kebutuhan hukum mas&arakat yang
berkembang atas dasar praktek penegakan hukum yang sudah
terjadi, serta perkiraan-perkiraan yang dibutuhkan di masa
datang. Apalagi bagi hukunm pidana, fungsionalisasi
merupakan suatu hal vang sangat penting, mengingat
kepentingan umum Vang nendak dilindungi sangat besar,
sebab tidak han?a menyangkut kepentingan masyarakat dan
negarsa serta kepentingan lain vyang tercahup dalam
pengertian lingkungan dalam UU NHo. 23 Tahun 1997, vyaitu
kesatuan ruang dengan Semua benda, daya, keuadaan, dan
makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan

perilakunya, vang mempengaruhi kalangsungan perikehidupan

15 Muladi, "Aspek-Aspek Hukum Pidana Yang Berkaitan
Dengan Easus Pencemaran Lingkungan", Makalah Undip,
Semarang, tanpa tahun.



dan kesejahterasn manusia gerta makhluk hiduﬁ lainnya.
Pada pertengaﬂan Novenber 1980 yang 1alu. Himpunan
Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pidana Fakultaé Hukum Undip,
menéadakan Diskusi Panel dengan tena “Penegakan Hukum
Lingkungan dalam Prespektif Hukum Pidana". I.S. Susanto,
Salah satu pembicara da}am diskusi Panel itu, ményoroti
terjadinya pergeseran dan perubahan masyaraksat agraris ke
masyarakat Industri dan perdagangan, se?ta ‘ meluasnya
peranan dan kedudukan korporasi dalam kehidupan: ekdnomi
dan soszsial sebégai penyebab utama timbulnya perusakan dan
pencemaran lingkungan hidup. |
Dikemukakaﬁ Susanto, tujuan utama didirikannia
korporasi adalah mencari keuntungan {yvang sebhesalr-
besarnya). Akibatnya, persaingan vang be};ebihan dalaml
nerebut dan menguasail pasar, dapat mendorong Korporaéi
melakukan perbuatan itu antara iain berupa usaha untuk
menekan biéya produksi serendah-rendahnya, dapat mendorong
korporasi untuk melanggar Larbagal Peraturan seperti tidak
mengolah limbah zebagaimana mestinva, pencemarén udarsa,
lingkungan kerJja yang pburuk/tidak sehat,'méngambil ‘hasil
alam, laut dan hutan tanpa memperhitungkan kerusakan dan
kelestarian lingkungan. Contoh dari kasus itu misalnya

kasus Minimaté di Jepang, Cherncbyl di Rusia dan Bhopal di

India vang menewaskan ribuan orang dan ratusan ribu



lainnya mengalaml cacal seumur hidup.18

Karena pelanggaran peraturan lingkungan hidup itu
lebih sering dilakukan korporasi, maka Susanto
menginginkan adanya pertanggungjawaban korporasl Secara
pidana. Memang pertanggungjawaban korporasi dalam bidang
hukum perdata dan administrasi sudah dikenal cukup lama di
Indonesia, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi
kurang dikenal dalam praktek hukum negarsa kita, walaupun
kemungkinén untuk 1tu terdapat dalam UU tindak pidana
ekonomi.

Bagaimanapun aspek negatif vyang ditimbulkan oleh
kejahatan korporasil, vang jelas kejahgtan korporasi memang
sulit untuk dibuktikan. Dalam pada itu perlu dikemukakan
beberapa kendala yang dihadapi dalam mengungkap kejahatan
korporasi. Pertama, vaitu kurang pengalaman dan
pendidikan vang memadai dari kriminolog bertalian dengsan
pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Di samping itu,
permasalahan yang dihadapi bercampur aduk. dengan suatu
kompleksitas ekonomi dan politik, dimana para kriminolog
belum berpengalaman sebelumny=a. Kedua, adanya kesulitan
untuk memperoleh data, bukan saja dari‘ korporasi
(perusahaan) yaﬁg versangkutan, tetapl Juga dari 1emba§a*
lembaga vang : terlibat dalan pengavasan -terhadap

permasalahan (kejahatan) karporasi.

16 Eddy Rifai, dalam Suara Merdeka, tanggal 20
Desember 1993. o L o
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Secara Tformal tindak pidana4lingkunganw hidup (TPLH)
baru diperkenalkan di Indonesia dengan keluarnyz UU No. 4
Tahun 1982 tentang UUFH. Tétapi sebenarnys perundang-
undangan vang berhubungan nasalah lingkungan hidup’ cukup

banyak tersebar, seperti dalam KUHP (Pasal 187 s/d 181,

202, 497, 500 s/d 503, 548 s/d 549), Peraturan 1zlu lintas

jalan , Ordonansi Cagar Alam, Hinderordonanﬁje, Ordonansi
Perburuhan, Uy Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok
Kehutanan, UU Pokok Pertembangan, UU Pengairan dan laiﬁ;
lain.

Sistem pertanggungjawaban pidana bailk dalam KUHP
maupun dalam perundang-undangan vang disebutkan di atas
hanya mengenal orang sebagai subyek hukum pidana, tetapil
tidak kepada korporasi. Demikian pula sistem yang dipakal
dalam UU ¥No. 4 Tahun 1982 vang lalu, ﬁidak menindak
korporasi sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan
secara pidansa, apabila melakuakan tindsk pidana lingkungan
hidup. |

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak . pidana
sudah diatur dalam hukum positif Indonesia, EkKhususnya
dalan beberapa tindak pidana di luar KUH?. Dalam ius
constituendun pertanggungjawaban ) korporasi ini
ditingkatkan kedudukannya menjadl ketentuan yang bersifat
umam, |

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 1887 pertanggungjawaban

korporasi Juda dikenal. Hal ini nampak dari penjelasan



Pasal 35 UUPLH tersebut vang pengﬁturannya terlalu
gsederhana sehingga seringkalil menimbulkan pelbagai
penafsiran. Atas dasar pengalaman pengaturan hukum
positif, dan pemiklran yang berkembang pada penyusunan
Rancangan KUHP serta memperhatikan pula kencenderungan
@nternasional, maka pertanggungjawaban korporasi
(perusahaan) ‘dalam tindak pidana lingkungan hendaknya
memperhatikan hal-hal sebagal berikut

a. Korporasi mencakup badan hukum maupun non badan hukum

seperti organisasi dan sebagainysa;
b. Korporasi dapat bersifat privat dan dapat pula bersifat

publik

¢. Apabila diidentifikasikan bahwa tindak pidana
lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka
agrang alamiah (managers, agents, enployers) dan

korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiril maupun
bersama—-sama

d. Terdapat we=zalahan manajemen dalam korpcrasi dan
terjadi apa vang dinamakan breach of a statutory or
regulatory provision ; ,

&. Pertanggungiawaban badan hukum dilakukan terlepas dari
apakah orang-orang yang bertanggung Jjawab di dalam
badan hukum tersebut berhasil diidentifikagikan,
dituntut dan dipidana . _

f, Segala sanksl pidana dan tindakan pada dasarnya dapat
dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan
pidana penjara ‘

g. Penerapan sank=si pidana terhadap korporssi  tidak
menghapuskan kesalahan perorangan : .

h. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhafikan
kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan,
melalui kebijakan pengurus atau para pengurus @ yang
meniliki kekuasaan untuk memutuskan dan keggtusan
tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut. '

Sehubungan déngan itu, dalam hal terjadinya pencemaran

kabut asap di Propinsi Jambi maks terhadap para pengusaha

17  Muladi, “Hak Asasi Hanusia, Politik dan Sistem
Peradilan Pidana,” Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarsng, 1997, hal. 201-202.
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(korporasi)  bertanggung jawab secara mutlak  (Strict
Liability) dari perbuatannya nelzakukan pembakaran hutan
hingga mengakibatkan “terjadinya pencemarar kabut asap.
Pertanggungjawaban perusahaan ini telah diatur di dalam uu
Nomor 23 Tahun 1997 dikenal Juga prinsip pertanggungjawban
mutlak.-

Agag tanggung jawab mutlak yang distur dalam Pasal 35
UU No. 23 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa penanggung
jawab usaha Qan/atau kegiataﬁ vang usaha dan kegiaténnya
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan
hidup, vang menggunakarn bahan berbahaya dan beracun,
bertanggung jawab sSecara matlak atas kerugian varg
ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugil atas
gecars langsung dan seketika pada saat terjadinva
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Dari hasil penelitian Penulis terhadap beberapa
responden dilapangan ternyata asas taﬁggung jawab mutlak
ini belum diterapkan. Belum diterapkannya asas tanggung
jawab mutlak ini dikarenakan kurangnysa kessdaran hukum dan
keengganan para pengusaha ( korporasi) untuk memberikan
ganti rugil kepada korban (masyarakat) vang menderita
akibat dampak penéemaran kabut asap. Dilain pihak
masyarakat tidak melakukan penuntutan Jgugatan dan
nernganggap bahwa pencemaran Rabﬁt asap merupakan 'gejala

alami.

ey
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Dalam hal penegakan hukum pidana lingkungan pun,

seringkali tidak membawa hasil vang memuaskan karena hal-

hal berikut

1.

tindak pidana lingkungan merupakan délik materiil.
Yaitu, delik vang mensyaratkaﬁ adanya akibat befupa
perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Jenis delik
ini berkaltan erat dengan ajaran kausalitas.
Ronsekuensinya adalah, penuntut umum, harus membukfikaq
sdanya akibat berupa perusakan dan atau penceharan
lingkungan tersebut, garena merupakan unsur dari.tindak
pidana lingkungan. Selain itu, penuntut pmum‘juga harus
nembuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan
dengan akibat vang terjadil. Hal i1tu biasanya -yang
menyulitkan Penuntut Umum. Apabila halltersebut_ tidak
dapat dibuktikan, hakim akan memutushan.dibebaskan dari
segala tuduhan (Pasal 191 ayat 1 KUHP). |
Asas tanggung Jawab mutlak yang dikenal dalam ketentuan
pidana adalah Iiability basaed on fau&t. Hal iﬁi
terlihat dari digunakannya kata "melawan ﬁukdm derngan
sengaja’ dalam pasal 431 ayat (2). Dianutnye asas ini
membawa konqekuensi rerhadap hukum acaranyve, khususnysa
mengenail pémbuktian. Asaz ini seringkali wenyulitkan

penuntub wmuam dalam membuktikan keszlahan terdakwa.
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Dalam Pasal 47 UY No. 23 Tahun 1997 disebutkan sebagail
berikut |

"8slgin Kketentuan pidana sebagaimana dalanm KUHP dan
Undang-Undang ini, terhadap pelaku tindak pidana
lingkungan hidup dapat dikenakan tindakan tata tertib
berupa
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; dan/atau
b. penutupan seluruhnya atan sebagian perusahaan; dan/
atau
perbaikan akibat tindak pidana; dan/ ataw

C.
d. mewajibkan mengerjakan apa yang- dilalaikan tanpa.

e. Ezﬁiadakan apa yang dilalaian tanpa hak; dan/atsau

£ menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling

iama 3 (tiga) tahun.

Berkailtan Aengan Pasal 47 UU No. 23 Tahun 1997 diatas
maka terhadaﬁ para perusahaan (korporasl) yang melakukan
pencemaran kabut asap, selain diancam dengan sanksil pidana
vang sangat beratl(15 tahun) dan denda yang sangat tinggil
(Rp 750 Milyar), maka terhadap para perusahaan tersebut
dapat pulaA dikenakan tiﬁdakan"tindakan tata tertib
berupa perampasan keuntungan vang diperoleh, _penutupan
seluruh atau sebagian perusahaan, perbalkan akibat tindak
pidana dan lain-lain.

Dari hasil penélitian Penulis dilapangan, ternyata
'sanksi pidan& yvang ancaman hukuman dan denda yvang tinggi
ini belum diterapkan oleh aparat hukum. Qelum
diterapkannya sanksi pidana ini dikaréhakan kurangnyh
partisipasi dari masyarakat uantuk melsporkan terjadinya
pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaag di samping 1itu
juga karena kurangnya perhatian dari pihak apa:at hukum

terutama Polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap



kasus pembakaran hutan dan lahan_ini.

Padahal dampak pencemaran kabut ésap ini kexugiannyé

tidak dapat dibayangkan baik kerugian materiai, moril

maupun kerugian jangka panjang dalam kgsus kebakaran hutan
yvang disebabkan olenh kesengajaan piﬁak—p;hak tertentu.
Dampak pencemaran kabut asap di Propinsi, ‘Jambi,
mengakibatkan hanyaknya korban (masyarakat)  yang
menderita penyakit pernapasan, terganggunyé transportasi
di darat, laut , udara, dan bahkan terganggunya aktivitas
perekonomian,.politik dan lain-lain. }

Dilihat dari sudut praktik penegakan hukum lingkungan
maka perangkat-perangkat hukum vang ada : belum bekerja
dengan baik. Bahkan ada kesan, ssmuanya itu hanya bagaikan
singa ompong, yang perumusan pidana tampak seram—sera@,

namun dalam pelaksanaannya belum difungsikan. Barangkalil

dapat disebut, sejak’lahirnya UUPLH pada tanggal 1l naret

1982, para pelaku pencemaran lingkungan (pencemzran kabut
asap) , baru dapat dihitung dengan jari sebelah tangan.
Tentunya hal ini perlu dipertanyakan seberapa jauh

kemampuan aparat hukum (birokrasi) dalan menangani kasus-

kasus vyang berkaltan dengan kejashatan pencemsran kabut .

asap padahal dampak pencemaran kabut asap ini ini
mengakibatkan. kerugian yvang tidak © dapat
dibayangkan/diperkirakan dengan haﬁya menghitung angka
semata. i A
Sehubungan dengan itu penegakan hukunm lingkungan yang
baik patut kiranya mencakupkan pelbagai sendl vyang oleh

18

Lopocht dan Wilson perlu dicakupkan ke dalam 4 hal

vaitu

18 Suara Pembaharuan, tanggal 27 Desember 1987.




ancaman terhadap konservasi kehidupan dan- penghidupan.

ancaman Lerhadap usaha-usaha prevensi penyakit dan

kecelakaan

3. ancaman atas pemeliharaan lingkungan v&ang gezual dalam
rangka efisiensil hasil budi daya manusia

4., ancaman atas perlindungan, kenyamanan, kenikmatan hidup

dan keindahan. ‘

B b

Salah satu media hukum vang cukup andal diterapkan
dalam pengawasan lingkungan adalah hukum pidana. Huokum
Pidans ini dalam proporsi perundangan di selitor
iingkungan hidup mendapat tempat-tenpat tersendiri. Karena
disadari, Justru melalui instrumen hukum inilah berﬁuara
segala proses penindakan/penegakan hukum terhadap pelaku
kejahatan lingkungan.

Di s=inilah tentunva jnfrastruktur hukum, terutama
hukum pidana lingkungan 1itu amat vital ‘keﬁadirannya
sebagai medium permaksaan, mentaati aturan-afuran
lingkungan hidup\seeara semestinya. Hukum pidana berﬁeran
mengambil tempat,‘dalam mana setiap orang:tidak menghargai
dan melupakan kewajibannya méncegah kejahatan, kerusalkan
dan pencemaran Lingkungan, vang terutama bersumbér dari
sabab perbuatannyva, seperti dari industri;industri.

Sebagai masalah nasional, secara yaridis 'persoalan
kejahatan lingkungan dikategorikan sebagal tindék pidaﬁa
administratif atau tindak pidana ;gng 'menganggu
kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana ini ‘sémakin
populer dengan diundangkannya UU No. 4 Tahﬁn 1982 tgntang
ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan 1ingkunganl hidup.

Jangka waktu pemberlakuan selama 12 tahun menunjukkan



kepada bangsa indonesia bahwa pengaturan tindak pidana
1ingkungan hidup yang Secars idiil. dimaksudkan untuk dapat
melakukan rekayassi sosial (social engineering) masih

memer lukan pényempurnaan ditinjau dari seluruh

permasalahan pokok hukum pidana vakni Perumusan tindakf

pidana (eriminal act), pertanggungjawaban pidana’
(Criminal eron51b111fy) dan sanksi balk vang merupakan
pidana maupun +indakan tata tertlb.lg

Dalam rindak pidana lingkungan, beberapa tujuan vang
hendak dicapéi dalamn pemidanaan adalah, péftama, untuk
mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang
perkaitan dengan perilaku vang dllarané\ Kedusa, mencegah
atau. menghalaﬁgi pelaku potensial agar tidsk melakukan
perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap iingkungan
hidup.

Atas dasgr Uy Na. 23 Tahun 1897 bezerta berbagail
peraturan peiaksanaannya nampak bahwa karakteristik yang
nyata adalah bahwa kategori suatu tindakan sebagal tindak-
pidana lingkungan erat hubungannysa dengan tidak
dipenuhinya kewajiban~kewajiban administrasi. gsepertil
tercantum di dalam izin atas lisensi. Masalah yand sering
t+terlontar adalsah apékah hukum pidana lingkungan hanya
perfungsi apabila kepentingan hukuom administrasi
terganggu ataukah nokum pidans harus 1nbih aktif

19 Muladi, Op. Cit. al. 8.
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melindungi lingkungan hidup sebagail kepentingan hukum yvang
strategis.

Hal ini misalnya dengan mengatur delik liﬁgkungan
dalam KUHP, apakah dalam bhentuknya gsebagal tindak pidana

vang membahayaksn Kkeamanan umun bagi orang, barang dan

lingkungan hidup ataukah =ebagai Bab tersendiri yang

memuat tindak pidana lingkungan hidup secara sigtematis
‘dan lengkap. |

Dengan telah diundangkannya UUPLH vang baru maka
proses pembuktian pidana oleh penegak hukum dapat lebih
mudah dan Jugs ancamannya bersifat lebihk keras. YUPLH yang
baru (UU NO. 23'Tahun 1897) memberikan ancaman & (enam)
tshun apabilila seseorang melepaskan zat, energi, dan
komponen lainnya vang berbahaya dan beracun ke dalam
udarsa. Apabila dapat dibuktikan seseorang melakukan
pencemnaran maka dapat dikenakan hukuman penjara= selama-

lamanya 10 taun penjara.

3. Penecgakan Di Bidang Hukum Perdata Terhadap Pencemararn

Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan D1 Propingi
Jambi. |
Tindakan perusahaan melakukan pembakaran  hutan dan
lahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran Xabut asap
di Propinsi Jawmbi, merupakan perbuatén melanggar hukum

atan onrecht matige daad, sebab apa vang dilakukannya



sudah jelas dengan tegas dilarang aleh ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. |

Terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan
dan lahan ini dapat diajukan gugatan ganti rugi,
sebagaimana vang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata,
diantaranya dinyatakan : "Tiap perbuatan mélanggar hakum
vang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
vang karens szlahnys meneraitkan kerugian tersebut untuk

mengganti kerugilan yang timbul”. Dalam hal ini, bagl siapa

saja vang mengalami kerugian vang ditimbulkan ocleh bencana'

kabut asap, %epadanya oleh Undang-undang diberikan hak
untuk mengajﬁkan Claiem, gugatan ganti kerugian ke
Pengadilan Negeri. Dalﬁm UUPLH vang baru ini ganti
kerugian diatur dalam pasal 34 UU No. 23 Tahun 1887 vyang
menyebutkan : "Setiap perbuatan melanggar huzum berupsa
pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugién pada
orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung
jawab usaha untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan
tindakan tertentu.

Dalam hal pemberian'ganti rugi seperti vyang diatur
‘dalam Pasal 34 UU No. 23 tahun 1997 maka tidak dapat
dipisahkan dengan nasalah tanggung jawab_ dari pelaku
pencemaran dan afau ﬁerusakan lingkungan hidup. Perihal
pertanggungjawaban mutlak terhadap perusahasn - yang
diketahui melakukan pembakaran hutan dan 1aﬁan ini telah

diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997



yvang menyatakan bahwa

(1). Penanggung ,jawab usaha dan / atau kegiatan yang usahsa

dan kegiatannysa menimbulikan dampak besar den penting
ferhadap lingkungan hidup, vang menggunakan bahan
berbzhayva dan  beracun, bertanggung Jawab Secnra
mutlak atas kKeruglan yung ditimbulkan, dengan
kewajiban membayar ganti/rugil secara " langsung dan
gseketika pada saat terjadinya pencemaran dan/ atau
perusakan lingkungan hidup. -

(2). Penanggung jawab usaha dan/ =atau kegiatan dapat

dibebaskan dari kewajiban membayar  gantil rugil
zsebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika vang
bersanghkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup digsebabkan salah
satu alasan di bawah ini :

a. adanya bencana alam atau peperangan; atau

b. adanya keadaan terpaksa di lvuar kemampuan manusia;

atau
c. adanya tindak pihak ketiga vyang menyebabkan
terjadinya pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup.

Terjadinya  pencenmaran dan/atan perusakan 1ingkungah
yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak
penggugsat sebagal dasar pembayaran ganﬁi kerugiaﬁ.
Ketentuan ini "merupakan Lex Speecialis dalam gugatan
tentang perbuatan melanggar hukum pada umamnya. Besarnvsa
nilail éanti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemalr
étau perusak lingkungan hidup dapat ditetaphan samnpal
Abatas tertentu.

Dalar masalah penyelesaian ganti rugi, ketentuan siapa
yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut
hukum perdata, diatur asas liability based in faullt,
yaitu dengan beban pembuktian'yang memberatkan penderita,
di mana si penderita 5aru akan memperoleh ganti kerugian
apabila ia mampu membuktikan adanya unsur kesalahan pada

pihak tergugat. Dalam perkembangannysa kemudian ketentuan
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asas Liability hased in fault ini dianggap tidak efektif

sehingga kemudilan dipergunakanlah asas striet riability,

vaitu peban pembuktian diserahkan pada pihak tergugat
antuk membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah. Hal ini

didasarkan ke;ada pertimbangan bahwa beban pembuktian

seyogyanya digerahkan kepada pihak vang mempunysal

kemampuan besar (perusahnaan; untuk mewmberikan pembuktlan

bersalah atau tidaknya perusahasan tersebut dalam

penyelesaian suatu perkars.

Menurut James E. Krier, asas tanggung jawab matlak
dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan
mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan
yang menurut pengalaman mnenimbulkan keruglan terhadap
lingkungan merupakan tindakan~tindakan perbahaya, sehindga
dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa
kesalahan.zo

Dalam pembuktian terbalik ini, ‘masalah beban
pembuktian tidak merupakan halangan bagl ‘masyafakat' dan
pecinﬁa lingkungan untuk berperkara di pengadilan sebagal
penggugat, karena sudah menjadi tanggung jawab tergugat
untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatan yvang mengandung

pisiko itu tidak mempunyai akibat vang befbahaya ‘terhadap

lingkungan hidup aekitarnya.

20 James E. Krier dalam Koesnadil Hardjosvemantri, “Hukun
Tata Lingkungan” Yogyakarta, Gzjahmada University, 1994.



Dalam beberapa kasus vyang pernah  terjadi vang

berkaitan dengan kerusakan atay pencemsran lingkungan,

perigrapan asas tanggung jawab motliak ini mgsih mengalami
kesulitén. Hxzl ini disebabkan belum adanyza peraturan
perundang-undangan sebagal pelaksanahya sehingga
dibutuhkan upayva perdata vyang lebih efektif, yailtn dengén
cara melalui instrumen musyawarah perdata melaluil
negosiasi. Penyelesaian dengan cara ini‘ akan dapgt
berjalan dengan baik, apabila didukung o.eh ﬁeran
Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), =s=eperti
WALHT dan organisasi sejenisnya. Dalam prakteknysa,
penyelesaian melalui pengadilan. Contch penyvelesaian
semzcam ini pernah dilakukan dalam kasus pencemaran
l1ingkungan vyang dilakukan oleh pabrik sepatu dan sandal
Lily milik CV Pan Asia di Pejagalan, Jakarta, dan kasus
Dukuh Tapak, Semarang.21

Dari hasil penelitian penulis, bahwa kondisgi kabut asap
vang menvelimuti Wilavah Propinsi Jawbi salah satu
penyebabnya adalah adanya pembukaan lahan dan hutan untﬁk
dijadikan perkebunan dengan cara pembakaran. Pembakaran
hutan dan lahan ini dilakukan oleh perusahaan dikarenakan
biaya vang dikelnarkan sangat sedikit bila dibandingkan

dengan biayz pembukaan l1ahan dan hutan dengan cara tanpa

21 Krismiyarsi, “Penegakan Hukum Lingkungan Untuk
Mengantisipasi Tindak Pidana Yang Dilakukan Korporasi,
Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip. Semarang,
1996, hal. 29.
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pembakaran.

Nawmun 1gin 1lagi dari pandangan %eberapa ulama
Kotamadya Jambi diantaranysa gulaiman Abdulah (Rektor TAIN
Jambi) yang mengatakan bahwa : "kabut asap vang kian hari
kian pekat ini tidak saja merupakan musibash atau dampak
dari pembakaran hutan dan lahan. Tetapi hal 1itu juga
merupakan Per}ngatan (azab) tuhan terhadap hambanya vyang
berkelakuan menyimpang/tidak menuruti perintah agama— dan’
tidak menjauhi 1arangannya.22

Pada masa lalu, apabila terdapat gugatan (perdata)
dafi maéyarakat (korban) atas suatu keglatan pencemaran
atau kerusakan lingkungan vyang disebabkan oleh suatu
sktivitas industri atau usaha, pihak penggugat haruslah
dapat membuktikan bahwas terdapat bukti-bukti vang nyata
bahwa pihak tergugat dapat dikatakan sebagal pencemar atau
peru=sak lingkungan dan dapat diberikan sanksi..

Beban pémbuktian ini =eringkali menyulitkan masyarakat
untuk membukéikan telah terjadi pencemarain, karena
pembuktian tersebut‘ (pengambilan sémpel, peﬁgujian
laboratorium dan sebagainya), membutuhkan biaya ‘yang
relatif mahal dan waktu yang cdkup lamsa.

Hal 1ini memang dilatarbelakangi oleh RKonsep ‘tanggung
jawab berdasarkan kesalahan bukti (liapility based on

22 Harian Independent, tanggal 22 September 1897.
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Fault) fang diajukan oleh penggugat. Konsep tanggung Jawab
ini di atur dalam Pasal 1365 KUH Perdata vyang berlakn.
Dengan mengandalkan doktrin ini maka penegakan- hukum
lingkungan melalui pengadilan akan mengﬁgdapi berbagal
hambatan, karéna Jiability based on fault tidak mampu
secara efektif menanggulangi dampak dari kegiatan industri
Modern yang mengandung risiko-risiko potensial.

Sebagaimana ditulis Richard A. Posher23 , apébila kita
menggunakan konsep ini, maka persyaratan penting ﬁﬁtuk
menyatakan adanys kesalahan adalah harus dipenuhinya unsur
ketidakhati-hatian : the failure to exercise the care af
an ordinary prudent and care full man. Qengan .demikian,
jika tergugat dapat menunjukkan kehati~hatiannya, maﬁa
terbebaslah ia dari tanégung Jjawab.

Di dalam UUPLH 1997 hdnsep Jiability based oﬁ fault
diubah menjadi Iiability without faullt &tanggqng. jawab
tidak berdasarkan kesalahan), vang disebﬁtr juza sébagai
strict liability (tanggung jawab seketika); Korsep strict
Iliability ini pada 1intinva adalah apébila seseorang
menjalankan jenis kegiatan yvang dapat digolongkan sangét
berbahaya, nmaka "ia diwajibkan memikul segala kerugian
yvang ditimbulkan. Kewajiban itu tetap dipikﬂl wxlaupun Iia
telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahava
atau kerugian'yang dilakukan tanpa kesengajaan.

23 Bisnis Indonesisa, Tanggal 29 November 1897.
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Kalau melihat dari konsep lisbility ini maka terhadap
perusahaan vang melakukan pembakaran hutan sehingga
mengakibatkan terjadinya pencewmaral kabut.asap di Propinsi
Jambi maka semestinya perusahaan tersebut wajib menanggung
beban kerugian terhadap masyarakat yang mendepita akibat
dampak pentemaran kabut asap tersebut. Namun dalam
kenyvataannysa perusahaan enggan memberikan ganti kerugian
kepada masyarakat. :

Prinsip tanggung jawab seketika sebenarnya Jjuga telah
tertuang di dalam UU No.4 tahun 1982 pasal 21, namun masih
merupakan ketentuan atau pasal yang menggantung, karena
pengaturannya masih akan diatur lebih lanjut, vang hinggsa
saat ini beluwm ada.

Faktor penting vang berkaitan dengan doktrin
tanggungjawab mutlak adalah beban pembuktian. Salah satu
kriteria tradisional vang menentukan pembagian beban
pembuktian adalah pertimbangan vang nmenyvatakan bahwa beban
pembuktian seharusnya diberikan kepada pihak vang
mempunyai kemanpuan teruesar untuk memberikan bukti
tentang sesuatu hal. Dalam hubungannya dengan kerusakan
atay pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, maka si
perusak dan atau pencemar mempunyai kemamnpuan lebih besar
untuk memberikan pembﬁktian.

Dengan -adanya beban pembuktian terbalik ini, maka
masalah beban pembuktian tidak merupakan - halangan' bagi

penderita atau pecinta lingkungan yvang baik dan ‘sehat
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untuk berperkara di depan pengadilan sebagai penggugat,
karena adalah tanggung Jawab dari tergugat untuk
membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya Vyang mengéndung

risiko tidak mempunyail akibat-akibat yang berbahaya atau

menimbulkan gangguan (pencemaran atzu perusakan). Dengan
demikian, maka dalam perkara lingkuﬁgan, seseorang
hertanggung jawab atas akibat kerugian vang

ditimbuikannya, kecualili ia dapat membuktikan “bahwa ia
tidak dapat dipersalahkan. |

Asas tanggung Jawab mutlak tersebut telah nerlaku di
Indonesia, yaitu dalam hal kasus pencamatran laut oleh
tumnpahan rinyak dari kapal yvang diatur .dalgm
“Tnternational FKonvention kon civil rliability for oil
pollution damage. tahun  19689. Ratifikasi CLC ‘ini
dilaksanakan oleh Indonesia .dengan kepﬁtusan presid?n
nomor 18 tahun 1878.

Daud ‘Silalahi24 , menguraikan jenis-jenis kegilatan

2]

vang dapat diberlakukan asas tanggung Jawab mutlak, vyaitu

.

kegiatan yvang dapat menimbulkan bahaya besgar vang
akibatnya dapat diatasi dengan upaya yang lazim dilakukan.
Dari semua yvang telah diuraikan di atas, menjadi jelas

sudah bahwa gugatan ganti kerugian terhadap perusak atau

24 Dazud Silalahi, "Identifikasi dan Kegiatan-Kegiatan
Tertentu Menurut Pasal 21 UU HNo. 4 Tahun 1982," Makalah
Pada Seminar Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di
Bidang Lingkungan Hidup, 16 Juni 1994, hal. B-7.
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pencemar lingkungan dapat diajukan ke .pengadilan negerl
berdasarkan pasal 34 UU Nomor 23 tahun 1997 dan pasal 1385
KUH Perdata mengenal perbustan melanggar hukum vang
nembawa kerugian kepada orang lain, mewaiibkan orang vyang
karena Salahhya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut. Lebih lanjut Pasal 13695 KUH Perdata
mengatur bahwa : "setiap orang bertanggung Jawab tidak
saja untuk kerugian yang dizebabkan karana perbuatannya,
tetapi juga untuk kerugian vang disebabkan kérena
kelalaian atau kurang hati-hati.

Dalzm Undang-undang HNomor 23 Tahun 1997 ini vang
menarik dikenal adanya istilah class action (aksi
kelompok) yakni aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang
atau organisasi lingkungan tertentu yang mewakili
masyarakat yang dirugikan mengajukan tuntutan atau gugatan
ke sidang pengadilan untuk menuntut perusahaan ‘korporasi)
vang terbukti melakukan pencemaran 1ingkungan. {pencemaran
kabut asap). MHengenai hak mnasyarakat atau organisasi
lingkungan untuk mengajukan upaya hukum ini teiah diatu;
di dalam Pasal 37 s /d Pasal 39 UU No. 23 tahun 1987.

Sejalan dengan era Reformasi saat sekarang 1ini ada
sedikit kemajuzan dalam penerapan penegakan hukum
lingkungan terutama berkenaan dengan kagus pémbakaran
hutan oleh perusahaaan Yang mengakibathkan pencemaran kabut
asap. Ussha masvarakat selama ini selalu mengalami

kegagalan dalam melakiikan upava gugatan terhadap
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perusahaan vang melzkukan pembakaran hutan dikarenakan

tidak berjalannﬁa hukum sebagalmana vang diharapkan
sehingga terjadilah suatu kolusi antarsa pengusaha hutan
dengan aparat pemerintah (birokrasi) akibatnya perusahaan

sulit untuk dituntut di sidang pengadilan.

5alah satu kasus gugatan perdata yang menarik saat ini’

adalah kasus gugatan masyarakatl medan terhadap perusahaan
yang melakukan pembakaran hutan mengakibatkah terjadinya
pencemaran kabut asap. Kasus terzebut di sidangkan di
Pengadilan Negefi Medan dengan keputusan dimenangkannysa
gugatan mnasyarakat terhadap para pengusaha hutan vang
dipimpin oleh Bob Hasan (raja kayu) .

Gugatan kepada Bob ragan dan Assosiasi perhutanan
tersebut memang bukan diajukan s5leh pihak yang dirugilkan
langsung namun oleh masvarakat gugatan itu diwakilkan
kepada 13 ormas dan ormas kepemudaan (OKP)Y di Sumatera
Utara, seperti Penmuda Pancasila, HMI, IMM, dan IPNU. Dalam
gugatan awal, pars penggugat menuntut genti rugi
(kompensasi) sebesay Rp 2,9 Trilyun dengan perhitungan
apntara lain : Masyarakat banvak yvang menderita pernyakit
pernapasan akibat pencemaral kabut asap tersebut, kabut
agap Juga menyebabkan macetnya lalu iintas dan jatuhnysa
pesawat airbus milik garuda pada ranggal 26 weptember 1937
yang lalu. Akhirnya putusan pengadilan negeril medan
menghukum para‘pengusaha (tergugat) untuk memba?ar ganti

kerugian sebesar Rp 50 Milyar kepada warga Sumatera
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Utara.25

Dari kasus persidangan di Pengadilan Negeri Medan
jelaslah bahwaiadanya suatu kemajuan dalam upayva penegakan
hukum lingkungan i Dbidang hukum Perdats. Keputusan
pengadilan ngeri medan ini didasarkan atas keadilan tanpa
adanya rekayasa dari pihak lain4yang tidak dikehendaki.

Pembayaran ganti.'rugi oleh pelaku pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup meliputi antarz lain
1. Pembayaran gantl kerugian kepada penderlta vang £e1ah

dilanggar haknya atas lingkungan yang balk dan sehat.
2. Pembayaran hiaya-biaya pewmulihan l;ngkungan hidup
kepada nesgarsa. |

Namun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan
perundang-undangan Vang mengatur secara; khusus. perihal
tata cara penuntutan, penetapan dan pembayaran_ganti: rugil

gebagaimana yang dltentudﬁn dalam Pasal 34 UU ho‘ 23 tahun
1997. Dalam praktek, bila ada tuntutan gant¢ rugi dan
penderita kerugian akibat pencewaran dan perusakan
lingkungan, tentang penetapan dan besarnya ganti lebih
banyak ditentukan oleh hakinm perdaté: gari Pengadilan
Negeri. |

Oleh karensnya, peraturan perundang-undangs:n wmengenal
ganti rugi tersebut perliu diatur dan dibérlakukan{ agar

. ' .
segera mendapatkan dasar hukum vang Jelas serta menjamin

55 Harian Adil, Nomor 33, tanggal 23 Juni 1998.
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kepastian hukum dalam penvelesalan m&salah ganti rugl
akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di

Indonesia.

B. Perlindungan Terhadap Korban (Masyarakat) dalam Rangka

Penegakan Hukum Lingkungan

1. Perlindungan Xorban (Hasyarakat) Terhadap Penceﬁaran
Kabut Asap Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia

Asap vang bérasal dari pembakaran hutan dan lahan
dalam upaya pembukaan lahan, tidak hanya membuat 20 Juta
rakyat Indonesia sebagail korban vyang nenderita dampak
tersebut. Sedikitnya 20 Juta rakyat Indonesiu menderita
sesak napas, selain itu  Juga tertundanya hampir 800
penerbangan dari dan ke sembilan bandara sejak juli,
menyebabkan tujuh kali tabrakan kapal motor di sungai
mahakam, dan kebakarannya sendiri diperkirakan sudah
banyak orang vang meninggal digebabkan oleh bahaya
pencemaran kabut asap ini. Namun datri data di lapangan
vang ada sampai saat ini belum ada masyvarakat yang Ssecara
langsung melapor tentang meninggalnya se&Seorang akibat

pencemaran kabut asap khususnya di Propinsi Jambl.



Segalsa dampas Vang kits saksikan dewasa ini, sepertil

{p

neningkatnya kagus pénderita saluran napas dan gangguan
perut, iunpuhnya perekonomian, kKhususnyva sektor
transportasi udara, hanyalah bersifat ingtaht. Yang belun
diketahui dan diduga bisa jebih hebat, adaléh kenungkinan
dampak jangka ‘panjang.

Di Kotamadysa Jambi sedikitnya 833 orang penderita
penyakit akibat asap vang telah mendapatkén perawatan di
RSUD Jambi. Data terakhir RSUD nenyebutkan penderita
penyakit paru-paru menduduki rangking pertamna yakni
sebanvak 345 penderita. Jumlah ini diperkirakan gkan terus
pertambah, menyusul kian menebalnya kabut asap di daerah
sni. Banyak pihak yang mengakhawatirkan, pahwa penderita
berbagail penyékit akibat kabut asap ini =akan merajaieia.:

Dalam penyelesaian masalah pencemaran iingkungsan ind

gehagalmana yéng penblis Remukakan-terdahulu, ada tiga
instrumen hrukum vang dapsat diterapkan, , yaitu hukum
administrasi, hukum perdata dan hukum pidanz. Ketiga-

tiganya dapat diterapkén segkaligus, namun dapat pula zalah
satu saja yang tergantung yéng nana lebih sesuail dan
hermanfasat.

Masalah perlindungan korban kejahatan merupakan
persoalan dalam hukum pidana Indonesia yang sampai saat
ini belum dapat dizelessikan secars tuntas bailk melalul
peraturan pe:undang—undangan pidana materiil maupun dalam

penvelenggarasan peradilan pidana (hukum pidana formil).

 UPT-PUSTAI-THDIP;
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Perlindungan korban dalam prosés peradilan pidana tentunya
tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan
hukum positif yang berlaku.

Argumentas}hlain yvang mengedepankan perlindungan hukum
bagi korban kejshatan adalah argumen kontrakr sosial dan
argumen solidaritas spgial. Yang pertama, meﬁyatakan bahwa
negara boleh dikstakan wmemonopoli seluruh reaksi Sosiﬁl
terhadap kejahatan dan melarang tindakan;tindakan vang
' hersifat pribadi. Oleh karena jtu, bila terjadi kejaﬁatan
dan membawa korban, negara harus bertanggung Jjawab 'untuk
memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Yang disebut
terakhir, menystakan bahwa negara harus - menjaga
warganegaranya dalan memenuhi kebutuhannya atzu apabila
warganegaranya hengalami kesulitan, mwelalul kerjasanaz
dalam masyarakat berdasarkan atay menggunakan sarana-
gsarana vang disediakan oleh negarz. Hal ini bisa dilakukan
baik melaluil peningkatan pelayanan maupun melaluil
pengaturan hak.

Xonsep korban dalam tindak pidana lingkungan berkaitan
erat dengan konsep -tentang kerugian idan keru;akan
lingkungan. Hal ini meliputi kerugilan dan:kerusakan nyata
dan ancaman atau kerusakan, sebab harus difahani bahwé
kerugian ataul'kerusakan dalam tindak pidana lingkungan
seringkali tidak demikian ada kategori korban yaﬁg
ber=zifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak. Di

sinilah pembicaraan sering bersinggungan dengan tindak



pidana formii dan tidak pidana ma£eqiil, tindak pidané
specific dan tindak pidéna generik.

Dewasa ini pengaturan hukum pidana tefhadép korban
kejahatan beluh menampakkan pola yang jeias. Dari segil
hukum pidana materiil dapat -kita lihat antarsa " lain
ketentuan vang berkaitan dengan’ pidaﬁa bersyarat,
sebagaimana diafur dalam pasal 14 ¢ KUHP. Dalam pasal
tersebut dinyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidaﬁa
bersyarat dengan syarat umum dan svarat khusus yang harus
dipenuhi selama masa percobaan. Syarat khusus tersebut
berupa kewajiban bagi terpidansa untuk mengganti ségaia
atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana
dalam waktu tertentu. Selanjutnya dalam Uy Nomor 3 tahun
1971 terdapat pidana tambahan berupa perhayaran uang
pengganti vyang Jumlahnya sama dengan harta benda vang
diperoleh dari korupsi. Dari ketentuan ini menjadi Jelas,
bahwa apa vang dinamakan korban kejshatan tidak harus
berﬁpa individu manusia, melainkan dapat pula Dberupa
kolektivitas berupa negara dan sebagainya.zs

Dalam Hukum _pidana positif yang berlaku saat ini,
perlinddngan korban lebih banyak merupakan “perlindungén
abstrak” “atau perlindungsn tidak langsung”. Artinysa,

dengan adanya berbagai perunusan tindak- pidana dalam

peraturan perundang-undangan cselama ini, berarti pada

28 Muladi, Ibid. Hal. 183.
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hakikatnya telah adsa perlindungan "in abstracte’ secara

tidak 1angs%ng terhadap berbagal kepentingan hukum dan
hak-hak asasi korban.27

Dikatakan demikian, karensa tiﬁdak :pidana menuruvt
hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan
menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban)
secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai
pelanggaran “norma/tertib hukum in ahstracte’. Akibatnya,
perlindungan korbanpﬁn tidak secara langsung dan' "in
conereto”, tetapi hanya “in abstracto”. Dengan kata lain,
sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananysa tidak
tertujn pads éerlindungan korban secara langsung dan
konkret, tetapi hanvya perlindungan korbaﬁ secara tidak
langsung dan abstrak. Jadi Pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku bqkanlah pertanggungjawaban terhadap
kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret,
tetapi lebih tertuju pada pertanggﬁngjawaban vang
bersifat/individual. -

Dalanm pertanggungjawaban pidana vahng : bersifat
individual .itu sebenarnya terkandung Jjuga perlindungan
korban secara tidak langsung, terutama perlindungar
terhadap calon-calon korban atau korban potensial. Hal ini

27 Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Eebijakan
Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.” Dibiayai oleh

Dip Undip Tahun Anggaran 1987-1888. EX Kerjasama

Indonesia-Belanda Bidang Hukum.



terlihat misalnya pada pidan: pokok berups pidana mati dan -

pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula pada Jenis-

jenils pidansa tambahan berups “pencabutan hak—hék

tertentu”, perampasan barang-barang tertentu”, dan
pengumuman putusan hakim”. Pencabutan hak-haz Lertentu
yvang secara tidak langdsung menganduﬁg juga perlindungan

{(calon) korban antara lain

- Penu£upan seluruh/sebagian perudalwan si terhekum (pasal
7 ayat 1b UU-TPE No. 7 Drt. 13855);

- Pencabutan igin nsahs industri (terutama pasal 26 Jo 19
UU No. 5/1984 tentang perindustrian Vvang bermaksud
melindungi standar baku dan barang hasil industril).

Dalam hal-hal tertentu, hukum pidaria positif

(materiel/formal) memberi perhatian juga kepada korban

secara langsung. Antara lain terlihat dalam ketentuan-

ketentuan berikut ini

1. Dalam hal hakim menjatuhksn pidana bersyarat, menurut

Pasal 14 ¢ KUHP hakim dapat menerapkan syarat khusus
bagil terpidana untuk "mengganti kerugian”
(semua/sebagian) vyang ditimbulkan dari tind=zk pidana.
Jadi ganti rugl disini seolgh—olah berfungsi sebagal
pengganti pidana pokok. Penetapan ganti rugi ini Jarang
diterapkan da;am praktek karena mengandung' beberapa
kelemahan antara lain

a. Peneraspan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh

hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping
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pidana pokok, ia hanya dapat dikenakan dalam hal
hakim be;%aksud menjatuhkén pidana bersyarat, Jadi
hanya sebagal "syarat khhsus“ untuk tidak
dilaksanakannya/dijalaninya pidana“'pokok ‘yang
dijatuhkan kepada terpidana.

b. Penetaéén syarat khusus berupa ganti rugi inipun
hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan
pidana pénjara paling lama satu tahun atau- pidaha
kurungan. | |

¢. Syarat khusus berupa ganti rugi inipun menﬁrut KUHP
hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Pasal 8 Sub d UU Tindak Pidana Ekonowmi - (UU No. 7 Drt.

1855) memberl kemungkinaﬁ kepada hakimn untuk

menjatuhkan sanksi "tindakan ‘tata tertib” berups

"kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa ~hak”,

meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan

jasa-Jjasa untuk memperbaiki akibat-akibat , vang
semuanya atas biaya si terhukun. |

Ketentuan inigun Jjelas berorigntasi pada korban. Namﬁn

masiﬁ tetap bersifat fakultatif, karena menurut Pasai (5]

(3) UU-TPE, di samnping terpidana dijatuhi pidana pokok

. dapat Jugsa dijatuhkan pidana tambahan atau tindakan

tata tertib. Walaupun bersifat fakultatif, namuan
kedudukannya lebih baik dibandingkan ganti zugi menurut
pasal 14 ¢ KUHP di atas, karena "tindakan tata tertib”

ini dapat dijatuhkan bersama-sama dengaﬁ pidana pokok.




3. Pasal 34 Sub c UU Nc. 3/1971 (tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi) Jjuga member& peluang kepada
hakim antuk menjatnhkan “pidana tambahan” berupa
“pembayaran uang pengganti” vyang jumlah maksimalnya
sama dengan narta benda yang diperoleh dari korupsi.
Mengingat kedudukannya sebagai pidana ‘tambahan, naka
jenis sanksi inipun masih bersifat fakultatifﬂ

4. Babp XIII (pasal 88s/d 101) KUHAP (UU NO.. 8/1981)
memberi keﬁungkinan penggabungan perkara gugatan éanti
kerugian dalam perkara pidana. Dalém putusan, hakim
perwenang menetapkan hukuman "penggantian bilaya yang
telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban).
Ketentuan inipun Jelas memberi perhatlan terhadap
korban dalam perkara pidana. Namun patut dicatat, bahwa
hukuman pénggantian biaya disini tetap bersifat
keperdataan, vbukan sebagai sanksi pidana. i samping
itu kelemshannya 1ialah, bahwa menurut Pasal 100 (22
KUHAP, apabila terhadap perkara pidana tidak diajukan
permintaan banding, naka permintaan banding nengenai
putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Di satu sisi
ketentuan sepertil ini memang biss mengﬁntungkan karban,
tetapi juga dgpat meruvgikan.

Dari uralan di atas dapatlah diidentifikasikan kondiéi

kebijakan legislatif mengenail perlindungan korban
Kejahatan dalam hukum pidana positif saat}ini, ‘ sebagal
berikut
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Hukum pidans positif saat ini lebih menekankan pada
perlindungan korban “in abstracto” dan, " secara tidak
langsung” . |
Perlindungsgn korban .secara langsung masih terbata$
dalam bentuk pemberian ganti rugil oleh si pelaku tindak
pidana. Belum ada ketentuan ganti rugi vang diberikan
oleh negara kepada korban tindak pidana. Janti Irugi
aleh negara kanyva terbatas pada &orban sebagsai
tersangka, terdakwa atau terpidana. |

Adsa empat kemungkinan pemberian ganti rugi pada korbaL

perkara pidana, yvaltu

a. pemberian ganti rugil sebagal "syarsat Rhusug“ daldm
pidana bersyvarat (KUHP)

b. memperbaikl akibalt-akibat dalam tindsk pidana
ekonomi, sebagai “tindakan tata tertib” (VU No.7
Drt. 1955) -

¢. pembayaran uwang- pengganti dalaw petkara korupsi,
sebapgail pidana tambahan (UU No. 3 tahun 19919

d. penggantian biaya vang dikeluarkan, dalam Pproses
penggabungan gugatan ganti rugi (perdeta) dalam
perkara pidana (RKUHAP).

Mengingat pentingnya verlindungan terhadap korban.

kejahatan, dunia Internasional melalui hongres-kongres

tentang pencegahan kejahatan yang diselenggarakan oleh

Perzserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menaruh perhatian Lkhusus

tentang masalah tersebut, antarsa lain pada The Seven
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Conggress yang diselenggarakah di Milan Italia tahun 18985
yvang dihadiri oleh 124 negara telah turut membicarakan
masalah korban kejahatan iné. Dari hasil Kongres tersebut
telah laﬁirlah The Deelaration Of Basic Prineciples of For
Crime and Ablse of Power .

Pada - umiamnya rekomendasi-rekomendasi vyang diserukan
oleh PBB maupun organisasi-organisasi Internasional
lainnya adalah bersifat umum, berupa patokan—patokan vang
perlu diperhatikan dan dijabarkan oleh negara-négara
anggota dalam menetapkan program-program dan
pelaksanaannya untuk mengatasi masalah-masalah korban
kejahatan.

Di Indonesia, masalah korban kejahatan kurang mendapat
perhatisn baik dalam perundang-undangan Qidana materiil
maupun formil. Dalam KUH Pidana hanya terdapat,satu pasal
yang menentukan adanya ganti kepada Lkorban kejshatan
dengan persyaratan khusue, yvaitu pasal 14 ¢ ayar (1) RKUHP
tentang “oidana bersyarat”, sedangkan  dalam KUHAP,
meskipun banyak pasal yvang mengatur tentang ganti.kerugian
tetapi lebih banyak gantil kerugian diberikanikepada pihﬁk—
pihak vang wengalami keruglian karensa sdanva kesalahan

proses peradilan pildana, baik karena kekelizuan ‘dalam

28 Eddy Rifai, "Perspektif Pengaturan Perlindungan
Korban Kejahatan Dalam Proses_Peradilan Pidana,” dalam
Majalah Masalsh-Masalah Hukum Justitia, Nomor 14, Lampung,
hal. 40, '

'
L
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penangkapan dan penahansn atau: tindakan-tindakan hukdm

lainnva.

Keduz wpengaturan perundang-undangan di =atas Jelas

kurang efektif dalam menberikan perlindungan terhadép
korban kejahatah. Pemberian ganti kerugian dengen syarat-
syarat khusus yang terdapat dalam pidana bersyarat, hanva
dapat diberikan apabila terdakwa dikenakan dalam pidana
persyarat, sehingga di luar pidana itu tidak memungkinkan
adanya pemberian ganti kerugian kepada kdrbén kejahétan.
Demikian pula, rdalam KUHAP hanva memberikan hak kepada
korban kejahatan untuk mengajukan‘gUgatan ganti Lkeruglan
nelalui penggabungan perkara. Mekanisme demikian, kurang
memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, karena ia
harus perupaya sendiri untuk mendapatkan hak~-haknya
sebagai korban kejahatan, tanpsa adanya pengajuan gugatan,
maka sudah tentu ia tidak memperoleh ganti rugl atas
penderitaan yang dialaminya.

Sebenarnya, dalam sistem hukun pidana dimungkinkan
pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana, yang
peﬁyeiesaiannya Tdikaitkan sekaligus dalam satu pﬁtusan
hakim yang menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak
p;dana, mengikutil acarsa penggabungsan perkara gugatan gantil
kerugian atau melalui putusan pidana bersyarat.

Mahkamah Agung RI jusga pernah menerbitkan Surat Edaran
Nomor 5, Tanggal 3 September 1972, vyang pada pokoknya

mengarahkan para hakim zgar pidana vang dijatahkan atas



diri tersangka (korporasi) harus setimpal dengan berat dan
gifat kejahatan.zg

Dengan demikian, dapat saja kewajiban untuk membayar
ganti kerugidn kepada korban ditetapkan sebagal syarat
khusug dalsm pidansa bersyarat, apabila nakim berpendapat
ganti kerugian vyang diminta dapat dipér$amakan 'sebagai
nestapa yang setimpal dengan berat dan sifat kejahétan.
Walaupun mungkin saja hakim sampal pada kesimpulan untuk
tidak memenuhi permintaan ganti kerugian vyang diaﬁukan
korban, dan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekéan dan
atau denda atas diri pelaku vang harus dijalankan;

Perlu dikemukakan, bahwa titik terané dalan
pembaharuan hukunm pidana telah disyaratkan {dalam konsép
Rancangan KUHP baru Tahun 1891/1892, yaitu di samping
pidana pokok,_ dirumuskan pula beberapa pidana tambahan
berupa kewajiban gantil rugi, pengenaan'kewaﬁiban adat dan
'pengenaan kewajibasn agana.

Dalam rangka konsep pengaturan terhadsap perlindungén

korban kejahatarn, pertema-fama, yang harus diperhatikan

adalah esensi kefugian vang diderita si korban. Ternyata
esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat maﬁerial

atau penderitaan fisik gaja melainkan juga vyang bersifat

29 Bintoro, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencemaran
Industri, Suatu Tinjavan Yuridis Viktimologis™, Dalam
Bunga Rampai Viktimologi, Penerbit PT Eresco Bandung,
1995, hal. 110. :

Léd



5,

-paikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan

kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban uamum”.
Simpton. dari sindrom tersebut dapat berupa kegeligahan,
rasa curiga ‘etnisne, depresi, kesepian dan pelbagal
perilaku penghindaran lalnnya.

Pengaturant nukum pidana  terhadap korban kejahatan
sescara mendasar dikenal dua model, vaitu (1) model hak-hak
prosadural (the: procedural rights model) dan (2) model
pelayanan (the services model). Model hak—haﬁ prosedural
menekankan pada dimungkinkannya =i korban untuk memainkan
peranan aktif d; dalam kejahatan diberi hak untuk
mengadakan tuntutan pidana atau membantu jaksa atau hak
untuk dihadirkan atéu didengar disetiap tingkatan sidang
pengadilan vang mana kepentingan terkait clidalamnva,
termasuk hak untuk diminta konsultasi olel: lembaga
pemnasyarakatan Sebelﬁm diberikan lepas bersyarat dan pada
akhirﬁya hak untuk.mengadakan perdamaian atau mengajukan
gugacan secara perdata. Pendekatan semacam ini melihat i
korban sebagal seorang subvek yang harus meﬁuntut dan
mengejar kepentingannva.

Sedangkan pada model pelayanan, penekanan diletakan
pada perlunya  diciptakan standar;standar baku  bagil
pembinaan korban kejanatan, vang dapat .digunakan .oleh
polisi. Migalnya dalanm bentuk pedoman dalam rangﬁa
nofifikasi kepadsa korban atau kejahatan dalam rangka

penanganan perkaranya. Pemberikan kompensasi zsebagail
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sanksi pidana yang persifat restitutif dan dampak
pernyataan-pernyataan korban =zebelum pidana- dijatuhkan.
Pendekatzn 1ini melihat korban kejahatan sebagal sasaran

khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan

para penegak hukum vang 1ain.30
2. Beberapa Upaya Perlindungan Terhadsp Eorban
(Hasyarakat) Pencemaran Kabut Asap Lewat Lembaga

Restitusi Dan Kompensasi (Ganti Rugi).

Gangguan kabut asap tahun 1897 ini lebih éarah
dibandingkan dengan tahun 1994 atan tahunftahuﬂ
Sebelumnyaﬁ Karena dalam musim kamarau tahun 1997 ini
menurut para pakar diikutl dengan gejala EY Nino. Dampak
dan kejadian E1l nino adalah berkurangnva curah hujah,
munculinya variasi~variasi cuaca extren délam bentuk
kemaran datang iebih awal dan_lgbih lama, kondisi udarsa
kering dan angin pertinp sangat }ambat. Kondisi ini
menyebabkan terjadinya penumpukan ﬁonsentrasi asap di
suatu wilayah.

Gangguan kabut asap terhadap kesghatan korban
(masyarakat) _Sangat dirasakan berupsa meniﬁékatnya jumlah
penderita penyakit asma dan penyakit parﬁ lain vyang di
oprname di rumah sakit, =erta Jjatuh lemasnvya beberapa murid

Sekolah oleh karena_kekurangan okgigen sehingga periu

30 Muladi, "Perlindungan Korban Melalui Proses
Pemidanaan”, Makalah Sewminar Fakultas Huokum Universitas
Air Langga, Semarahg, tanpa tahun.




‘dirawat intensif i rumsh sakit.

Dari & Daeran Tingkat T dan B7 kecamatan vang acs di
Propingi Jawnbi, ganggunn kabut asap terpstah yaitu hampir
100 %2 wilayah udaranya digelimuti kabut asap, terjadi di
5 Daerelh Tingkat II yaitu Kab. Tanjung Jabung, Kab. Batang
hari, Rab. Sﬁrolangun Bangko, Kab. Bungo Tebo dan Kab.
Kerinel. ¢atu Daerah Tingkat II lainnva vaitu Kab.
Kerinei hanya sebaglan wilayahnya yang terganggu. Secars
total hampif 85 s/d 80 Wilayah Propinsi yang meliputi 56
Kecamatan mendapat gangguan polusi kabut asap. Ini berarti
gsekitar 2.008.000 penduduk atau 86 % dari total penduduk
Propinsi Jambil vyang jumlahnya 2.310.839 jiwa hidup di
bawah ancaman kabut asap selana berbulan—bulan.31

Berdasarkan gngka perhitungan LSHM lingkungan hidup
Walhi, csetidaknya Jumlah kezseluruhan kerugian  yvang
ditimbulkan dari akibat kebakaran hutan méndekati Jumlah
sebesar Rp 6,2 Trilvun, vang terdiri dari -kerusakan hutan
1,714 juta hektar; berhentinya penerbangan, kerugian
sektor pariwisaﬁa, jumlah korban yang jatuh, dan hilangnvya
perbagail hasill panen. Korban yvang dicatat LSM berjumlah
§.835 orang, terdiri dari korban yang terserang‘ infeksi
sz luran pernapasan (ISPAY, pingsan 269 orang, dan

meninggal 8 orang.

31 Harian Independent, vanggal 7 September 199?.



Apalagl dari sejumlah dampak pembakaran hutan dan
lahan tersebut vang melanda sejumlah negara tetanggsa,
khususnya Malaysia, Singapura dan Thailan, makg
dimungkinkan bagi mereka menutut pemerintah Indonesia ke
Mahkamah Internasional, sebab akibat dari ké?ut asap vang
bersumber dari Indonesia telah mengakibatkan berbaggi
dampak penyakit dan kerugian material vang tidék
terhingga. ‘

Melihat kasus kebakarén hutan ?ang mengakibétkan
pencemaran HKabuit asap di Propingi Jambi. Dampak dari’
pencemaran asap ini banyak korban (mésyarakat) vang
menderita berbagal macan penyakit terutama penyakit

pernapasan. Untuk lebih jelasnyva mengenai korban penyakit

pernapasan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

TABEY VI
Data Korban (Penderita) Penyakit Pernapasan Akibat Kabut
Asap yang Dirawat Di RSUD Jambi Tanggal 27 Sept 1987

No. Jenis Penvakit Pasien (korban)j Prosen—
tase
1. Penyakit Paru-paru
Bronchitis 345 Orang 41 %
2. Penyvakit Mats 75 orang 9 %
3. Penyakit THT (Telings,
Hidung, tenggorokan) 111 orang i4 %
4. Penyvakit-penyakit
lainnya 160 orang 18 %
Jumlah 833 orang 100 %

Sumber : Rumah Sakit Umum Propinsi Jambi



Dari tabel VI di atas terlihat bahwa Jumlah korban
(penderita) vyang terbanyak dirawat di RSU jambi dibagian
penyakit paru-paru sebanyak 345 orang sedangkan korban
vang paling sedikit dirawat adalah penyakit mata gebanyak
75 orang. Data ini hanya baru diambil dari RSU Jambi sajsa
belum 1lagi termasuk vang dirawat di rumah sakit lainnya
dan di puskesﬁas«puskesmas lainnya. K

TABEL VII

Eorban (penderita) Penvakit Pernapasan dari Bulan April
1997 S/D September 1997 Di RSU Propinsi Jambi

No. Jenis Penyakit BULAN,
April Mei Juni Juli pgus Sep

1. Penderita parnu
Bronchitis 128 g4 115 73] 135 203
2. Penderita Asma 103 131 132 182§ 1189 142
3. Penderita THT 59 51 45 42 51 58
4. Pharingitis acut 2 3 5 B 7 53
5. Penyakit mata
Konjungtivitis 103 116 110 172 191 75¢
395 385 407 4551 503 531

Sumber: Rumah Sakit Umum Jambi

Dari tabel VII di atas terlihat ‘korban (penderita)
akibat dampak pencemaran kabut asap ini sewakin lama
semakin banyak mengalami peningkatan. Dimulai'pada bulan
april pertama kali pasien dirawat dirumzh sakit umum
sampai dengan.akﬁir bulan september 1997.

Dalam buku Stephen Sohafer (The vietim and His
Criminal”) dikemukakan adanya 5 (lima) sistem pemberian
restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:?z
1. Ganti rugi ( "damage”) vang bersifat keperdataah,

diberikan melalul proses perdata. Sistim ini memisahkan

32 Stephen Schafer, “The Victims And His Criminal,
Random House," New York, 1968, hal. 105-109.



tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui
proses pidana. Pemerik=zaan tuntutan kompensasi yang
demikian dalam proses pidana; di Jerman di sebut
dengan istilah "Adhasionprozess’.

Restituzi vang bersifat perdats dan bercampur dengan
sifat pildana, diberikan melaluil proses pidana. Walsupun
restitusi gdi sini tetap bersifat keperdataan, namun
tidak dirégukan sifat pidana (“"punitif’) nya. éalah
satu bentuk restitusi nenurut sistem ini ialah “denda
kompensasi” ( "Compenzatory Fine") yang dikenal dengan
istilah “Buse"' (di Jerman dan Swiss). Denda ini
merupakan “kewajaran Vvang bernilai wang" ("monetery
ohligation' ) yang dikenakan kepada terpidana sebagal
suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di
samping pidana yang seharusnya diberikan.

Kompensasl vang bersifat perdata, diberikan melalul
proses pidana dan dizokong oleh ‘sumber—sumber
penghasilan negara. Di =gini kompensasi tidak mempunyai
aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam Pprosses
pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni,
tetapli negara yang memenuhi/menanggung kewajiban ganti
rugi yvang dibebankan pengadilan kepadz pelaku. Hal inil
merupakan ﬁengakuan, rbahwa negara telsh gagal
menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal

mencegah terjadinya kajahatan.

L&)
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5. Kompensasi vang bersifat netral, diberiksan melaluil
prosedur Kkhusus. Sistem ini berlaku di Swiss (sejak
1937), di Rew Zeland (sejak 1963) dan di Inggrié (sejak
1964 . gistem ini diterapkan éalam hal korban
memerlukan éanti rugi, sedangkan si pelaku dalam
keadaan bangkrut dan tidak dapat wemenuhi tuntutaﬁ
ganti rugi kepada korban. Yang berkowmpeten ‘mémeriksa
bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur
khusus/tersendiri daﬁ independen yang menuntut cﬁmpur
tangan tangan negara atas permintaan korban.

Patut dicatat terlebih dahulu, bahwa menurut Stephen
Schafer, restitusi‘ dan kowpensasi merupakan istilah-
igtilah vang délam penggunaannya sering dapat
dipertukarkan (" Interchangeablel). Namun Stephen Schafer

mengidentifikasikan perpedaan kedua istilah itu sgebagal

berikut

- Kompensasi bersifat keperdataan ( "eivil in character"?y,
timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh
masyarakat/negara. '

- restitusi bersifat pidana timbul dari putusan

pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpiggna atau
nerupakan wujud pertanggungjawaban terpidans,

Memperhatikan kelima sistem di-atas, maka sistem ganti
rugi di Indonesia selama ini 1ebih dekat dengan sistem ke-
1 s/d ke-3. Namun patut dicatat, bahwa ganti :ugi lebih
bersifat keperdataan walaupuq diberikan lewat proses

pidana. Jadi lebih mirvip dengan sistem ke-2. Hal ini

33 Stephen Schafer, Ibid. Hal. 112.




terlihat dari ketsntuan-ketentuan KUHAP*yang diperuntukkan
bagi perkarsa pi&ana smur. Jadi untuk delilk paca  amumnya
tidak dikenzl gantl rugl vana hersifat pidana. Ini  Jelas
terlihat di dalam aiuran umian KUHP wvang tidak mengenal
jenis ”pidan% ganti rugi”. Adanya kemungkinan ganti rugil
menurut Pasal 14 c KUHP pada dasarnya tidak bersifat
pidansa, i hanya sckedar syarat/pengganti untuk
menghindafi atau tidak menjalani pidana. Jadi Vtetap
dilandasi latar belakang pemikiran/konsep pemidanaan yang
berorientasi pada orang/pelaku tindak pidansa, tidak
dilandasi konsep pewmidanaan yang berorientasi pada korban
(viktim). Deﬁgan demikian, ganti rugl dalam pidana
bersyarat menurut Pasal 14 c¢ KUHP tidak dapat disamakan
dengan "denda kompensasi” atau "hbusse" seperti siztem ke-3
di atas vang dibébankan kepada terpidana di samping pidansa
yang seharusnya dia terima.

Walaupun Indonesia ticak mengenal ganti rugi‘ vang
bersifat pidana untuk delik pada umumnfa; rniamun  untuk
delik-delik ter#entu ada jenis ganti rugi yang demikian.
Hal ini terlihat paga “tindakan tata tertib dalam tindék
pidana ekoncmi (pasal 8 sub d UU Ba. 7 Drt. 1995) dan
dalam pidana tambahan nnituk tindak pidana korupsi (pasal
34 sub o UU No. 33/1971) seperti telah dikemukakan di
atas. Sistem ini mirip dengan sigsten ke-3 yang diuraikan

Stephen Schafer di atas.



Sekiranya sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana
seyogyanya diorientasikan padé korban, maka kebijakan
untuk mengenakan pidana ganti rugi untuk delik-delilk
tertentu itui, seyogyanvya juga ditarik/diangkat menjadi
kebijakan umum untuk semua delik. Itulah sebabnya di dalam

Konsep KUHP baru, pidana ganti rugt dijadikén kebijakan

- : | . '
umum (dimasukkan dalam aturan umamy uwntuk semua delik,

walaupun masih diberl status sebagsail "pidaﬁa‘ tambahanﬁ.
Namun patut dicatat, bahwa menurut konsep, pidaﬁa
tambahan tidak selalu harus dijatuhkan bersana-zama dengan
pidana pokok. Dalam hal delik hanya diancam derngan pildansa
denda secara tunggal, hakim dapat menjatuhkan pidana
tambahan saja (pasal 58 Konsep KUHE). Jadi pidaﬁa tambahan
dapat menjadi. pidana yang dijatuhkan tersendiri untuk
delik-delik tertentu. Ini berarti pidana ganti rugi
menurut konsep dapat dijatuhkan bersama dengan pidana

pokok. Hal ini cesual dengan himbauan Resolusi Kongres PBB

ke-7 dan Rezolusi MU. PBB No. 40/34 vang menyatakan34
“Governments Should review their practices,
regulations and laws to consider restitution as and
available sentencing option in ecriminal cases. in

addition to other criminal santions (resclusi MU-FPBB
butir No. &27.

Gagasan kebijakan legislatif vyang tertuang dalam

konsep itupun mungkin masih perlu dikaji ulang (dilakukan

34 United Hations,” A Compilation Of International
Instruments”, Volume I, New Yorks, 1993, hal. 382 dast
khususnya butir 1 dan 185.
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“preview). Yang perlu dikaji ulang ialah kritsria untuk
melakukan penyimpangan terhadap status pidana ganti rugl
sebagal pidana tambahan menjadil pidané alternatif dari
pidana pokok.!ﬁenurut konsep, kriterianya dikaitkan dengan
ancaman piddha untuk delik vang bersangkutan. Apabila
delik itu hanya diancam dengan pidana dendé secara
tunggal, maka pidana ganti (szebagail pidana tambahan)
seolah-olah dapat menjadi pidana alternatif untuk pidana
denda yang diancamkan Selara tunggal 1tu.

Kriteria itu dibuat oleh konsep memang bukan untuk
mengatasi masalah korban, tetapi untuk mengatasi sifat-
sifat negatif dari perumnusan pidana tunggal yang bersifat
absolut/kaku.. Sekirsnya diorientasikan pads masalah
korban, maka kriteria vang nungkin patut dipertimbangkan
dan dikembangkan ialah kriteria materiel vang berorientasi
pada sifat/hakikat dampak delik pada diri korbén. Misalnya
untuk delik materiel tertentu vang jelas-jelas berakibat
kerugian/perusakan/penderitaan bagi korban, maka pidana
ganti rugi selalu dapat dijatuhkan bersama-ssua sebagail
pidana tambahan atau menjadi pidana pokok glternatif di
samping pidana pokok vang diancamkan. Terlebih apabila
terpidana tergolong orang vang mampu, sedangkan korban
termasuk golongan tidak!mampu.

Ketentuan mengenai kriterié materiel itu dapat
diintegrasikan dalam pasal 83 konsep KUHP (yang mengatur

pembayaran ganti rugi) dengan tidak perlu merubah .pedoman



di dalam paszl 56 di atas.

Selanjutnvsa yéng belum dikembangkaﬂtdi Indonesia ialah
pemberian gantil rugi (restitusi/kompensasi) oleh negara
sebagalmana %terlihat pada sistem ke-4 - dan ke-5 vang
dikemukakan oleh Stephen gohafer di atas. Sistem ke-4 atau
ke-5 ini memang untuk mengatasi masalah kekurangan vang
ada pada sistem ke-1 sa/d ke-3 vang lebih menekankan pada
ganti rugi dari pelaku tindak pidana. Sistem ke-1 s/d ke-3
tidak banyak grtinya, apabila pelaku tindak pidana. itu
tidak mampu membayar gantil rugi kepada korban, sementara
korban memang sangat memerlukan gantil rugi atau éantunén.
Oleh karena itu wajar spabila regolusi MU-PBB 40/34 juga
menghimbau agar negara nemberi restitusi atéu kompensaéi
kepada korban. Dalam putir No. 11 resolusi itu dinyatakah,
bahwa apabila para aparal/petugas publik dalam -mélakukan
tugasnya wmelanggar hukum pidana positif nasional, maka
para korban Seharusnysa menerima restitusi  daxi négara.

Selanjutnya dalam butir no.' 12 dinyvatakan - apabila

kompensasi tidak sepenuhnya diperoleh dar; pelakn tindak

pidana atan sumber-sumber lain, maka Negars harus
menetapkan kompensasi kepada korban yané mendnerita 1uka
badan selama-lamanya atau rusak/melemah kesehatan Fisik
dan meﬁtalnya, dan kepada keluarga terutama orang-orang

yang menjadi tanggungan dari orang yang mati atau cacatbt

figsik/mental sebagai akibat dari kéjahatan;berat.



Berkaitan dengan ganti rugi dalam hal terjadinya
pencemaran kabuﬁ asap ini maka untuk ﬁegara Indonesia
belum bisa - menberikan ganti rugi kepada korban
(masyarakat). Dalam UU Nomor 23 tshun 1997 dijelaskan
bahwa negara hanyza biss mewmber ikan xperlindtngan saja
kepada korbaﬁ sedangkan mengenai ganti kerugian maksa Waréa
masyvarakat dapat welakukan tuntutan/gugatan terhadap para
pengusaha yang melakukan pembakaran °= hutan sehingga

mengakibatkan terjadinya pencsmaran kabut sgap.



BAB 1V

DENUTOP

A. Kesimpulan
Berdazarkan uralan dalam bab-bab ssbelumnva, dapat

ditarik beberapa kesimpulan sebagail beriku£

1.APenegalkan nukum lingkungan khﬁsusnya terhadap pencemér&n
kabut asap akibat kebakarantgptan dan lahan di Propinsi
Jambi belum sepenuhnyéiﬁélzerapkan)diléksanakan dari
ketentuan hukum lingkungan (UU Homor 23 Tahun 19@7).
Dalam  penerapannys peraturan tersebut, baru sanksi
adminigtrasi saja yang telah diterapkan sedangkan sanksi
pidana dan perdata belum diterapkan sebagailmana vang
diharapkan dalam ketentuar hukum lingkungan. Belum
diterapkannya ganksi perdata karsna tidak adanya gugatan
gantl rugi (kqmpensasi) dari masyarakat (korban) terhadap
perusahaan. vyang melakﬁkan pencemaran kabut asap.
Sedangkan terhadap belum diterapkanﬁya‘ ganksi pidana
karena Kurangnya perhatian dari aparat penegak hukun
terutama polisi untuk melakukan penyvelidikan terhﬁdap
kasus pembakaran hontan tersebut.

2pPenegakan hukum lingkungan khususnya terhadap pencemaran
kabut asap di Propinsi Jambi belum berjalan dengan baik
disebabkan karena adanya berbagai faktor kendala antara

lain : lemahnya éenegakan hukum lingidungan {(law
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enforcement) dalam praktek dari .aparat hukum (birokrasi),
_kurangnya kesadaran hukum pengusaha (korporasi)' maunpun
lemahnya kesadaran hukum dari masyvarakat (korban).

Dalam hal perlindungan korban (masyarakat) akibat dampak
pencemaran kabut asap sesuail dengan ketentuasn Undang-
undang Nomor 23 Tahun 1897 dan ketentuan hukum lainnya,
masyarakat (korban) berhak uantuk menuntut/mengajukan
éugatan ganti rugi (kompensasi) terhadap peruéahaan vang
melakukan pembakaran pembakaran hutan dan lahan melaluil
upaya hukum perdata dan upaya hukum pidana serta dapat

ALt PRAPLY F s e L] R
dikenakan sanhC1 admlnlbtrasl A Gt o Baen %ﬁw{a{1_ Tpas

P{/}' oSty e PSR g Ledorp (st  gdadey oy Stind § b ﬁf’i‘”‘”‘ﬁ
| ~ . .
op bt i &p Foad F—‘—‘a’ Ny e LA A

¥ i .

[V lcwr"*é{ w f”f
Saran |
Mengingat belum gsepenuhnya penerapaﬁ/pelaksanéan
penegakan hukum lingkungan khususnya terhadap pencemaran
kabut asap, &aka perlu ditingkatkan kemampuﬁn profesional
terhadap aparat peregak hukun di bidang _:lihgkuﬁgan
kﬁususnya dalam menﬁngani kasusus —kasus vang berkaitan
dengan pencemaraﬁ_ lingkungan. |

Untuk mengatasi faktdr kendala dalam: penegakan hukum
lingkungan diperlukan adanys penegakan hukum yané tegas
oleh aparat penegad hukum terhadap perusahaan
(korporasi), sesuail cengan ketentuan perundang-undangan

vang herlaku.
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